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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan lancar, aman
dan sukses.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan
langsung yang ke lima setelah pemilu 2008 lalu, yang merupakan sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
umum, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang
perubahan keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara dalam
Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,
seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum telah dilaksanakan mulai dari bulan
Oktober 2018 dan puncaknya pada tahapan pemungutan suara yang berlangsung
serentak pada Tanggal 17 April 2019.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan kesiapan
lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses penyelenggaraan
Pemilihan Umum antara lain dengan melakukan berbagai pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana maupun pelanggaran lainya yang terkait dengan
Pemilihan Umum.

Amanat yuridis yang di letakkan di atas pundak Badan Pengawas Pemilu
adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Anggota Bawaslu

harus mempersamakan persepsi bahwa pengawasan Pemilu adalah: kegiatan



mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu
sesuai denga peraturan Perundang-undangan tujuanya adalah menjamin
dilaksanakannya pemilu yang luber dan jurdil, bermartabat serta dilaksanakanya
Peraturan Perundang-undangan secara konsisten.

Laporan akhir kinerja Pemilihan Umum 2019 ini di susun sebagai salah satu
bentuk tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam
penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, dan sebagai sarana untuk
menuangkan kritik, ide, dan saran, untuk penyelenggaraan Pemilu yang

berkualitas dimasa yang akan datang.

Klaten, 29 Juli 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

Ketua

ARIF FATKHURROKMAN, SIP



ABSTRAK

Pemilu 2019 adalah pemilihan umum yang meliputi pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota dengan dilakukan secara serentak serta. Bahwa tujuan dengan
diadakanya pemilu serentak ini adalah untuk meminimalkan pembiayaan negara
dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta
politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah
politisasi birokrasi, dan merampingkan skema pemerintahan. Pemilu 2019
dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Pemilu dilakukan di seluruh
provinsi di Indonesia, yang mana salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang semuanya
melaksanakan pemilihan umum 2019. Salah satu Kabupaten di Provinsi di Jawa
Tengah ialah Kabupaten Klaten yang terletak diantara 2 Kota yang kaya akan

budaya yaitu Kota Solo dan Kota Yogyakarta.

Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten sudah berusaha
maksimal untuk menjaga mengawal jalanya pemilu agar berjalan dengan tertib
dan lancar. Bahwa tugas utama Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai penyelenggata
pemilu ialah mengawasi setiap tahapan selama pelaksanaan pemilihan umum
2019 berlangsung. Pengawasan di setiap tahapan peilihan umum 2019 menjadi
titik tumpu untuk meminimalisir adanya pelanggaran atau kecurangan yang
dilakukan oleh peserta pemilu maupun bagi penyelenggara pemilu itu sendiri.
Segala bentuk Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu akan disusun
menjadi sebuah Laporan Akhir yang mana pembuatan Laporan Akhir tersebut
merupakan sebuah perwujudan dalam bentuk tulisan terkait dengan segala

bentuk Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten.

Penyusunan Laporan Akhir ini sebagai perwujudan tekstual atas
pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten untuk
mengawal penyelengaraan pemilu 2019 yang sudah berlangsung dengan tertib

dan lancar khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Laporan Akhir ini tersusun dari



beberapa bab yang mana setiap bab menjelaskan bagaimana pelaksanaan
pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pemilihan umum 2019
di Kabupaten Klaten pada umumnya berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini tidak
terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Daerah, Aparat
keamanan, koordinasi yang baik antar penyelenggara pemilu yang dalam hal ini
KPU Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten, Peserta Pemilu/Tim
Kampanye yang mana saling bersinergi untuk mengawal dan menyukseskan
pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten telah
melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2019 dengan baik. Koordinasi dan
komunikasi yang baik antar jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten mulai dari tingkat
PTPS, PPD, Panwaslu Kecamatan hingga Komisioner dan staff di tingkat
Kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas pengawasan

dapat dengan baik dan maksimal.

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih Bawaslu Kabupaten Klaten
memberikan 2 kali rekomendasi tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten terkait
dengan daftar pemilih di Kabupaten Klaten. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Klaten ditanggapi dengan baik dan KPU Kabupaten Klaten dengan cepat
menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Klaten. Di Kabupaten
Klaten penetapan daftar pemilih berawal dari DPS yang berasal dari DPT pemilihan
Gubernur, DPSHP, DPT, DPTHP, DPTHP-2, DPTHP-2 Ke-2, DPTHP-3 kemudian
ditambah dengan DPTb, DPTb-2, DPTh-3. Kendala yang dihadapi pada tahapan
pemutakhiran data ini ialah banyaknya warga yang tidak masuk dalam DPT,

adanya identitas ganda yang berasal dari NIK dan NKK.

Tahapan Kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Klaten pada umumnya
berjalan dengan lancar, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait
kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Klaten. Selama tahapan
Kampanye di Kabupaten Klaten tidak sedikit yang masuk dalam register
pelanggaran Bawaslu Kabupaten Klaten. Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi

temuan Bawaslu Kabupaten Klaten berupa Pelanggaran administrasi dan juga



Pidana. Terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten segera
menindaklanjuti dengan pemanggilan sebagai upaya klarifikasi dan pembahasan
di Gakkumdu. Selain pelanggaran yang masuk dalam pembahasan Gakkumdu,
terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu/Tim kampanye yang

mana pada setiap melakukan Kampanye banyak yang tidak ada STTP-nya.

Kemudian dalam tahapan pemungutan suara, dibeberapa TPS di
Kabupaten Klaten harus dilakukan perhitungan suara ulang, dan di 2 TPS harus
dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU di 2 TPS tersebut dikarenakan
adanya daftar pemilih yang domisilinya tidak masuk dalam 2 TPS tersebut. 2 TPS
tersebut berada di Keacamatan Klaten Tengah dan di Kecamatan Prambanan.
Selain itu, selama tahapan pemungutan ditemukan adanya kesalahan input dan
kurang teliti dalam menjumlah C1 yang dilakukan KPPS. Sehingga banyak C1 yang
jumlah hasil perolehanya terdapat selisih. Hal tersebut yang menjadi salah satu
sebab banyaknya TPS di Kabupaten Klaten yang harus dilakukan perhitungan

ulang.

Kata kunci: Penyelenggaraan Pemilu 2019, Tahapan, Pengawasan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan,
Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari
kadaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan umum tahun
2019 yang dilaksanakan dengan demokratis dan beradab melalui
partisipasi rakyat seluas luasnya berdasaarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara
Dalampemilihan Umum, dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan vahwa Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan Mandiri. Amanah
konstitusi tersebut untuk menentukan perkembangan kehidupan
politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang

sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Dalam penyelenggaraan pemilihan di perlukan adanya suatu
pengawasan untuk menjamin agar pemilihan tersebut benar benar
dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan dan peraturan perundang-
undangan. Pengawas Pemilu di setiap tingkatan mempunyai peranan
penting dalam melaksanakan pengawasan dalam setiap tahapan
pemilihan dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan yang
langsung, umum ,bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Umum tahun 2019 telah di laksanakan pada tanggal 17
April 2019 Pada umumnya telah berjalan dengan lancar, hanya ada
beberapa persoalan yang di temukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten
berserta jajaranya dalam setiap tahapan pelaksananaan Pemilihan
Umum tahun 2019 yang telah berlalu.

Pada tahap pemutahiran data pemilih di Kabupaten Klaten
Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan beberapa rekomendasi terkait
daftar pemilih yang ada di Kabupaten Klaten, dan rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Klaten dintindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten.
Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), diawali dengan penetapan
Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dari DPT pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur menjadi, Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan (DPTHP), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kesatu
(DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) perbaikan
pemilu 2019. Permasalaham muncul setelah penetapan DPT masih
banyak warga yang belum masuk DPT sehingga masih banyak pemilih
yang masuk DPTb.

Pengawasan pemutahiran data pemilih bertujuan untuk
memastikan agar setiap warga negara yang memenubhi syarat sebagai
pemilih terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan hak

konstitusinalnya sebagai warga negara untuk memilih dalam pemilu



2019. Secara umum pengawasan tahapan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Klaten dapat kami sampaikan
sebagai berikut:

Berawal dari proses pencocokan dan penelitian daftar DP4,
Bawaslu Kabupaten bersama Pawaslucam dan PPD melakukan audit
pencocokan dan penelitian sampai tahapan pengawasan penetapan
daftar pemilih tetap, dengan rincian kerja sebagai berikut: untuk
memberikan saran dan masukan kepada KPU Kabupaten Klaten
Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengirimkan beberapa kali
menberikan rekomendasi perbaikan Daftar Pemilih Kepada KPU, secara
umum KPU sangat terbuka dan kooperatif dalam menerima
rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap proses penetapan Daftar
Pemilih.

Pada tahapan kampanye pada umumnya pelaksanaan kampanye
di kabupaten Klaten telah berjalan dengan tertib dan teratur. Bawaslu
kabupaten Klaten menjalin kerjasama yang baik dengan aparat
keamanan dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kampaye
diantarnya dalam hal ijin penyelenggaraan kampanye (STTP) kampanye,
pengawasan dan ketertiban Kampanye, karena ketentuan pelaksanaan
kampanye yang di buat oleh KPU relatif longgar, termasuk tidak
diaturnya jadwal kampanye. Meskipun demikian dalam tahapan ini
masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh
team kampanye pasangan calon. Dari berbagai temuan yang ada
mayoritas di dominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK)
yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pelangaaran yang lain adalah
netralitas ASN, Kepala Desa, Kasus netralitas Kepala desa
Jambaan,Kepala desa Serebekan terjadi di kecamatan Bayat dan Ceper,
yaitu Kepala Desa Keterlibatan dalam kampanye legeslatif yang
memberikan arahan kepada calon tertentu, ASN Camat Gantiwarno,

Kabag umum Pemda Klaten, dan Staf PNS Kecamatan Cawas, terhadap



2.

planggaran Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten
Klaten telah melakukan klarifikasi dan memberikan rekomendasi
kepada Bupati Klaten dan KASN.Bentuk kegaiatan kampanye yang di
lakukan oleh paslon, mulai dari pertemuan terbatas dengan tokoh
masyarakat, kunjungan ke pasar, konsolidasi internal dan antar partai
pengusung, pengobatan gratis, hingga Deklarasi pemenangan oleh
team kampanye.

Pada tahap masa tenang umumnya berjalan dengan baik, dari
hasil Bawaslu kabupaten Klaten, Pawaslucam, PPD, Hingga pengawas
TPS tidak di temukan dugaan pelanggaran, tahapan ini di lalui dengan
tertib, dari hasil analisa kerawanan pada masa tenang tidak ada indikasi
pelanggaran.

Sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
dari hasil pengawasan di temukan adanya kekurangan dan kelebihan
surat suara di beberapa TPS di kecamatan jatinom, Kecamatan kalikotes
dan Kecamatan klaten selatan, secara keseluruhan tahapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah terlaksana dengan
baik, hal ini tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh elemen
masyarakat baik Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Penyelenggara
Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu/Tim Kampanye, termasuk
adanya kesadaran yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk
melaksanakan Pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah

Kabupaten Klaten.

TUJUAN LAPORAN
Laporan ini di susun dengan tujuan Sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Klaten
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan Kpu

Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas



peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan
PKPUmum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
pemungutan dan perhitungan suara dalamPemilihan Umum, dan
PKPU Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.

Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pengawasan Pemilihan
Umum 2019 Dikabupaten Klaten.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Klaten
terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan umum 2019 Dikabupaten

Klaten.

3. LANDASAN HUKUM

1.
2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan
Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan
Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu Nomor 29.Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana

Kampanye Pemilihan Umum



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan
Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;

Peraturan KPU 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

Peraturan KPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019;



17. Peraturan KPU 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

18. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Tahapan Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019;

19. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
Pemilihan Umum;

20. Peraturan KPU Nomor 4 Athun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

21. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

22.Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019

tentang Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019

4. SISTEMATIKA PELAPORAN
BAB | PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. TUJUAN LAPORAN

C. LANDASAN HUKUM

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB Il PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan
Daftar Pemilih
b. Perencanaan Pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan



3.

4.
5.

a. Pencegahan

b. Aktivitas Pengawasan
Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

b. Rekomendasi

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Dinamika dan Permasalahan

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

B. Kegiatan Verifikasi Partai Politik

1.

4.
5.

Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Kegiatan Verifikasi Partai Politik
b. Perencanaan Pengawasan
Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

b. Aktivitas Pengawasan
Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

b. Rekomendasi

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Dinamika dan Permasalahan

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
PROV/ DPRD Kabupaten/Kota

1.

2.

3.

Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD PROV/DPRD Kab/Kota

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

b. Aktivitas Pengawasan

Hasil-Hasil Pengawasan



a. Temuan
b. Rekomendasi
c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

b. Rekomendasi

c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pengadaandan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

Penghitungan Suara
b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan

b. Rekomendasi

dan



c. Tindaklanjut Rekomendasi
4, Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye
1. Pelasanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Dana Kampanye
b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
b. Rekomendasi
c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

G. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan,
Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
b. Rekomendasi
c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
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H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

J.

1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
b. Rekomendasi
c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
b. Rekomendasi
c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
b. Perencanaan Pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan

11



a. Pencegahan

b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

b. Rekomendasi

c. Tindaklanjut Rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

BAB Ill PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB I
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

1 Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
1) DPT pilgub di tetapkan menjadi DPS pemilu 2019

2) Banyak terdapat banyak daftar pemilih  yang
bermasalah(ganda, ganda identik, NIK tidak valid, pemilih
tidak di kenal, pindah domisili, meninggal dunia, Anggota
TNI/POLRI dan sebagainya
Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar
pemilih, sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat tetapi
tidak masuk dalam daftar pemilih;

3) Identitas Pemilih tidak lengkap atau terdapat kekeliruan;

4) Status disabilitas pemilih tidak tercantum dalam formulir;

5) Pemilih yang memiliki identitas ganda di 2 (dua) daerah;

6) Penetapan DPTb

7) Pengumuman DPTb

8) Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

9) Pengesahan/ Penetapan DPT

10) Pengumuman DPT

11) Rekapitulasi DPT oleh PPK

12) Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT
Kepada KPU Kabupaten/Kota Melalui PPK

13) Penetapan Rekapitulasi DPT, DPTHP, DPTHP-1, DPTHP-2 dan
DPTHP-2 Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota

14) Penyampaian DPS Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb, dan DPT
Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten/ Kota

15) Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi
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b. Perencanaan Pengawasan

1)
2)

Peningkatan kapasitas SDM Bawaslu

Mengadakan pengawasan pada tahapan perbaikan DPT
Bawaslu melukkan pengawasan terhapat perbaikan DPT
dengan melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi

kepada KPU terkait pemilih Ganda, Invalid, TNI/POLRI, DPTb.

2 Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan Rakor kepada Panwaslu kecamatan tentang
pengawasan DPT dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan
agar mengecek daftar pemilih tetap yang akan di plenokan di
tingkat kabupaten oleh KPU kabupaten klaten. Rakor di
laksanakan di Taman Sari Delanggu pada tanggal 19-04-2018.
Melakukan Rakor kepada Pelajar dan juga Stacholder tentang
pemilih baru yang pada saat itu bIm memiliki E-KTP/SUKET.
Pengawasan secara langsung memastikan pemilih pemula bisa
melakukan perekaman E-KTP di DISDUKCAPIL dan memastikan
kepada KPU pemilih pemula tersebut sudah masuk dalam DPT.
Menganalisa tentang pemilih ganda dan juga pemilih yang sudah
meninggal dunia dengan cara  koordinasi  dengan
Bawaslucam,PPD dan PTPS.

Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk

menindaklajutinya.

b. Aktivitas pengawasan

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama jajaran Panwaslu

Kecamatan dan PPD melakukan pengecekan secara berkala dengan

memastikan pemilih sudah ada dalam daftar pemilih dan turun

langsung ke lapangan memastikan masyarakat sudah mengecek ke

dalam DPT sebagai pemilih di wilayah Kabupaten Klaten yang sudah
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di tempel di Kelurahan atau tempat setrategis lainya. Berikut Hasil

pengawasan pleno di tingkat kabupaten klaten.

1. Padatanggal 17 Juni 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan

Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu

2019 dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Jumlah Jumlah LJ;:,mlah Eemlhh Total
Kecamatan Desa TPS ax erempua
Laki n
26 401 4.313 490.874 | 504.620 993'49
2. Padatanggal 22 Juli 2018 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan
Rapat Pleno Terbuka Reakpitulasi DPS Hasil Perbaikan Pemilu
2019 dengan hasil sebagai berikut:
lah Pemilih
Jumlah Jumlah Jumlah LJIL:_m a Peml ! Total
Kecamatan Desa TPS axt- erempua
Laki n
26 401 4.313 488.857 | 502.548 9915'40
3. Pada tanggal 13 September 2018 KPU Kabupaten Klaten
melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019
Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-1) dengan hasil sebagai berikut:
Jumlah Jumlah Jumlah LJIL:'mIah Eemlhh Total
Kecamatan Desa TPS aK erempua
Laki n
26 401 4.313 487.724 | 501.379 982'10
4. Pada tanggal 12 November 2018 KPU Kabupaten Klaten

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019
Hasil Perbaikan (DPTHP Ke-2) dengan hasil sebagai berikut:

‘ Jumlah Pemilih ‘ Total ‘
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Jumlah Jumlah Jumlah Laki- Perempua
Kecamatan Desa TPS Laki n
26 401 4.313 4959'78 512.493 1'0028'28
5. Pada tangga 11 Desember 2018 KPU Kabupaten Klaten
melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019
Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP 2 Ke-2 ) dengan hasil sebagai
berikut:
Jumlah Jumlah Jumlah th'mlah Eemlhh Total
Kecamatan Desa TPS d I,- erempua
Laki n
26 401 4.313 492'15 510.374 1'00:'52
6. Pada tanggal 18 Februari 2019 KPU Kabupaten Klaten
melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) dengan hasil sebagai berikut:
- - Jumlah
Jumlah Jumlah Pemilih | Jumlah Pemilih o
Desa/Ke Jumla Jumlah Masuk DPTb Keluar Pemilih
| hTPS | DPTHP-2 (10=3+6+9
L P |L+P| L P | L+P )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.004.52 | 18 | 30 | 48 | 23 | 31 | 54
401 4313 6 5 5 7 5 7 9 1.004.464

7. Padatanggal 2 April 2019 KPU Kabupaten Klaten melaksanakan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Pemilhan Umum tahun 2019 Hasil Perbaikan
(DPTHP Ke-3) dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Jumlah Jumlah LJE_mIah PPem|I|h Total
Kecamatan Desa TPS axi- (T 2
Laki n
26 401 4313 49‘;15 510.374 1.0064.52
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8. Pada tanggal 11 April 2019 KPU Kabupaten Klaten

melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga dengan hasil sebagai berikut:

komich

Lecametan

{DPTE [masut] yang man@uiis & | DPTY [k yeng meeguess o 1 D9TD (tetua] yang mangurus o] 03T [hedua| yang mengunsdi

faarzh azad dazrah tupsan taarsh 3o daeran %)=
SElera | Selera elharan [Seteren Salaan | Seann | Satera |Selera
: ! p|Lso Lol L] e : - L |9 |Le
Deyalded| TS Cecatel| TPS Desafted| TPS Deafied| TPS

M

A7 |NEN

011342 188 al [anaue| R 333 |QE|yant MW JEN0 370812008338

3 Hasil — hasil Pengawasan

a. Temuan

Pencermatan, analisis dan penilaiaan daftar pemilih Kabupaten

Klaten di bantu oleh Panwas Kecamatan di temukan data bermasalah

yang terdiri dari:

1) Bahwa Penetapan DPTHP-2 yang telah ditetapkan KPU Kabupaten

Klaten pada tanggal 12 November 2018 ditemukan data daftar

pemilih ganda di dalam DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih

ganda dengan indikator NIK.

2) Bahwa adanya temuan bawaslu Kabupaten Klaten atas hasil

pencermatan DPTHP-2 pemilu 2019 Kabupaten Klaten

menemukan:

a. Indikasi ganda NIK sebanyak 6414

b. Indikasi ganda NKK dan Nama sebanyak 3531

c. Indikasi ganda NKK, NIK, dan Nama sebanyak 599

d. Indikasi Ganda NIK dan NKK sebanyak 791

e. Indikasi Ganda Nama TTL dan alamat sebanyak 1918
f. Indikasi ganda NIK dan Nama sebanyak 1188

g. Indikasi data invalid 3356

b. Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi Kepada KPU

Kabupaten Klaten berupa:
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1. Surat beserta lampiran Nomor: 329.3/Bawaslu.Prov.JT-

2.

14/01.02/X1/2018 tertanggal 28 November 2018 Tentang Temuan

Bawaslu kabupaten klaten data daftar pemilih ganda di dalam

DPTHP-2 tersebut sejumlah 7.268 pemilih ganda degan indicator

NIK.

Surat Nomor: 332/Bawaslu.Prov.JT-14/01/XI11/2018 tertanggal 01

Desember 2018:

a.

Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NIK sebanyak 6414 data
dengan rincian laki-laki 3.071 dan perempuan 3.343 (
Terlampir di CD/Compact Disc)

Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NKK dan Nama sebanyak
3,531 data dengan rincian laki-laki 1.453 dan perempuan
2.078 ( Terlampir di CD/Compact Disc)

Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NKK,NIK,NAMA sebanyak
599 data dengan rincian laki-laki 222 dan perempuan 377 (
Terlampir di CD/Compact Disc)

Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NIK, dan NKK, sebanyak
791 data dengan rincian laki-laki 295 dan perempuan 496 (
Terlampir di CD/Compact Disc)

Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NAMA,TLL dan ALAMAT
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C.

sebanyak 1918 data dengan rincian laki-laki 777 dan
perempuan 1.141 ( Terlampir di CD/Compact Disc)

f. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda NIK dan NAMA sebanyak
1.188 data dengan rincian laki-laki 402 dan perempuan 786
(Terlampir di CD/Compact Disc)

g. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda INVALID sebanyak 3.356
data dengan rincian laki-laki 1.587 dan perempuan 1.769 (
Terlampir di CD/Compact Disc)

h. Tentang temuan Bawaslu kabupaten klaten atas hasil
pencermatan DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 Kab.Klaten
menemukan DPT terindikasi ganda TMS lain nya sebanyak
1.385 data dan 2.275 data pemilih baru.

i. Temuan bawaslu Kabupaten klaten atas hasil pencermatan
DPTHP-2 pemilu tahun 2019 kab.Klaten menemukan
berbedaan data di rekap DPTHP hasil Pleno Tanggal 12
November dengan by Name yang di kirim ke bawaslu ke
kabupaten klaten di: kecamatan klaten selatan dan klaten
tengah.

Tindak lanjut
KPU Kabupaten Klaten menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Klaten yang tertuang dalam surat perihal Jawaban
Rekomendasi Nomor: 606/TU.03.2.SD/3310/KPU-Kab/X11/2018

dengan hasil sebagai berikut:

Dvtarur i T " Inzen s Ty ki T Leiah - ThLAL £EH
e I i T Ll T ] e B s il
1ot | |
R Hi¥ WAl | '. i & ] ST = Ly REE
& 4| 114 L] Fil.
Wl Rl AR | M | W T L1 MG | W | TTL LT Ki | M WS
| Rl ahid ST ] [T L TN
LT H T TT5 Aol o,
] w adfl = L1 2 kA LT ] =i [t ] b B || e s LU o
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4 Dinamika dan Permasalahan

Uraian meliputi:
a. Pengawasan tahapan pemuktahiran daftar dan data pemilih dalam Alat

Kerja Pengawasan menyangkut efektifitas dapat berupa masukan;
Alat kerja sangat membantu dalam melakukan pengawasan
pemutahiran data pemilih.
b. Masukan terhadap instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
Untuk laporan mohon di perhatikan waktu untuk di sesuaikan dengan

tahapan.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Bawaslu kabupaten klaten melaksanakan pengawasan Tahapan
pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kabupaten dan tingkat
kecamatan sampai tingkat desa, sampai dengan subtahapan pemutakhiran
data dan daftar pemilih. Upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan
pada tahapan ini agar penyelanggaraan pemilu dapat berjalan lebih baik
lagi ialah:
1. Adanya forum atau wadah untuk diskusi bagi semua penyelenggara
pemilu
2. Adanya sosialisasi PKPU dan Perbawaslu bagi penyelenggara pemilu
3. Adanya kesamaan dalam pemahaman regulasi sehingga penerapanya
tidak banyak ambiguitas didalamnya
Sehingga dengan hal-hal tersebu diharapkan mampu membentuk

sinergi antar jajaran penyelenggara pemliu
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B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Kerawanan yang mungkin dapat terjadi ketika memasuki
tahapan verifikasi partai politik, diantaranya:
1) Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagai
peserta pemilu;
2) Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai;
3) Alamat domisili kantor yang tidak jelas;
b. Perencanaan pengawasan
Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan KPU
Kabupaten Klaten mengenai jadwal verifikasi partai politik yang

telah disahkan oleh KPU RI.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan Pencegahan
Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Klaten selalu
menjalin komunikasi dengan jajaran KPU, dan meminta kepada
KPU Kabupaten Klaten agar dapat menjalankan tugas dan
kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan

yang ada.

b. Aktivitas Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Klaten menerjunkan beberapa tim
dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual partai politik.
Bawaslu Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan KPU Kabupaten
Klaten dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, karena
memang Bawaslu kabupaten Klaten tidak mendapatkan jadwal
yang pasti mengenai waktu verifikasi factual. Verifikasi partai
politik calon peserta pemilu kabupaten klaten dilaksanakan pada

bulan Januari 2018. Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan
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koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten mengenai jadwal
verifikasi partai politik peserta pemilu yang telah disahkan oleh
KPU Rl sebagai dasar perencanaan pengawasan.

Tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu
terdapat kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi seperti:

1. Ketidaklengkapan dokumen berkas pendaftaran sebagi
peserta pemilu;

2. Kurang terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam
kepengurusan partai (ketua Bendahara dan Sekretaris);

3. Alamat domisili kantor yang tidak jelas;

4. Pengurus partai politik yang tidak jelas.

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Klaten
menjalin komunikasi dengan KPU Kabupaten Klaten dan meminta
KPU Kabupaten Klaten agar menjalankan tugas dan
kewenanganya seperti yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan
dengan membagi beberapa team untuk melakukan pengawasan
verifikasi faktual partai politik. Pada saat melakukan pengawasan
verifikasi faktual ini Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan
koordinasi dengan KPU Kabupaten Klaten karena terdapat
kendala yaitu Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan
jadwal yang pasti mengenai waktu dilaksanakannya verifikasi
faktual tersebut.

Selama melakukan pengawasan, ada beberapa hal yang
menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Klaten antara lain:

1. Kelengkapan berkas pebdaftaran partai politik belum
lengkap, meskipun dapat dilengkapi pada saat perbaikan
berkas

2. Domisili kantor yag berpindah-pindah atau tidak tetap
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3. Keterwakilan perempuan pada (ketua Bendahara dan
Sekretaris) tidak memenuhi,

4. Pada saat di lakukan verifikasi tidak semua pengurus ada dim
tempat.

5. Kartu anggota yang tidak lengkap.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa
adanya dnamika permasalahan pada saat tahapan verifikasi partai
politik ini ialah kurang dipahaminya regulasi oleh pengurus partai
politik. Pemahaman mengenai regulasi yang harus dipahami oleh
seluruh elemen peserta dan permaslahan yang muncul dalam
tahapan ini adalah kurang dipahaminya regulasi oleh para
pengurus parpol sehingga seolah-olah ada unsur menganggap
sepele terhadap permasalahan di tahapan ini, salah satu
contohnya adalah ketika KPU sudah membuka pendaftaran sejak
dini, namun pada kenyataanya masih banyak Partai poliitik yang
mendaftarakan partainya di hari-hari terakhir dan pada jam yang
sudah mendekati Injury Time.

Sosiapisasi pemilu untuk di tingkatkan kepada pengurus
parpol dimaksudkan agar semua partai politik dapat memiliki
pemahaman yang seragam dan dapat meminimalisir kekeliruan.
Perlu dipahamkannya tentang Regulasi dan ketentuan
perundang-undangan kepada seluruh elemen peserta pemilu, hal
ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahan dan

keseragaman yang sama terhadap regulasi.

3. Hasil Pengawasan
a. Temuan
Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu

kabupaten Klaten menemukan beberapa hal diantaranya :
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1) Kelengkapan berkas pendaftaran parpol ada yang belum
lengkap, meskipun demikian dapat dilengkapi pada saat
perbaikan berkas;

2) Domisili kantor yang berpindah-pindah atau tidak tetap;

3) Keterwakilan perempuan pada kepengurusan inti (ketua
Bendahara dan Sekretaris) tidak memenuhi. ( harus
perbaikan)

4) Kartu anggota tidak lengkap.( harus perbaikan)

b. Rekomendasi

C.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada
tahapan verifikasi partai politik akan tetapi tidak memberikan
rekomendasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten. Dan
hanya memberikan masukan secara lisan kepada KPU agar
kelengkapan berkas pendaftaran parpol dan domisili harus tetap
tidak ber pindah pindah dan perwakilan perempuan harus
terpenuhi.

Tindaklanjut

KPU kabupaten klaten menerima masukan dari bawaslu
kabupaten klaten dan KPU kabupaten klaten berkoordinasi
kepada LO partai politik agar melengkapi berkas pendaftaran
parpol,dan kantor yang di laporkan harus jelas,serta keterwakilan

perempuan terpenuhi.

Dinamika Permasalahan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Dinamika dan permaslahan yang muncul dalam tahapan ini adalah

kurang dipahaminya regulasi oleh para pengurus parpol sehingga
seolah-olah ada unsur menganggap sepele terhadap permasalahan di
tahapan ini, salah satu contohnya adalah ketika KPU sudah membuka

pendaftaran sejak dini, namun pada kenyataanya masih banyak Partai
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poliitik yang mendaftarakan partainya di hari-hari terakhir dan pada

jam yang sudah mendekati Injury Time.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
Perlu sosialisasi yang lebih optimal kepada seluruh elemen
peserta pemilu tentang Regulasi dan ketentuan perundang-undangan,
hal ini dimaksudkan agar semua partai politik memiliki pemahan dan

keseragaman yang sama terhadap regulasi.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Adanya calon yang tersandung masalah hukum dan legalitas
persyaratan.
b. Perencanaan pengawasan
Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Pengawas terhadap
proses pendaftaran pencalonan dari pengajuan Calon,DCS sampai

dengan Di tetapkan menjadi DCT.

2. Kegiatan pengawasan
a. Pencegahan

Bawaslu kabupaten klaten melakukan pengawasan di kantor
KPU kabupaten klaten terkait pendaftaran pencalonan anggota
DPRD kabupaten klaten yang berlangsung Pada tanggal 4-17 bulan
Juli tahun 2018 telah di buka Pencalonan Anggota DPRD kabupaten
klaten yang jumlah keseluruhan yang di ajukan parpol adalah 575 bakal
Calon kemudian di lakukan Verifikasi oleh KPU selama 14 hari terhadap
kelengkapan dan ke absahan dokumen yang di kirim bakal calon yang
kemudian dari hasil verifikasi di temukan 113 BC memenuhi syarat dan

462 belum memenuhu syarat. Kemudian KPU membuka perbaikan
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kelengkapan berkas dan selama 7 Hari tanggal 22 sd 31 Juli 2018 di |
dapat data bahwa 454 calon dapat melengkapi data dan sisanya 8 calon
tidak melngkapi data sampai batas waktu yang di tentukan. Jumlah
calon yang memenuhi syarat adalah 519 orang dan 8 lain nya BMS.
Sehingga DCS yang di tetapkan oleh KPU adalah 519 terdiri dari 313 laki
laki dan 206 perempuan. Dalam proses menuju DCT terdapat 2 calon
yang mengundurjksn diri yaitu sHinta Dwi Fitri AStuti S.Pd dari partai
Gerindra daerah pemilihan 1 no urut 8 dan keke Wulanita daniati A.Md
dari Partai Hanura daerah pemilihan 2 sehingga jumlah DCT yang di
tetapkan oleh KPU sebanyak 517 calon dengan rincian 313 orang laki
laki dan 204 perempuan.

Aktivitas pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten klaten dalam tahapan
pencalonan melakukan pengawasan secara langsung di kantor
KPU Kabupaten Klaten. Pada tanggal 17-april-2018. batas waktu
pencalonan telah berakhir bawaslu kabupaten klaten
menemukan calon yang di duga TMS masuk dalam DCS terkait

ijasah yang di gunakan

3. Hasil Pengawasan
a. Temuan

Bawaslu kabupaten klaten menemukan daftar nama calon
yang di duga TMS dalam pencalonan terkait ijasah yang di
gunakan atas nama suraji dan bawaslu kabupaten klaten meminta
agar KPU kabupaten klaten melakukan verifikasi terkait sekolah
yang terdaftar di ijasah calon yang di duga menggunakan ijasah
palsu terebut. Dan satu calon eks narapida korupsi atas nama
Suggimin tetapi kemudian yang bersangkutan tidak melanjutkan
pencalonannya dan tidak melengkapi berkasnya, selalin itu ada
satu caleg atas nama Drs Muh shobron Jamil Yang merupakan
perangkat desa.

b. Rekomendasi
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1. Rekomendasi yang di ucapkan secara lisan oleh Bawaslu
kabupaten klaten di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten
klaten dan Bawaslu Kabupaten klaten melakukan verifikasi
ke Bojonegoro, jawa timur untuk verifikasi anggota calon
sementara atas Nama SURAIJI dari dapil 5 partai pengusung
PDIP. Terindikasi ijasah palsu. Dalam verifikasi di tempat
tujuan sekolah yang bersangkutan benar-benar siswa
sekolah yang sesuai dengan ijasah yang tercantum dalam
pendaftaran di calon sementara.

2. Terhadap calon yang masih berstatus sebagai perangkat
desa bawaSLU menyampaikan temuan kepada KPu agar
yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai perangkat
desa.

Tindaklanjut rekomendasi

KPU kabupaten klaten sangat komperatif terhadap Bawaslu
kabupaten klaten terkait temuan dan rekomendasi secara tertulis
maupun lisan selalu di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten klaten.
Dari hasil verifikasi yang di lakukan oleh KPU kabupaten klaten dan
Bawaslu Kabupaten klaten di bojo negoro jawatimur, kpu juga
menyampaiaka kepada partai pengusung Drs Muh Shobron jamil
untuk melengkapi berkas. daftar calon DCS di kabupaten klaten
tetap 517 pendaftar.

Pada tanggal 20 bulan September tahun 2018 telah di
tentukan calon tetap Anggota DPRD kabupaten klaten yang di
sebut dengan DCT (daftar calon tetap) sebanyak 517 calon yang
telah di tetapkan oleh KPU kabupaten klaten. Selama berjalannya
waktu terdapat satu calon anggota DPRD kabupaten klaten yang
meninggal dunia atas Nama: Muhammad ismail dari partai
pengusung PAN. Tetapi tidak di coret dalam DCT oleh KPU karena

sudah Proses Pencetakan Kartu Suara Untuk DCT (daftar calon
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tetap) di Kabupaten Klaten sebanyak 517 anggota DPRD di

kabupaten klaten. Berikut jumlah calon DCT kabupaten klaten:

1) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2)

3)

4)

5)

6)

Jumlah

Laki — laki

Perempuan

Prosentase perempuan
PARTAI GERINDRA
Jumlah

Laki — laki

Perempuan

Prosentase perempuan
PARTAI PDI-PERJUANGAN
Jumlah

Laki laki

Perempuan

Prosentase perempuan
PARTAI GOLONGAN KARYA
Jumlah
Laki — laki
Perempuan 021
Prosentase perempuan
PARTAI NASDEM
Jumlah

Laki — laki

Perempuan
Prosentase perempuan
PARTAI GARUDA
Jumlah

Laki — laki

144
125
119
:43,18%

148
129
119
:39,58%

:50
132
118
:36%

:50
129

1 42%

144
127
117
: 38,63%
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Perempuan

Prosentase perempuan
7) PARTAI BERKARYA

Jumlah

Laki — laki

Perempuan

Prosentase perempuan

1 60%

:10
:3
17
:70%

8) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Jumlah
Laki — laki
Perempuan

Prosentase perempuan

:50
131
119
:38%

9) PARTAI PERSATUAN INDONESIA

Jumlah
Laki laki
Perempuan

Prosentasse perempuan

10) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Jumlah
Laki — laki
Perempuan

Prosentase perempuan

131
119
112
:38,70%

125
115
110
:40%

11) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Jumlah

laki — laki

perempuan

prosentase perempuan
12) PARTAI AMANAT NASIONAL

Jumlah

Laki — laki

115

:10

:5
:33,33%

149
132
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Perempuan 117
Prosentase perempuan :34,69%

13) PARTAI HANURA

Jumlah :23

Laki — laki 114
Perempuan :9
Prosentase perempuan :39,13%

14) PARTAI DEMOKRAT

Jumlah : 48
Laki — laki 129
Perempuan : 19
Prosentase perempuan :39,58%

15) PARTAI BULAN BINTANG

Jumlah 24
laki- laki 114
perempuan - 10
prosentase perempuan :41,66%

16) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Jumlah 0

Total Jumlah :516
Laki-laki :311
Perempuan : 205
Prosentase perempuan :39,72%

Dari 50 jumlah kursi di wilayah Kabupaten Klaten terdiri
dari 5 dapil.

4. Dinamika dan permasalahan
Masih banyaknya pendaftar yang tidak bisa melengkapi berkas
pendaftaran hingga batas akhir pendaftaran antara lain

1) Legalisir ijasah
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5.

2) Skck
3) Kartu Anggota Partai

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Bahwa Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 ini, perlu adanya
pengarahan atau sosialisasi kepada Calon Anggota Legislatif terkat

dengan regulasi yang ada.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Pelaksanaan  Kampanye pada Pemilihan Umum tahun

2019 berlangsung dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 13 April

2019. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten beserta jajaran

melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye vyang

dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten. Secara umum Tahapan

Kampanye berjalan dengan tertib, aman dan terkendali.

Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye
diwilayah Kabupaten Klaten pada umumnya dilakukan dengan cara
pemasangan alat peraga kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat
umum dan melakukan Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, atau
kegiatan sosial.

Sementara itu, pada masa tenang mulai tanggal 14 April 2019 sampai
dengan 16 April 2019, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan
banyak kegiatan kampanye yan di lakukan oleh tim sukses maupun
relawan pemenangan.

Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP
Kabupaten Klaten dan KPUD Klaten membersihkan alat peraga

kampanye yang masih terpasang di wilayah Kabupaten Klaten.

1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan
Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum 2019

dimungkinkan terdapat kerawanan — kerawanan yang dapat
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b.

menganggu tahapan kampanye, berdasarkan pemetaan dan
belajar dari pengalaman pada masa kampanye pemilihan
sebelumnya, maka ada beberapa kerawanan yang harus
diantisipasi yaitu sebagai berikut :
e Maraknya Pemasangan Alat Peraga Kampanye llegal
o Keterlibatan ASN dan Perangkat Desa dalam Kampanye
e Maraknya Kampanye hitam atau Black Campaign melalui
media sosial maupun selebaran — selebaran
Untuk meminimalisir kerawanan — kerawanan tersebut
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten melakukan
Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten melakukan langkah
langkah sebagai berikut :
e |dentifikasi dan pemetaan kerawanan dalam tahapan
kampanye
e Menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus
pengawasan yang telah ditentukan.
Perencanaan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten dalam

melaksanakan perencanaan pengawasan sebagi berikut :

1)

2)

3)

Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan
melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal
mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran
dan/atau indikasi awal pelanggaran.

Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan
melakukan tindakan penangangan secara cepat dan tepat
terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran
Pemilukada.

Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan
tentang peraturan perundang-undangan pemilukada dan

sanksi terhadap pelanggarannya.
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2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan
Kampanye
a. Pencegahan

Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten berpedoman pada hal
— hal sebagai berikut :

1) Pemetaan potensi rawan pelanggaran kampanye

2) Koordinasi atau kerjasama antar lembaga

3) Sosialisasi Peraturan Perundang — Undangan yang

berlaku

4) Meningkatkan Pengawasan Partisipatif sebagai

bentuk Supporting System.

5) Mengirimkan Surat Edaran Kepada ASN dan Perangkat

Desa terkait netralitas.

Diharapkan dengan adanya proses pencegahan terhadap
potensi pelanggaran, tahapan kampanye Pemilihan umum
2019 di Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan aman, tertib
dan lancar sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

b. Aktivitas pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan  Kabupaten Klaten
melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi — lokasi
Kampanye baik yang bersifat Rapat Terbatas maupun Bakti
Sosial. Selama pelaksanaan Kampanye baik Kampanye Calon
Presiden dan Wakil Presiden maupun Kampanye Pemilihan
Anggota Legislatif Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten
Klaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan serta PPD
melakukan pengawasan melekat setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pelaksana kampanye dan tim kampanye yang

mana dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

‘ Kecamatan Metode Pelaksanaan Kampanye
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N Pertemuan Tatap Kampanye Bentuk Rapat
o Terbatas Muka Lain Umum
Klaten
1 2
1 | Utara 3 8 8
Klaten
2 | Tengah 10 8 6 0
Klaten
12 7 1
3 | Selatan 6
4 | Kalikotes 9 10 7 0
5 | Ngawen 10 6 10 0
Kebonaru 11 6 g 0
6 | m
7 | Wedi 15 11 10 1
8 | Jogonalan 16 10 11 3
Gantiwarn 6 5 9 0
9 |o
1 | Prambana 18 7 10 1
0 |n
1 | Manisreng 11 10 3 0
1] go
1
2 | Kemalang 13 9 ? 2
1 | Karangnon 14 10 11 0
3 | gko
. 18 8 12 1
4 | Jatinom
1 | Karangano 20 10 13 1
5|m
! 19 7 10 0
6 | Tulung
1
7 | Polanharjo 15 8 9 0
1
22 1 2
8 | Delanggu 0 8
1
2 2
9 | Ceper > ? /
2 21 8 6 0
0 | Juwiring
2
2 12 1
1 | Wonosari / 0 0
2
5> | Pedan 25 11 8 2
2 22 15 12 1
3 | Trucuk
2 | Karangdow 16 3 9 1
4 | o
2
5 | Bayat 24 8 7 1
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2
6

‘ Cawas

‘ 27 ‘ 15 ‘ 12 ‘ 1 ‘

3.

Hasil — hasil pengawasan
a. Temuan
Berdasarkan temuan pelanggaran dalam tahapan
kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden,DPR, DPD ,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten
Klaten didapatkan data pelanggaran sebagai berikut :
1) Kepala desa jambaan dan srebegan
2) ASN Camat gantiwarno
3) ASN Kabag Umum Pemda,dan staf PNS Cawas
b. Rekomendasi
1) Kepala Desa Jambaan dan srebegan di rekomendasikan
ke Bupati Klaten
2) ASN Camat Gantiwarno dan Kabag umum pemda serta
staf PNS cawas Di rekomendasikan Ke KASN
c. Tindak lanjut
1) Kepala desa jambaan dan srebegan mendapat sanksi
administrasi
2) ASN Camat Gantiwarno dan Kabag Umum Pemda serta

Staf PNS cawas mendapat sanksi admministrasi ringan

Dinamika dan permasalahan

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden, DPR, DPD ,DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten
Klaten tidak ada kejadian atau pelanggaran yang menonijol,
kampanye berlangsung aman, damai dan lancar. Badan Pengawas
Pemilihan Kabupaten Klaten menghadapi beberapa kendala
dalam pengawasan kampanye, kendala-kendala tersebut antara

lain:
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1) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye ilegal, Badan
Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten bersama Satpol PP
mengalami kesulitan karena minimnya peralatan seperti Lift
Crane;

2) Dukungan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif

masih kurang.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Pada tahapan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, DPR, DPD , DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Klaten

masih ditemukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye

yang melanggar aturan dan keterlibatan ASN dan Perangkat Desa
dalam kampanye, Berdasarkan kendala dan kondisi obyektif
terkait implementasi Peraturan kampanye di lapangan, maka

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Klaten setelah

mengadakan evaluasi terhadap jajaran pengawas di masing-

masing jenjang, maka didapatkan rumusan evaluasi sebagai
berikut:

a. Badan Pengawas Pemilihan dan jajaran di bawahnya untuk
meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk
mencegah pelanggaran netralitas ASN dan Perangkat Desa.

b. Badan Pengawas Pemilihan di masing — masing tingkatan
untuk meningkatkan koordinasi dengan tim kampanye
pasangan calon dan relawan untuk melakukan langkah —
langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan alat
peraga kampanye.

c. Badan Pengawas Pemilihan Kecamatan dan PPD
meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas
relawan Pasangan Calon terhadap kemungkinan keterlibatan
PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta adanya

kemungkinan penggunaan fasilitas Negara.
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E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
1. Pelaksana Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Tahapan ini dimulai dengan proses pengadaan perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU
Provinsi / KPU Kabupaten Kota pada tanggal 16 November 2018
sampai dengan tanggal 22 Maret 2019. Didalam proses ini sering
terjadi beberapa Kerawanan yang biasa terjadi antara lain:

1) Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan
perlengkapan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis
perlengkapan pemungutan suara;

2) Ketepatan waktu tidak diperhatikan;

3) Kesesuaian jumlah barang yang rawan dimanipulasi;

4) Pengamanan yang kurang terjamin;

5) Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak
kepada perusahaan lain;

6) Kelebihan pengadaan surat suara tidak langsung
dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang;

7) Perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan
Pemilihan terindikasi terafiliasi dengan pasangan calon
tertentu

b. Perencanaan Pengawasan
Dari pemetaan indikasi kerawanan yang telah di sampaikan

diatas, maka perlu dilakukan langkah — langkah pengawasan
yang melibatkan jajaran Badan pengawas. Pengawasan
dilakukan  pada tahapan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan pemilihan. Adapun tujuannya adalah :
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1) Memastikan kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk
mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan
tepat waktu, tepat tujuan, dan sesuai ketentuan
(pengepakan dan penggunaan moda transportasi, prosedur
penerimaan);

2) Adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian;

3) Kesesuaian jenis, jumlah dan spesifikasi teknis;

4) Tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KPU,KPU
provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5) Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih di
masing-masing TPS;

6) Memastikan pendirian TPS dilakukan maksimal satu hari
sebelum hari pemungutan suara;

7) Pengalokasian kelengkapan adminstrasi pemungutan dan
penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-
masing TPS;

8) Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara di KPPS 3(tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara

a. Pencegahan
Sebagai langkah antisipasi munculnya permasalahan

dalam tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten
Klaten sudah melakukan beberapa langkah pencegahan.
Langkah pencegahan yang diambil Bawaslu adalah melakukan

koordinasi secara langsung dengan KPU Klaten serta
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memberikan surat saran perbaikan kepada KPU Klaten terkait
beberapa hal teknis yang berpotensi menjadi masalah.

. Aktivitas Pengawasan
Untuk merealisasikan rencana pengawasan yang telah

tersusun, maka dilakukan serangkaian kegiatan pengawasan
dilapangan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten
Klaten, baik oleh anggota Bawaslu maupun oleh tim staff
Bawaslu dibawah supervise Bawaslu Kabupaten Klaten. Kegiatan
pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan
semua tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh KPU
beserta jajarannya sesuai dengan regulasi yang mengaturnya.
Aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Klaten
dalam tahapan ini antara lain: melakukan kunjungan ke
perusahaan pemenang lelang pengadaan perlengkapan.
Kunjungan di lakukan bersama tim Bawaslu Provinsi Jawa
Tengah, hal ini untuk memastikan kesesuaian dokumen
perusahaan dengan kondisi empiris perusahaan. Kemudian
memastikan Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam
pengadaan perlengkapan sesuai dengan standar spesifikasi
teknis perlengkapan pemungutan suara, Ketepatan waktu
pengerjaan,serta Kesesuaian jumlah perlengkapan. Pada hari
jum,at tanggal 22-maret-2019. hari Pertama melakukan
Pengawasaan pengiriman surat suara Untuk DPRD propinsi
Kabupaten klaten di PT Seni Budaya Sejahtra, JIn Gempol sari No
384 Melong cimahi selatan yang mana pada pengawasan terebut
di dampingi oleh anggota Bawaslu jawaTengah Muhammad
Rofiuddin S.H.I.Kom

Surat suara yang untuk kabupaten klaten dari suarat
suara Pilpres,DPR RI,DPD serta DPR Propinsi sudah tercetak

semua hanya kekurangan dari DPRD kabupaten klaten,yang
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mana waktu pengecekan di PT Seni Budaya Sejahtra Terdapat
keterlambatan pengiriman kertas surat suara yang mana dapat
melambatkan pekerjaan dari percatakan. Sudah 3 hari kertas
surat suara yang target pengiriman dari kantor pusat di
jadwalkan Tanggal 23-Maret-2019 akan di distribusikan ke
percetakan yang akan mencetak surat suara.

Pada hari kedua melakukan pengawasan dan
pengecekan pencetakansurat suara di PT.Seni Sejahtra,ll
Babakan Ciparay No.279,Bandug Barat rencana yang akan di
cetak adalah DPRD Kabupaten Klaten,percetakan belum di
lakukan karena kertas belum di kirim dari perusahaan pusat,yang
jadwal pengiriman nya tanggal 23-maret-2019.sampai tanggal
tersebut belum ada kegiatan yang dilakaukan di dalam perusaan
tersebut. Dan ada temuan dari master untuk percetakan,dengan
DCT yang di Kabupaten Klaten Terdapat gelar yang penulisan nya
berbeda dengan DCT serta ada penempatan titik yang tidak
sama dengan DCT.

1) Pengawasan pada saat logistic pemilihan di kirim kepada
KPU Klaten , dicek apakah sesuai dengan prosedur atau
tidak. Misalnya, apakah pintu kendaraan pengangkut
perlengkapan tersegel ataukah tidak, kemudian apakah
jumlah yang dikirim sesuai dengan yang di pesan KPU
ataukah tidak dan lain sebagainya

2) Pengawasan pada saat pengecekan kondisi dan pelipatan
surat suara oleh tim yang dibentuk oleh KPU Klaten ,dalam
kegiatan ini jajaran Bawaslu memastikan kegiatan
pengecekan dan pelipatan surat suara dilakukan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya pihak
ketiga yang dipekerjakan ketika masuk ruangan harus

dipastikan tidak menggunakan alat perekam, tidak
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3)

menyembunyikan surat suara untuk tujuan tertentu serta
tidak melakukan perusakan surat suara dengan sengaja.
Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan jumlah
surat suara di ikat dalam hitungan 25 buah dalam satu
bendel ikatan sehingga memudahkan dalam proses
penghitungan dan pendistribusian ke Kecamatan. Berikut
hasil pengawasan pelipatan suara Pada hari Rabu, tanggal
27-02-2019 s/d 1-03-2019 di Kantor KPU Kabupaten klaten
mengerjakan Rekap Sortir Dan Pelipatan Surat Suara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. kebutuhan
di KPU Kab Klaten surat suara pilpres sebanyak 1.026.649
lembar. Yang didistribusikan dari percetakan Balai Pustaka
Jakarta. ke Kab Klaten sebanyak 1.024.617 lembar serta
jumlah dus 513 yang mana setiap dus nya berisi kurang
lebih 2000, kekurangan pengiriman sebanyak 2.032.
Setelah disortir isi dus hanya sebanyak 1.015.636, selisih
8.981 lembar. Jumlah surat suara yang rusak sebanyak
21.986 lembar. Jumlah surat suara baik sebanyak 933.650.
total kekurangan dari jumlah surat suara yang dibutuhkan
di KPU Kab Klaten sebanyak 32.999. dan untuk kekurangan
belum ada konfirmasi dari pihak percetakan kapan akan di
kirim kembali ke KPU Kab. Klaten.

Pengawasan langsung pada saat pendistribusian
perlengkapan pemilihan ke setiap kecamatan di
Kabupaten Klaten. Bawaslu kabupaten Klaten membentuk
5 (lima) tim, yang terdiri dari anggota Bawaslu kabupaten
di damping oleh dua orang staff Bawaslu Kabupaten Klaten
secara langsung mendampingi dan  melakukan

pengawasan melekat semua proses pendistribusian
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4)

5)

6)

perlengkapan pemilihan dimulai dari pengambilan dari
gudang penyimpanan logistic KPU Klaten.
Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari
PPK kepada PPS di masing — masing desa se Kabupaten
Klaten. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan
pendistribusian logistic oleh jajaran KPU Klaten.
Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan
Lapangan/ PPD di setiap desa, di bawah supervise
Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten.
Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan dari
PPS di setiap desa kepada KPPS di setiap TPS di seluruh
Kabupaten Klaten. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas
TPS dibawah koordinasi PPD dan supervise dari Bawaslu
Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten.Tujuan
pengawasan ini adalah untuk memastikan kesiapan
perlengkapan pemilihan sampai dengan tingkat TPS, serta
menemu kenali potensi pelanggaran menjelang hari
pemungutan suara di TPS.
Pengawasan kesiapan KPPS menjelang hari pemungutan
suara, dilakukan serentak oleh Pengawas TPS dengan
koordinasi PPD dan dibawah supervise Panwaslu
Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten. Hal — hal yang
menjadi focus pengawasan antara lain:

a) Apakah TPS sudah didirikan pada waktu H-1

pemungutan suara ?
b) Apakah semua perlengkapan sudah terdistribusi
dengan lengkap?
c) Apakah ada aparat Linmas yang berjaga di lokasi TPS

pada hari menjelang pemungutan suara?
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d) Apakah logistic pemilihan disimpan dalam kotak
suara yang tersegel ?

e) Apakah setting tempat pemungutan suara sudah
tersusun seperti aturan di PKPU?

f) Apakah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh
anggota KPPS pada saat H-1 ?

g) Apakah formulir C6 sudah didistribusikan kepada

calon pemilih dengan mendatangi langsung pemilih ?

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Pengadaan Dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan

Suara

a. Temuan

Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Tahapan

Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan

Dan

Penghitungan Suara yang dilakukan serentak oleh

seluruh jajaran Bawaslu se Kabupaten Klaten, ditemukan

beberapa pelanggaran, antara lain:

1)

2)

3)

Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan
oleh Bawaslu Kabupaten klaten, ditemukan TPS Dekat
dengan Clon anggota DPRD Klaten di Kecamatan
karangdowo didirikan dengan jarak hanya sebrangan
jalan.

Hasil pengawasan pada malam hari menjelang
pemungutan suara, ditemukan nya TPS yang tidak di
jaga oleh limas dan saat di tanyakan kondisi di lokasi
sangat aman..

Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, di
Kecamatan Jatinom di temukan di TPS yang surat suara

nya PESIMEN /contoh surat suara.

b. Rekomendasi
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Dari hasil temuan pengawasan diatas, Bawaslu Kabupaten
Klaten menyampaikan rekomendasi perbaikan sebagai
berikut:

1) Meminta kepada KPU klaten, agar segera
memerintahkan KPPS di kecamtan Karangdowo UNtuk
memindahkan TPS yang dekat dengan anggota calon
DPRD untuk segera memindahkan TPS sesuai dengan
petunjuk teknis yang diatur didalam PKPU.

2) Meminta kepada KPU Kabupaten Klaten, untuk
memerintahkan KPPS segera meminta kepada anggota
linmas berjaga di TPS.

3) Memeberikan saran perbaikan kepada KPU Klaten, untuk
segera menyelesaikan kekurangan kartu suara di TPS
Kecamatan Jatinom.

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Dari masukan dan saran perbaikan/ rekomendasi yang

disampaikan oleh Bawaslu kabupaten Klaten kepada KPU
Klaten, jajaran KPU Klaten langsung menindak lanjuti
rekomendasi tersebut. TPS yang berada di tempat yang di
laran di pindah oleh KPPS dan diawasi oleh para Pengawas
TPS pada sore hari menjelang hari pemungutan suara. KPU
Klaten malam itu juga memerintahkan anggota linmas yang
belum bertugas untuk segera bertugas mengamankan TPS.
Untuk menutup kekurangan surat suara di PPK Kecamatan
jatinom, dan sisa kekurangannya diambilkan dari cadangan

yang ada di KPU.

4. Dinamika dan Permasalahan
Pada tahapan pengadaan dan  pendistribusian
perlengkapan pemilihan, ada beberapa dinamika dan

permasalahan yang muncul, antara lain:
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a. Muncul keluhan dari pihak PPK di Klaten kepada perusahaan
percetakan karena waktu pengiriman yang terlalu dekat
dengan hari pemungutan suara sehingga sangat riskan terjadi
permasalahan pelipatan surat suara.

b. Pada saat sortir surat suara masih di temukan banyak surat

suara yang warnanya kurang sesuai dengan PKPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Evaluasi  pelaksanaan  Tahapan Pengadaan Dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan

Suara antara lain:

a. Munculnya resistensi dari KPU Klaten terhadap tugas
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Klaten,
sehingga terjadi kesulitan mengakses data dan rekanan yang
ditunjuk oleh KPU Kabupaten klaten untuk mengerjakan
pengadaan perlengkapan pemungutan suara.

b. KPU Kabupaten Klaten telah melakukan tindakan tidak
cermat dalam tugas pengadaan dan pendistribusian surat
suara sehingga muncul permasalahan kekurangan kartu suara
di beberapa kecamatan di kabupaten klaten, yang berpotensi
mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara apabila
tidak segera mendapatkan solusi konkrit.

c. Kurangnya manageman KPU klaten sehigga terjadi kekeliruan

atau salah kirim logistic yg di kirim dari KPU ke PPK.

F. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

1. Pelaksana Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana
Kampanye

a. Kerawanan Kerawanan dan IKP
Dalam tahapan ini kerawanan terjadi karna banyak Partai

politik yang menyetorkan dengan saldo yang tidak wajar.

b. Perencanaan Pengawasan
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Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam
masa tahapan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:
1) mendatangi secara langsung pimpinan Partai politik yang
menyetorkan dana dengan saldo Rp. 0
2) menyurati pimpinan partai politik untuk mendapat
keterangan tentang Dana Kampanye yang saldo Rp. 0

3) koordinasi dengan KPU Klaten dan pimpinan Partai Politik

2. Kegiatan pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

a. Pencegahan
Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap

potensi dan kerawanan pada tahapan Dana Kampanye adalah
sebagai berikut:

1) Mengirimkan surat kepada pimpinan Partai Politik

2) Mendatangi langsung pimpinan partai politik

3) Koordinasi dengan KPU Klaten

4) Memetakan jumlah Dana di setiap Partai Politik

b. Aktivitas Pengawasan:
Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan kegiatan pengawasan

terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di KPU Kabupaten
Klaten pada periode tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 22
September 2018. Partai politik harus menyerahkan dokumen dana
awal kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten. Adapun hasil yang
didapat oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dalam tahapan Dana
Kampanye adalah sebagai berikut :
- Laporan Awal Dana Kampanye
Penyampaian LADK Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten
Klaten diterima pada tanggal 22 September 2018, sesuai
dalam Berita Acara Nomor: 106/BA/IX2018 Tentang Hasil
Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun
2019 tertanggal 23 Sepetember 2018.
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Pembukuan dan penyampaian LADK meliputi :

a. RKDK;

b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber
perolehan;

c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan
pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum
penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan
sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan
kampanye vyang diperoleh sebelum periode
pembukuan LADK;

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Peserta Pemilu

No Nama Partai Tanggal & Waktu STATUS KETERANGAN

1 PKB 22 September 2018, | Perbaikan Tepat waktu dan
16.30 WIB sesuai

2 GERINDRA 22 September 2018, | Perbaikan Tepat waktu dan
10.34 WIB sesuai

3 PDIP 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
16.41 WIB sesuai

4 GOLKAR 22 September 2018, | Perbaikan Tepat waktu dan
10.45 WIB sesuai

5 NASDEM 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
11.22 WIB sesuai

6 GARUDA 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
11.35 WIB sesuai

7 BERKARYA 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
14.40 WIB sesuai
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8 PKS 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
10.47 WIB sesuai

9 PERINDO 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
17.35 WIB sesuai

10 | PPP 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
09.45 WIB sesuai

11 | PSI 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
13.20 WIB sesuai

12 | PAN 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
16.40 WIB sesuai

13 | HANURA 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
17.23 WIB sesuai

14 | DEMOKRAT 22 September 2018, Diterima Tepat waktu dan
14.34 WIB sesuai

15 | PBB 22 September 2018, | Perbaikan Tepat waktu dan
17.00 WIB sesuai

16 | PKPI Tidak menyampaikan LADK

Hasil pengawasan oleh Bawaslu Bahwa PKPI tidak menyerahkan

LADK setelah di lakukan KOnfirmasi ke Ketua PKPI kab Klaten di

dapat fakta bahwa penyebab PKPI tidak menyerahkan LADK

adalah Karena PKPI tidak memiliki Caleg.

- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK)

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan

pencermatan secara langsung penyampaian LPSDK di

kantor KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 2 Januari 2019.

Adapun hasil dari pengawasan tersebut sebagai berikut :
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TABEL LPSDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

DPRD KABUPATEN KLATEN

N Nama Tangga | Wakt Jumlah Caleg KETERANGA
o Partai | u Menyerahka Tidak N
n Menyerahka
n
1 PKB 2 11.30 44 27.000.000
Januari wIB
2019
2 GERINDRA | 2 13.00 48 298.805.500
Januari wIB
2019
3 PDIP 2 16.50 50 172.500.000
Januari wiB
2019
4 GOLKAR 2 15.30 50 73.215.400
Januari wiB
2019
5 NASDEM 2 14.15 44 158.835.500
Januari wiB
2019
6 GARUDA 2 16.13 5 0
Januari wiB
2019
7 BERKARYA | 2 17.00 10
Januari wiB
2019
8 PKS 2 08.30 50 839.829.930
Januari WIB
2019
9 PERINDO 2 09.00 31 17.627.250
Januari WIB
2019
10 | PPP 2 17.55 25 23.500.000
Januari WIB
2019
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11 | PSI 2 08.00 15 43.490.000
Januari wIB
2019
12 | PAN 2 13.30 49 56.700.700
Januari wIB
2019
13 | HANURA 2 14.45 23 55.100.000
Januari WIB
2019
14 | DEMOKRA 2 17.25 48 447.585.000
T Januari WIB
2019
15 | PBB 2 14.00 24 19.835.000
Januari wIB
2019
16 | PKPI Tidak Menyerahkan
TABEL LPSDK TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN KLATEN
No | Nama Paslon Capres dan Tanggal Waktu Keterangan
Wapres
1 Paslon 01 Tidak Menyerahkan
2 Paslon 02 Tidak Menyerahkan

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten
Klaten ditemukan bahwa partai Garuda tidak menyerah
kan berkas LPSDK di hasil klarifikasi yang di lakukan
Bawaslu karena partai Garuda belum ada kegiatan dan
Partai Berkarya tidak menyerahkan berkas model LPSDK-4
yang berisi tentang sumbangan dana kampanye yang telah
diterima masing-masing Calon Anggota Legeslatif Partai
Berkaya. Untuk tim kampanye pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden tidak menyerahkan laporan dana

kampanye.
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- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK)

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan

secara langsung di kantor KPU Kabupaten Klaten sekaligus

pencermatan atas berkas-berkas yang disampaikan oleh

Partai Politik kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal

30 Maret 2019 dan 1 Mei 2019, adapun hasil dari

pengawasan tersebut sebagai berikut:

TABEL LPPDK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

No | Nama Partai Tanggal & Penerimaan Pengeluaran Saldo LPPDK
Waktu
1 PKB 1 Mei 2019, 270.800.000 270.300.000 500.000
17.40 WIB
2 GERINDRA 1 Mei 2019, 27.525.500 27.025.500 500.000
17.45 WIB
3 PDIP 30 April 808.714.500 798.714.500 10.000.000
2019, 12.46
wiB
4 GOLKAR 1 Mei 2019, | 1.329.038.791 1.327.038.791 3.000.000
17.41 WIB (pembukaan
rekening
1.000.000)
5 NASDEM 1 Mei 2019, 788.858.290 782.398.290 6.460.000
15.23 WIB
6 GARUDA 30 April 0 0 100.000
2019, 18.30 (pembukaan
WIB rekening)
7 BERKARYA 1 Mei 2019, 30.000.000 30.000.000 0
16.28 WIB
8 PKS 30 April | 1.800.408.110 1.799.908.110 500.000
2019, 21.09
wiB
9 PERINDO 1 Mei 2019, 27.981.250 26.481.250 1.500.000
17.42 WIB
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10 | PPP 30 April 155.150.000 155.150.000 0
2019, 16.00
wiB

11 | PSI Tidak Menyerahkan

12 | PAN 1 Mei 2019, 224.371.400 218.371.400 6.000.000
17.30 WIB

13 | HANURA Tidak Menyerahkan

14 | DEMOKRAT | 1 Mei 2019, 451.885.000 451.835.000 50.000
17.50 WIB

15 | PBB 1 Mei 2019, 20.535.000 19.835.000 700.000
16.26 WIB

16 | PKPI 1 Mei 2019, 0 0 0
13.24 WIB

Tahapan LPPDK Bawaslu Kabupaten Klaten menemukan
ada 2 (dua) Partai yang tidak menyerahkan berkas LPPDK kepada
KPU Kabupaten Klaten vyaitu PSI dan Hanura. Setelah
menemukan partai yang tidak melaporkan, Bawaslu Kabupaten
Klaten meminta konfirmasi secara lisan kepada pimpinan partai
PSI dan Hanura tidak menyampaikan LPPDK. Diketahui setelah
adanya konfirmasi dari pimpinan PSI dan Hanura, yang melatar
belakangi kedua partai tersebut tidak menyampaikan LPPDK
dikarenakan tidak ada Kegiatan Caleg dari kedua partai tersebut
yang terpilih menjadi wakil anggota DPRD Kabupaten Klaten
dank arena tidak ada Caleg yang mendapatkan suara yang

signifikan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan
Tahap Penyerahan Dana Kampanye di Kabupaten Klaten

banyak yang tidak wajar dikarenakan jumlah saldo hanya terisi
Rp, 0, dan 1 Partai politik tidak menyerahkan Dana Kampanye

berikut hasil pengawasan penyerahan LPPDK Pada hari selasa
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C.

tanggal 30-4-2019. terdapat empat (4) Partai politik yang
menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana
Kampanye (LPPDK) vyaitu partai: PDIP,PPP,GARUDA,dan
PKS.dilanjutan kembali pada hari Rabu tanggal 1-mei-2019 ada
Sepuluh (10) partai yang menyerahkan yaitu partai: PKPI,
NASDEM, PBB, BERKARYA, PAN, PKB, GOLKAR.

Rekomendasi
Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten

mengirimkan Surat Kepada Pimpinan Partai Politik / gabungan
Partai Politik pengusung / pendukung pasangan Calon yang
Menyerahkan Dana Kampanye Rp, 0 dan mendatangi secara
lansung pimpinan Partai Politik.

Tindak Lanjut Rekomendasi
Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Partai

politik/gabungan Partai politik pengusung dan pendukung

psangan Calon mendapatkan hasil sebagai berikut :

1) Paslon No urut 2 untuk partai Gerindra dan pendukung
Pasangan Calon memang tidak ada suplai dana dari pusat
setiap kegiatan atau pengadaan di tanggung oleh pusat.

2) Untuk partai politik BERKARYA, PSI dan HANURA memang
tidak memiliki dana sama sekali untuk pembuatan baliho
sepanduk menggunakan dana pribadi.

3) Dan 1 Partai politik yang tidak menyerahkan adalah Partai

PKPI dikarenakan tidak mempunyai Bakal Calon.

Dinamika Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Dana

Kampanye

Perlu adanya pemahaman bersama antar partai Politik dalam hal

Laporan Dana Kampanye, kenyataan membuktikan partai politik

menganggap sepele permasalahan ini, hal ini terbukti ketika saat

penyerahan LPPDK ada partai politik yang hanya copy paste parpol lain,

tanpa dilakukan control sebelumnya, oleh Bawaslu meninta KPU untuk
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dikembalikan kepada partai politik yang mengirim untuk dilakukan

perbaikan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan
Dana Kampanye
Pada dasarnya kesadaran partai politik peserta pemilu untuk
menyampaikan tranparansi laporan dana kampanyenya sudah tinggi,
namun hal yang terus perlu ditingkatkan adalak KPU Klaten haruus
selalu memberikan fasilitasi agar partai politik tidak mengalami
hambatan dalam penyusunan laporan dana kampanye, baik LADK,

LPSDK, maupun LPPDK.

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, Dan
Rekapitulasi Suara
1. Pelaksana Pengawasan

a. Kerawanan Kerawanan dan IKP
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara

merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan
pemilihan. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling
rentan terjadi pelanggaran dan kecurangannya yang dapat
berpengaruh kepada hasil pemilihan. Selain pelaksanaan tata
laksana dan standar pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh pengawas pemilu, diperlukan pemetaan TPS rawan
sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran
dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Meski
semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing,
namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan
tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang
lebih kuat.

Adapun Potensi Kerawaanan dalam tahapan ini adalah
sebagai berikut:

1) Manipulasi data pemilih (DPT, DPK, DPTb);
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8)

9)

Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara (Formulir Model C6 KPU, surat
suara dan perlengkapan TPS lainnya);

Pemberian uang atau materi lainnya, dan transaksi
politik;

Mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan);
Penyimpangan tata cara pemungutan dan
penghitungan;

Memilih lebih dari sekali;

Penyimpangan administrasi pemungutan dan
penghitungan (pengisian formulir model C KPU, Model
C1 KPU dan lampirannya, Model C1 Plano KPU dll);
Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim
kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim
kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim
Kampanye/aparat dengan petugas);

Sabotase kotak/surat suara;

10) Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan.

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan Perencanaan Bawaslu Kabupaten Klaten dalam

masa tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Suara adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)
5)

Melakukan Rapat koordinasi dengan Panwascam
Mengadakan bimbingan teknis untuk Panwascam
sehingga materi bisa di sampaikan kepada Pengawas
Pemilu Lapangan dan Pengawas TPS

Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten, Aparat Keamanan, Pemerintah Daerah, Peserta
pemilu tim kampanye pasangan calon

Mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif

Mengadakan pemetaan TPS Rawan.
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2.

Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

Upaya Pencegahan yang di lakukan Bawaslu terhadap

potensi dan kerawanan pada tahapan Pemungutan ,

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah sebagai berikut:

1)

2)
3)

5)

6)

7)
8)

9)

Identifikasi TPS rawan dan aktor-aktor potensi
pelanggaran;

Koordinasi dengan KPU dan stakeholder pemilu;
Sosialisasi pentingnya pengawasan terhadap tahapan
pungut hitung serta tatacara pengawasan yang dilakukan
oleh pengawas pemilu dan masyarakat kepada
stakeholder dan masyarakat;

Kerjasama dengan pemantau dan media serta
masyarakat untuk partisipasi pengawasan;

Menghadiri  langsung pada saat pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara;

Menyampaikan saran perbaikan terhadap proses yang
tidak sesuai prosedur dan tata cara dan rekomendasi
dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil
(menghentikan dan rekomendasi pungut-hitung ulang);
Menindak pelanggaran pidana dan etika;

Menerima BA dan sertifikat hasil pemungutan dan
penghitungan suara;

Mencatat, merekam dan mendokumentasikan seluruh

kejadian dan Melaporkan hasil pengawasan.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan yang di lakukan Bawaslu dalam tahapan

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara adalah

sebagai berikut:

1)

Terhadap Akurasi data pemilih dan Hak Pilih

a) Melakukan publikasi mengenai akurasi data pemilih
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b)

f)

g)

h)

j)

k)

memastikan surat undangan (Formulir model C-6
KPU) tidak diberikan kepada pemilih yang tidak
memenubhi syarat;

memastikan sisa undangan formulir C-6 KPU
disimpan sesuai dengan ketentuan;

KPU dan jajarannya memberikan pelayanan pemilih
pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;

memastikan KPU dan jajarannya agar melayani
pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai
peraturan perundang-undangan;

memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah
sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi
dan kejaksaan, pemilih perbatasan, pemilih korban
bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan
hak pilihnya sesuai ketentuan; dan

KPU dan jajaranya tidak memberi kesempatan
kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
mendapatkan salinan DPT dan DP tambahan yang
digunakan untuk pemungutan dan penghitungan
suara;

memastikan jumlah pemilih dalam DPT dan DP
tambahan di TPS adalah jumlah pemilih yang
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
terdapat dalam salinan BA acara penetapan DPT dan
DP tambahan;

pemilih dalam DPT mendapatkan surat undangan
(formulir C-6 KPU);

memastikan pemilih hanya satu kali menggunakan

hak pilihnya;
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2) Terhadap ketersediaan logistik dan perlengapakan

pemungutan lainya Bawaslu Melakukan hal sebagai

berikut:

a)

b)

d)

Memastikan TPS telah ada dilokasi TPS sebelum
pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan;
Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan
Dukungan Perlengkapan Lainnya telah diterima KPPS
paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi baik dan
tersegel;

Memastikan adanya Berita Acara serah terima
perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
perlengkapan lainnya;

Memastikan kekurangan, kelebihan dan atau Susu

tertukar dibuatkan berita acara.

3) Terhadap Isu politik uang atau pemberian barang lainya

Bawaslu melakukan tindakan sebagai berikut

a)

b)

c)

d)

Melakukan Pemetaan aktor-aktor potensial yang
akan melakukan Politik Uang dalam proses
pemungutan dan penghitungan suara;

Koordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye
sesuai tingkatan untuk mencegah kegiatan Politik
Uang dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan
penghitungan suara;

Koordinasi dengan stakeholder untuk mendorong
partisipasi dalam mencegah terjadinya Politik Uang;
Menyampaikan himbauan ke masyarakat untuk
melaporkan kepada Pengawas Pemilu apabila terjadi

dugaan Politik Uang;

58



e)

f)

g)

Mempublikasi tentang pengawasan Politik Uang dan
sikap tegas Pengawas Pemilu terhadap praktek
Politik Uang dan transaksi lainnya.

Melakukan  Pengawasan langsung terhadap
kemungkinan pergerakan kegiatan Politik Uang oleh
pasangan calon/tim kampanye atau lainya aktor-
aktor lainnya sebagamana yang telah dipetakan oleh
Pengawas pemilihan;

Menerima informasi dan/atau laporan serta segera
menindaklanjuti dengan melaporkan kepada
Pengawas Pemilihan di atasnya untuk tindaklanjuti

sebagai pelanggaran.

4) Sedangkan untuk potensi kerawanan adanya

Keterlibatan aparat penyelenggara Negara maka Bawaslu

melakukan kagiatan sebagai berikut:

a)

b)

d)

Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan,
penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

identifikasi kemungkinan Aparat
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang akan terlibat;
koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota dan Pemerintah di Daerah terkait
dengan pelanggaran yang melibatkan Aparatur
Negara/Pemerintah;

kerjasama dengan pemantau, dan media serta
masyarakat untuk mengawasi; dan

publikasi peta TPS rawan serta ancaman pengenaan
sanksi administrasi dan pidana serta ketegasan sikap

Pengawas Pemilihan.
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5) Untuk potensi kerawanan adanya penyelenggara yang

tidak taat terhadap kepatuhan tata cara pemungutan dan

penghitungan suara Bawaslu melakukan tindakan

sebagai berikut:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

hadir secara langsung pada rapat pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara untuk
memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dangan
tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang
meliputi proses Sebelum pemungutan, Saat
pemungutan, Saat penghitungan suara, sampai
Penuangan hasil penghitungan suara ke dalam
Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara.
memastikan saksi yang hadir adalah saksi sesuai
mandat pasangan calon.

memastikan petugas konsisten dalam menentukan
keabsahan surat suara sesuai ketentuan;
memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk
menyampikan keberatan terhadap proses yang
berlangsung sesuai ketentuan;

memastikan petugas memperbaiki kesalahan tata
cara yang salah berdasarkan keberatan saksi
dan/atau saran pengawas pemilihan apabila
keberatan dapat diterima;

memastikan jumlah surat suara yang diterima sama
dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah
surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara
belum terpakai.

memastikan jumlah surat suara yang digunakan
sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak

pilih;
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h) memastikan jumlah suara sah sama dengan jumlah
suara sah perolehan masing-masing calon;

i) memastikan pembuatan Berita Acara dan sertifikat
hasil penghitungan suara dan sesuai dengan hasil
penghitungan yang dicatat di formulir Plano;

j) merekam dalam bentuk audiovisual terhadap
formulir C1 Plano KPU dan Formulir C1 KPU dan
lampiran yang tertuang dalam BA dan sertifikat hasil

k) memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara disampaikan kepada saksi
pasangan calon dan Pengawas TPS pada hari yang
sama;

[) memastikan KPPS mengumumkan selama 7 hari dan
menyampaikan hasil penghitungan suara (berita
acara dan sertifikat hasil) kepada saksi dan pengawas
TPS; dan

m) mencatat dan mendokumentasikan semua kejadian
selama proses pemungutan dan penghitungan suara

sebagai hasil pengawasan;

3. Hasil —Hasil Pengawasan

a. Temuan
Tahap Pemungutan dan penghitungan suara sebagai

salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan
umum 2019 pada khususnya dan tahapan pemilu secara umum
pada tapan ini Bawaslu menyampaikan kepada KPU bahwa
teredapat kekurangan logidtik di 42 TPS dan 13 TPS tertukar
logistiknya dengan Dapil lain di Klaten bhkan Ada Dumy alat
sosialisasi pencoblosan ikut masuk di surat suara di kecamatan
Jatinom, di satu TPS.

Dengan rincian Sebagai berikut
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REKAP KEKURANGAN LOGISTIK TINGKAT KECAMATAN

No Keterangan
Kecamatan Jumlah TPS 4] sampul surat suara Daftar Hadir | Plastik Pelindung | Sampel Gambar|Segel Stiker|C1 PLANO Cc7 C1HOLOGRAM
1 [KALIKOTES
2 |KLATEN SELATAN 1 1
3 |KLATEN UTARA 1 1
4 |KLATEN TENGAH
5 [WEDI 4 100
6 |KEBONARUM
7 _|[NGAWEN
8 |PRAMBANAN 4 102 1
9 [GANTIWARNO 1 50
10 [KEMALANG
11 |MANISRENGGO 3 2 1 1 1
12 [KARANGNONGKO
13 [JOGONALAN
14 [JATINOM 6 358
15 |KARANGANOM 1 110
16 [TULUNG
17 [POLANHARIO 2 100
18 |DELANGGU
19 [CEPER 1 52
20 [PEDAN
21 [KARANGDOWO
22 |WONOSARI
23 [JUWIRING 7 63
24 [BAYAT 5 2 50 1 1
25 |[TRUCUK 3 1 228
26 |[CAWAS 3 3 11 10
JUMLAH 42 5 1218 1 12 10 1 1 1 1
REKAP LOGISTIK TERTUKAR TINGKAT KECAMATAN
No Keterangan
Kecamatan Jumlah TPS Surat Suara C1PLANO C1 KOTAK SUARA [ SAMPUL
1 |KALIKOTES
2 |[KLATEN SELATAN
3 |KLATEN UTARA
4 |KLATEN TENGAH 1 2
5 [WEDI 1 197
6 [KEBONARUM
7 |[NGAWEN
8 |PRAMBANAN
9 |GANTIWARNO 1 1
10 |KEMALANG 1 80
11 |MANISRENGGO
12 |KARANGNONGKO
13 |JOGONALAN
14 |JATINOM
15 |KARANGANOM
16 |TULUNG
17 |POLANHARJO
18 |DELANGGU
19 [CEPER
20 [PEDAN
21 [KARANGDOWO
22 [WONOSARI
23 |JUWIRING
24 |BAYAT 7 181 3
25 |TRUCUK
26 [CAWAS 2 1 2
JUMLAH 13 459 3 3 1 2
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Sedangkan pada tahapan rekapitulasi terdapat
beberapa PPK yang melakukan kesalahan dalam menginput

data pemilih dalam format berita acara rekapitulasi.

. Rekomendasi
Dari temuan tersebut Bawaslu Kabupaten klaten

memberikan rekomendasi kepada KPU klaten Untuk
mengintruksi kan kepada PPK agar melakukan supervise ke TPS
untuk menyelesaiakn masalah yang timbul agar tidak terjadi
seseorang gagal memilih karena kurang nya atau tertukarnya
surat suara karena akan rentan terjadi nya Gugatan sengketa di
lain hari nanti. Dan juga meminta ppk untuk supervise ke tps
aagr memberikan Arahan Ke KPPS agar dapat cermat dan
nlebih berhati hati dalam melakukan rekapitulasi terutama
jumlah daftar pemilih yang di tuangkan dalam form C dan C1.

. Tindak Lanjut Rekomendasi
KPU telah melakukan langkah untuk menangani surat

suara yang kurang dan Tertukar tentu berjanji akan lebih
berhati hati dalam proses pengepakan suarat suara dan alat
kelangkapan pemungutan suara lainya. PPK akan lebih cermat
dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnya sehingga tidak terjadi kesalahan
data dan dministrasi.

Pembekalan terhadap petugas KPPS dan PPS dan PKK
untuk lebih di intensifkan sehingga tdiak memunculkan
pemahaman yang berbeda beda dalam pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi. Rekruitmen
PPS dan KPPS untuk lebih di tingkatkan kualitasnya, jangan
hanya memenuhi sayarat normatifnya saja, tetapi harus diikuti

dengan kualitas sumberdaya manusia.
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Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi
suara, Bawaslu Kabupaten Klaten bersama KPU kabupaten Klaten
tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahn selama proses
tahapan ini, masalah itu diantara nya terkait dengan pemahaman
regulasi dan aturan , sebagai contoh terkait data data yang di
perlukan Bawaslu Sebagai Obyek Pengawasan terkadang
terlambat untuk di akses, sehingga menghambat proses
pengawasan.

Pada tahap Pemungutan , Penghitungan dan Rekapitulasi
Suara isu politik uang sempat muncul akan tetapi selama
pengawasan Bawaslu Pemilihan tidak di temukan dugaan politik
uang. Pemetaan potensi pelanggaran dan potensi TPS rawan
sangat membantu upaya upaya pencegahan yang dilakukan oleh
jajaran pengawas pemilihan di Kabupaten Klaten, terutama
dalam mengambil langkah strategis dan berkomunikasi dengan
berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

KPU Kabupaten Klaten harusnya lebih ketat dalam
melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di
bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan
persepsi terkait dengan tehnis pelaksanaan pemungutan suara
terutama dalam mengisi formulir berita acara, forum bintek dan
rakor harus di maksimalkan oleh KPU, PPK dan jajaranya sehingga
terdapat pemahaman yang sama.

Kecermatan dalam pengisian formulir dan pemahaman
tahapan mutlak di perlukan oleh penyelenggara terutama KPU
dan jajaran hal ini agar kejadian seperti salah input atau salah

jumlah dalam beriata acara reakpitulasi tidak terjadi lagi.
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5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pentingnya penguatan lembaga guna untuk

meningkatkankualitas SDM penyelenggara pemliu, sehingga di

Pemilu selanjutnya penyelenggara pemilu sudah benar-benar siap

untuk mengawal jalannya pemilhan umum vyang tertib dan

demokratis.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pegawasan ASN

a. Kerawanan —kerawanan dan IKP

Ada beberapa hal yang menjadi objek pengawasan

terkait kerawanan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam

pelaksanaan kampanye antara lain:

Mobilisasi Perangkat Desa ataupun ASN

Mengadakan kegiatan yang menguntungkan salah satu
calon dan caleg tertentu

Membuat kebijakan yang menguntungkan kepada salah
satu calon tertentu

Menghadiri forum-forum Kampanye

Mengunggah foto calon dan caleg tertentu di media
social

menanggapi isu politik dengan melakukan komentar di
media social dengan menggunakan symbol anggota

tubuh

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam Rangka mencegah Muncul nya kerawanan-

kerawanan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten telah

merencanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang

sasaranya adalah seluruh ASN di kabupaten klaten secara

bertahap.
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2. Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengagendakan kegiatan

yang sasarannya adalah ASN di wilayah Kabupaten Klaten

antara Lain:

Pada tanggal 17-Januari-2018 Bawaslu kabupaten klaten
mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan
dengan sasaran kepala desa /kelurahan se kabupaten
klaten yang berjumlah 401 orang kepala desa dengan
judul kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Bagi Kepala
Desa/Kelurahan” tujuan di adakan kegiatan tersebut
adalah agar kepala desa/lurah megetahui pentingnya
sebuah netralitas dalam setiap tahapan pemilu sehingga
diharapkan terwujud pemilu yang berkwalitas dalam
bermartabat;

Pada tanggal 8-oktober-2018 Bawaslu kabupaten klaten
mengadakan kegiatan sosialisasi dengan judul kegiatan “
Sosialisasi Pengawasan Kepada Perangkat
Kecamatan”dengan jumlah peserta 78 orang yaitu camat
se-kabupaten klaten,kapolsek se-kabupaten klaten dan
kasi trantip se-kabupaten klaten. Tujuan diadakannya
kegiatan tersebut adalah untuk membentuk kesamaan
persepsi dalam menjaga netralitas Camat,Kapolsek,dan
Kasi trantip,agar tidak memihak pada salah satu peserta
partai politik maupun paslon capres dan cawapres.

Pada tanggal 14-Deember-2018 Bawaslu kabupaten
klaten mengadakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan
Stakholder yang berjudul “Sosialisasi Pengawasan Dengan
Stakholder dan Masyarakat” dengan jumlah 50 orang yang
terdiri dari KASITRANTIP,PARPOL.tujuan di adakannya
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kegiatan tersebut adalah untuk faham nya pemilih
mengenai netralitas ASN agar pemilu terlaksana sesuai
dengan aturan vyang berlaku dan meminimalisir
pelanggaran ASN dalam keterlibatan money politik.
b. Aktivitas Pengawasan
Selain  melakukan sosialisasi terhadap ASN Bawslu
kabupaten KLaten dengan Jajaran Panwascam Se-Kabupaten
Klaten juga melakukan pengawasan dalam rangka pencegahan
terhadap  aktivitas ASN saat berada di tengah-tengah

masyarakat.

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Terhadap Netralitas ASN dalam penyelenggara pemilu
Bawaslu kabupaten Klaten menemukan adanya dugaan
Pelanggaran Netralitas yang di lakukan ASN di kabupaten
Klaten .temuan tersebut di temukan oleh Bawaslu kabupaten

Klaten berikut daftar Nama yang melakukan pelanggaran:

No. Nama Terlapor Asal Instansi NIP Terlapor
Staf Kecamatan
1 Sugimin 19631110 198811 1 001
Cawas
Rizgan Iryawan, A.P, M.Si Staf Kominfo
2 19741117 199412 1 001
kabupaten Klaten
Kasubag Umum
Rina Nogroho Wahyuning | Pemda Kabupaten
3 Dewi, A.P, M.H. Klaten 19751026 199412 2 002
4 Hj. Lilis Yuliati, S.H, M.M Camat Gantiwarno | 19650701 199203 2 006

b. Rekomendasi
Terhadap temuan tersebut Bawaslu kabupaten Klaten

selanjutnya melakukan rapat pleno untuk pandangan atas
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temuan pelanggaran ASN di kabupaten Klaten dari hasil
pleno disepakati bahwa empat orang yang ASN yang
melakukan pelanggaran akan di tindaklanjuti dan selanjutnya
diatur  jadwal klarifikasi  terkait = permasalahan
tersebut.klarifikasi di lakukan dengan menghadirkan saksi

dan terlapor.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terkait pelaksanaan klarifikasi yang diagendakan
dapat dilaksanakan dengan baik ,seluruh saksi dan terlapor
yang di undng dengan aktif berkenan hadir dalam proses
klarifikasi.Setelah pelaksanaan klarifikasi selesai langsung
dilakukan  pembahasan bersama sentra Gakkumdu
kabupaten Klaten yang hasilnya terlapor di nyatakan
melanggar ketentuan administrasi yang akhirnya di

rekomendasikan kepada KASN di Jakarta.

Dinamika dan Permasalahan

Rendahnya pemahaman berpolitik yang di miliki oleh ASN
menjadi permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian
serius, mereka masih beranggapan ketika menjadi ASN adalah
bebas untuk melakukan apapun. Kendala yang di hadapi di
lapangan oleh jajaran panwaslu kecamatan terkadang ASN ini
banyak melakukan intervensi terhadap kerja-kerja panwaslu
Kecamatan bahkan tidak sedikit yang merasa rishi terhadap
jajaran panwaslu kecamatan ketika sedang melakukan tugas

pengawasan.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Perlu terus digiatkannya sosialisasi tentang bagaimana

posisi ASN dalam dinamika politik, sehingga mereka mengetahui
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apa yang sebenarnya harus di lakukan dalam posisinya sebagai

Aparatur Sipil Negara di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1.

2.

Pelaksanaan Pengawasan

a.

Kerawanan-Kerawanan dan IKP
e Adanya Pemberian bantuan yang terselubung kepada
Masyarakat;
e Pemberian bantuan sembako yang berlabel calon dan
caleg tertentu;
e Pemberian bantuan transport kampanye yang melebihi
ketentuan;
e Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah bagi Petahana;
e Penggunaan Fasilitas Dana Pemerintah Bagi Caleg
Incumbent
Perencanaan Pengawasan
Bawaslu kabupaten Klaten dalam rangka mencegah
maraknya praktek politik uang dalam penyelenggaraan
pemilu 2019 mengadakan kegiatan untuk  melakukan
kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat hingga
ditingkatan yang terendah yaitu RT dan RW.kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang pemilu yang bersih,serta apa yang
menjadi tugas masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun

2019.

Kegiatan Pengawasan

a.

Pencegahan
Dalam rangka mencegah pelanggaran politik uang,
Bawaslu menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan

Sosialisasi Pengawasan Pemilu sebagai berikut:
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e Minggu, 10 Februari 2019 kegiatan “Longmarch Sosialisasi
Pengawasan Pemilu Serentak 2019” sasaran kegiatan
warga kabupaten klaten yang sedang CarFreeday di jalan
Pemuda Klaten.Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini di
harapkan dapat tersampaikannya kepada mayarakat
melalui Longmarch yang di selenggarakan oleh Bawaslu
kabupaten Klaten dan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam
orasi di sampaikan pesan pengawasan pemilu dan
partisipatif Pengawasan.

e Sabtu malam Minggu 16 Februari 2019 Kegiatan “Obrolan
Sentilun jelang Pilpres dan Pileg 2019”di platara gedung
RSPD Klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini
diharapkan kelompaok masyarakat dari lingkungan yang
berjualan di sekeliling gedung RSPD dapat mengerti
tentang tata cara pengawasan dalam pemilu baik
aturan,batas dan larangan.

e Rabu,27 Februari 2019 kegiatan ”Sosialisasi pengawasan
Pemilu tahun 2019 kepda Kelompok sasaran kristiani “di
Gedung Wisma Widya Sana kecamatan Klaten
Tengah.Tujuan diselenggarakan sosialisasi ini diharapkan
kelompok masyarakat dari latar belakang agama Nasrani
akan mengetahui dan mengerti tentang tata cara
pengawasan dalam pemilu baik aturan batasan dan
larangannya

e Kamis,28 maret 2019 Kegiatan “Gelar Deklarasi
Pengawasan Pemilu Partisipatif Generasi Milenia ”“di
Merapi resto klaten selatan.Tujuan di selenggarakan
Deklarasi Pengawasan pemilu generasi milenia ini untuk
mengenalkan kepada pemilih pemula yang tahun 2019

sudah menentukan hakpilihnya serta memberi wawasan
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tentang pentingnya Bawaslu,jika ada pelanggaran yang di
lakukan oleh pasangan calon pilpres maupun pileg dapat di
laporkan ke Bawaslu Kabupaten klaten

e Sabtu,30 maret 2019 Kegiatan “ Sosialisasi Pengawasan
Pemilu berbasis Gelar Budaya Srontol Gaya Baru” Di alun-
alun kabupaten klaten. Tujuan diselenggarakan sosialisasi
ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap
pengawasan pemilihan umum dan warga masyarakat
kabupaten katen diharapkan berperan aktif dalam

menolak politik uang.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten klaten beserta jajaran Panwaslu
Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Menyusun langkah-langkah
strategis untuk mencegah marak nya praktik politik uang
selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan
seluruh aktivitas kegiatan kampanye dan kegiatan —kegiatan
lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang
memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politik
uang.Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten terdapat 1
laporan dari warga yang bernama Junaidi melapor ke
panwaskecamatan Tulung,dan di limpahkan ke Bawaslu

Kabupaten klaten dalam proses klarifikasi

Tinda
Tgl Tang Terl
Pela Uraian |k B
lap/te | gal No.Reg. apo
por singkat | Lanju | A
muan | reg. r
t*
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PDIP
No. 4;
(4)DPR
D 2
Kab.
Klaten
Joko
Siswant
o Partai
PDIP
No. 5

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan

Berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu dan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten
Klaten di temukan 1 kegiatan yang di selenggaran oleh caleg
yang terindikasi ada praktik politik uang yaitu terjadi nya
dugaan money politik di desa pomah RT 03 RT 02 yang di
lakukan oleh Bapak.Yahudi yang adalah sebagai anggota KPPS
dengan membagikan uang sejumlah Tujuh Puluh Ribu Rupiah
kepada BP.Jikir yang didalamnya terdapat secarik kertas yang
bertulisan (1) Calon Presiden Jokowi-Makruf; (2) DPRI Pusat
Endang Srikarti Partai Golkar; (3) DPRD Prov jawa Tengah
Sumarji Partai PDIP No.4; (4) DPRD 2 Kab Klaten Joko Siswanto
Partai PDIP No.5

b. Penangan Pelanggaran
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Terhadap temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan
oleh jajaran Bawaslu kabupaten Klaten langsung disikapi
dengan melakukan pembahasan awal terhadap temuan-
temuan tersebut ,dan di sepakati dalam forum pleno untuk di
tindaklanjuti  dengan melakukan inventigasi awal dan
kemudian di lakukan klarifikasi terhadap saksi dan pelapor.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten klaten dengan jajaran Tim Sentra
Gakkumdu Klaten menyepakati untuk di klarifikasi dan
memanggil saksi dan pelapor serta nama yang ada di secarik
kertas,setelah dilakukan Klarifikasi selama 3 hari di kantor
Bawaslu Kabupaten klaten,setelah selesai klarifikasi
kemudian di bahas di forum Gakkumdu dalam forum ini di
ambil kesimpulan untuk temuan yang di kecamatan Tulung
tidak bisa di tindaklanjuti ke penyidikan di karenakan minim

saksi dan alat Bukti.

Dinamika dan Permasalahan

Kesadaran yang dipunyai oleh Tim pasangan calon pilpres
dan pileg dalam hal berpolitik masih ada kecendrungan bahwa
dengan uang semua akan bisa tercapai,sama sekali tidak ada
pemikiran bagaimana caranya agar apa yang diinginkan bisa
tercapai tanpa banyak pengeluarkan biyaya,sehingga dengan
berbagai metode dan bentuk yang bermacam-macam mereka

tetap melakukan praktik politik uang secara terselubung.

Evaluasi Pelaksanaan pengawasan

Perlu adanya Pendidikan demokrasi yang kongkrit bagi para
calon anggota legislative dalam rangka mewujudkan tatacara
berdemokrasi yang benar-benar bermartabat ,terhindar dari

segala bentuk-bentuk praktik poltik uang ,sehingga apabila hal ini
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dapat terwujud cita-cita untuk mewujutkan pemilu yang
berintegritas dapat benar-benar menjadi kenyataan di Indonesia

tercinta ini.

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1.

Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi
SARA
Politisisasi Sara adalah merupakan permasalahan yang
sangat berbahaya dan dapat memecah persatuan dan kesatuan
masyarakat yang saat ini dalam kondisi kondusif .Oleh karena itu
kepada seluruh pasangan calon dan caleg dilarang,dalam
melaksanakan kampanye memunculkan hal-hal yang berakibat
munculnya isu sara di tengah-tengah masyarakat.
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP
kerawanan-kerawanan dalam Politisasi SARA
e Mengakibatkan terjadinya konflik social
e Mengakibatkan terjadinya Perpecahan masyarakat
e Mengakibatkan terjadinya perpecahan persatuan
b. Perencanaan Pengawasan
Dalam rangka menjaga kondisi yang kondusif ditengah-
tengah masyarakat Bawaslu Kabupaten Klaten bekerjasama
dengan pihak-pihak terkait untuk senantiasa mengarahkan dan
memberikan pendidikan etika untuk senantiasa mengarahkan
dan memberikan pendidikan etika berpolitik kepada Tim
pengusung pasangan calon,partai politik maupun para calon
anggota legeslativ yang akan berkompetisi pada pemilu tahun
2019,sehingga dalam melaksanakan kampanye tidak terdapat
adanya black campaign,dan hal-hal yang dapat memunculkan

timbulnya perpecahan masyarakat

76



2. Kegiatan Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
a. Pencegahan
Dalam rangaka melakukan pencegahan terhadap
munculnya politisasi sara di tengah-tengah
masyarakat,Bawaslu  Kabupaten Klaten menggandeng
berbagai unsur dalam sosialisasi pengawasan pemilu melalui
farum ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui apa
yang menjadi apa yang dilarang dalam kampanye dan
bagaimana cara mengantisipasi beberapa kegiatan yang di
gelar oleh Bawaslu kabupaten klaten;
e Tanggal 10 februari 2019 dengan sasaran pengurus
pedagagang dan wartawan Se-kabupaten klaten
e Tanggal 27 Februari 2019 dengan sasaran jamaat umat
kristiani di klaten tengah kabupaten klaten
e Tanggal 28 maret 2019 dengan sasaran mahasiswa BEM
dan OSIS yang terdapat di kabupaten klaten
e Tanggal 30 Maret 2019 dengan sasaran gabungan ormas
se kabupaten klaten
b. Aktivatas Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran panwaslu
Kecamatan Se-Kabupaten klaten menyusun langkah-langkah
strategis untuk mencegah maraknya Praktik Politisasi sara
selain gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat
kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan terus
seluruh aktivitas kegiatan kampanye dan kegiatan-kegiatan
lain yang dilaksanakan oleh Tim dan Caleg tertentu yang

memungkinkan akan adanya praktik kegiatan politisasi sara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politisasi
SARA

a. Temuan
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Dalam Penyelenggaraan tahapan kampanye untuk di
wilayah Kabupaten Klaten tidak di temukan adanya
kampanye yang mengarah pada munculnya praktik politisasi
sara yang dilakukan oleh Tim Pemenangan maupun calon
anggota legeslatif.

b. Penanganan pelanggaran

Tidak ada rekomendasi yang di keluarkan oleh Bawaslu

Kabupaten Klaten
c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terkait dengan tidak adanya rekomendasi yang di
keluarkan Bawalu kabupaten Klaten,menunjukan
kedewasaan berpolitik yang dipunyai partai peserta pemilu

sudah tinggi.

Dinamika dan Permasalahan

Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang berpolitik
sehigga hal ini bisa mengakibatkan munculnya isu-isu ditengah-
tengah masyarakat tidak bisa di antisipasi ,sehingga dalam rangka
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,sosialisasi dan
bentuk kegiatan lain nya sangatlah penting untuk di tingkatkan

oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

Evaluasi Pelaksana Pengawasan

Kesadaran Poitik masyarakat harus terus digalakan,hal ini
dapat menumbuhkan kembali tentang pengertian demokrasi di
tengah-tengah masyarakat yang saat ini dalam kondisi
menurun,kedaulatan rakyat harus di kembalikan kepada rakyat
dan rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menjaga ruh

demokrasi di Indonesia tercinta ini
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BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 di

kabupaten Klaten , secara umum berjalan dengan lancar. Hal itu
terlihat dari terpeliharanya tertib sosial dalam penyelenggaraan
pemilihan. Proses Penyelenggraan yang relatif aman dan tidak ada

gejolak /pertentangan diantara pendukung terlebih pertentangan
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dalam masyarakat luas. Proses Penyelenggaraan Pemilihan umum
2019 di Kabupaten Klaten pada Akhirnya Melahirkan partisipasi
pemilih yang cukup dengan jumlah partisipasi 80 persen dari jumlah
pemilih di kabupaten Klaten.

Bawaslu Kabupaten Klaten , dalam proses peyelenggaraan
Pemilihan umum 2019 melakukan proses pengawasan berdasarkan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilihan umum,Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, peraturan Kpu
Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan ke keempat atas
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan
PKPUmum Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
pemungutan dan perhitungan suara dalamPemilihan Umum, dan
PKPU Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Rakapitulasi hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, juga
melakukan kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dan
kualitas jajaran Badan pengawas di bawahnya( Panwascam, PPD, Dan
Pengawas TPS), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan
Partisipatif yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar,
Mahasiswa, Organisasi Masa, Organisasi Profesi, dan Media Masa.

Selanjutnya dalam proses pengawasan , Bawaslu Kabupaten
Klaten melaksanakan Pengawasan dalam setiap tahapan, mulai dari
tahapan penyusunan daftar pemilih , kampanye, Masa tenang,
Pengaadaan dan distribusi perlengkapan pemilihan , pemungutan
dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil
penghitungan suara.

Dari uraian diatas , dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan
pengawasan Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten dapat

dilakukan secara efektif dan maksimal.
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B. REKOMENDASI
Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan dan penindakan yang

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten pada pelaksanaan

Pemilihan umum 2019 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten

Klaten merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Bawaslu kabupaten
Klaten merekomendasikan kepada KPU Klaten dalam penetapan
Daftar Pemilih lebih cermat dan lebih rapi lagi dengan
melakukan bintek kepada PPDP lebih baik lagi sehingga daftar
pemilih menjadi sempurna lagi sehingga DPTb.1 dan 2 bisa di
minimalkan.

2. Pada tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Klaten
merekomendasikan Kepada KPU Klaten, agar KPU Klaten mampu
berkoordinasi dalam penertiban APK dan bahan kampanye. KPU
Klaten supaya berkoordinasi dengan jajaran yang berada di
bawahnya untuk bekerjasama lebih baik bersama Panwascam
Kecamatan dan stake holder lainya. Bawaslu Kabupaten Klaten
juga merekomendasikan agar KPU kabupaten Kabupaten Klaten
memiliki tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilihan
dalam penertiban alat peraga kampanye. Perlu turun
kelapangan dan tidak hanya menurunkan pegawai secretariat
untuk mengambil foto untuk kepentingan membuat SPJ.

3. Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik ini Bawaslu
Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi kepada KPU
Kabupaten Klaten agar lebih teliti dalam distribusi logistik
sehingga dapat meminimalisir kekurangan surat suara di TPS
seperti kekurangan surat suara di TPS Yang ada di Kabupaten
Klaten. Bawaslu Kabupaten Klaten juga merekomendasikan agar

KPU Kabupaten Klaten tidak sekedar memberikan
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tanggungjawab distribusi logistik kepada pegawai sekrertariat.
Selain menguasai teknis pekerjaan anggota KPU Kabupaten
Klaten harus cakap di lapangan sehingga jika terjadi masalah
bisa cepat paham, cepat mengambil langkah yang di ambil tidak
salah.

Pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu
Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU
kabupaten Klaten mampu mencari KPPS yang berkualitas.
Bawaslu Kabupaten Klaten masih banyak menemukan seleksi
penerimaan KPPS tidak di dasarkan pada kapasitas dan
kemampuan tetapi hanya dilihan soal ketokohannya di desa.
Harus ada persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh calon
anggota KPPS seperti ijasah dan pengalaman. Bawaslu
Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi agar KPU
Kabupaten Klaten dan jajaran di bawahnya terus belajar
memahami peraturan perundang-undangan mengei pemilihan.
Sehingga mampu memahami kewajibanya ketika Bawaslu
membuat rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara
ulang.

Pembatasan model kampanye dan penyediaan alat peraga oleh
KPU tentu ikut memengaruhi ketersebarluasan informasi dan
antusiasme pemilih. Dari sisi peserta tampaknya juga memiliki
pengaruh kuat. Adanya pasangan calon yang superior, atau
semua pasangan calon tidak di kenal atau setidaknya dinilai
sama saja oleh masyarakat. Karena itu, untuk meningkatkan
partisipasi menjadi tugas, baik penyelenggara maupun partai
politik sebagai pengusung dan pendukung pasangan calon. KPU
perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif untuk menarik

perhatian dan antusiasme masyarakat menggunakan hak pilih.
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Partai politik di tuntut untuk dapat mengajukan pasangan calon
yang berkualitas dan memiliki akar kuat di dalam masyarakat.
Politik uang. Kekhawatiran terbesar dari pemilihan umum 2019
adalah maraknya politik uang karena dampaknya yang sangat
besar terhadap kuwalitas demokrasi dan keterpilihan pasangan
calon. Kita bersyukur bahwa isu politik uang tidak mendominasi
Pemilihan Umum 2019 serentak tahun lalu(walaupun di tengarai
masih ada politik uang, tapi dilakukan secara lebih rapi dan
sistematis). Sekecil apapun politik uang tetap harus diawasi
karena tidak saja mencederai demokrasi local, tetapi juga dapat
menyandera penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca
Pemilihan Umum 2019. Pengaturan dan penegakan hukum
untuk meminimalisasi politik uang harus di tingkatkan pada pileg
pilpres mendatang.

Pengaturan yang lebih detail dan tegas diperlukan, terutama
untuk pembatasan dan pelaporan dana kampanye pasangan
calon.hal tersebut tentu harus diikuti dengan upaya pengawasan
dan penegakan hukum, baik oleh penyelenggara maupun
apparat penegak hukum.

Penegakan hukum harus hadir sejak tahapan awal tahapan
Pemilihan Umum 2019. Aturan main harus jelas, tegas,
mengikat. Termasuk sanksi/penalty bagi para pelanggar.

Jajaran KPU di daerah (PPK/PPS/KPPS) harus netral secara
politik, professional, dan tidak partisan. Jajaran Bawaslu di
daerah harus Proaktif, tak hanya menunggu laporan. Banyaknya
penyimpangan oleh peserta Pemilihan Umum 2019 tak
semestinya terulang kembali. KPU dan Bawaslu harus siap, baik
secara administrative, substantive maupun anggaran.

Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 harus massif, efektif, dan

substantive karena ini bagian integral pencerahan dan
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pendidikan politik warga local. Media masa cetak dan elektronik
serta mediasosial harus ikut mendorong sosialisasi Pemilihan
Umum 2019 dan konsolidasi demokrasi local, ikut menyuarakan
dan mencegah praktik buruk. Semakin tinggi tingkat edukasi
masyarakat, akan semakin rasional mereka memilih calon kepala
daerah. Praktik vote buying yang muncul dalam Pemilihan
Umum 2019 harus di kurangi agar Pemilihan Umum 2019 tidak
beralih dari rakyat ke elite.

Keberhasilan Pemilihan Umum 2019 serentak sangat di tentukan
oleh persiapan matang stakeholder terkait Pemilihan Umum
2019. Mereka harus menunjukan perilaku yang dewasa,
bersinergi, dan koordinatif. Stakeholder harus selalu menimbang

dampak positif dan negative perilakunya.
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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
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NOMOR7TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 7TAHUN 2017

TENTANGTAHAPAN,PROGRAMDANJADWALPENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHUN 2019
JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR
1 2 3 4
1 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
a. |Penyusunan perencanaan, program dan anggaran 17 Agustus 2017 31 Maret 2019
Pemilu
b. |Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program 17 Agustus 2017 31 Maret 2019
dan kegiatan
c. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan 17 Agustus 2017 31 Agustus 2018
d. | Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana 17 Agustus 2017 31 Maret 2019
2. PENYUSUNAN PERATURAN KPU 1 Agustus 2017 31 Maret 2019
3. SOSIALISASI 17 Agustus 2017 14 April 2019
4. PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU
a. |Permintaan dan penerimaan Data Agregat 3 September 2017 16 September 2017
Kependudukan per Kecamatan (DAK2)
b. |Pengumuman pendaftaran 1 Oktober 2017 3 Oktober 2017

TAHAPAN REGULAR

HASIL PUTUSAN BAWASLU

HASIL PUTUSAN BAWASLU

HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR AWAL AKHIR
c. | Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta
penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan:
1) |Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat 3 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 20 November 2017
pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU
2) | Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai 3 Oktober 2017 16 Oktober 2017 20 November 2017 22 November 2017
Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
d. |Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP 17 Oktober 2017 15 November 2017 21 November 2017 30 November 2017
Kabupaten/Kota
e. | Penyampaian hasil penelitian administrasi 16 November 2017 17 November 2017 30 November 2017 1 Desember 2017
f. | Perbaikan administrasi oleh Partai Politik 18 November 2017 1 Desember 2017 2 Desember 2017 15 Desember 2017 27 Desember 2017 28 Desember 2017
g. | Penelitian administrasi hasil perbaikan 2 Desember 2017 11 Desember 2017 16 Desember 2017 22 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017




NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

2

KPU/KIP Kabupaten/Kota

h. | Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:
1) | KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP 12 Desember 2017 15 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017
Kabupaten/Kota
2) | Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 12 Desember 2017 14 Desember 2017 23 Desember 2017 24 Desember 2017
h1. |Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta 23 Januari 2018 27 Januari 2018
Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU
i Verifikasi di tingkat KPU:
1) |[Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat 15 Desember 2017 21 Desember 2017 25 Desember 2017 27 Desember 2017 30 Desember 2017 1Januari 2018 28 Januari 2018 30Januari 2018
pusat
2) |Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik 22 Desember 2017 23 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017 2 Januari 2018 2 Januari 2018 31 Januari 2018 31Januari 2018
oleh KPU kepada DPP Partai Politik
3) |Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai 24 Desember 2017 28 Desember 2017 30 Desember 2017 2 Januari 2018 3 Januari 2018 4 Januari 2018 1 Februari 2018 2 Februari 2018
Politik
4) | Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU 29 Desember 2017 31 Desember 2017 3 Januari 2018 4 Januari 2018 5Januari 2018 5 Januari 2018 3 Februari 2018 3 Februari 2018
5) | Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU 1Januari 2018 3 Januari 2018 5 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 4 Februari 2018 5 Februari 2018
j. | Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:
1) | Verifikasi kepengurusan DPW/DPD PartaiPolitikolehKPU 15 Desember 2017 21 Desember 2017 25 Desember 2017 27 Desember 2017 30 Desember 2017 1Januari 2018 28 Januari 2018 30Januari 2018
Provinsi/KIP Aceh
2) |Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD 22 Desember 2017 23 Desember 2017 28 Desember 2017 29 Desember 2017 2 Januari 2018 2 Januari 2018 31 Januari 2018 31 Januari 2018
Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada
DPW/DPD Partai Politik
3) |Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh 24 Desember 2017 28 Desember 2017 30 Desember 2017 2 Januari 2018 3 Januari 2018 4 Januari 2018 1 Februari 2018 2 Februari 2018
DPW/DPC Partai Politik
4) | Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 29 Desember 2017 31 Desember 2017 3 Januari 2018 4 Januari 2018 5 Januari 2018 5 Januari 2018 3 Februari 2018 3 Februari 2018
5) |Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU 1 Januari 2018 3 Januari 2018 5 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 6 Januari 2018 4 Februari 2018 5 Februari 2018
Provinsi/KIP Aceh
k. | Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:
1) | Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik 15 Desember 2017 4 Januari 2018 25 Desember 2017 7 Januari 2018 30 Desember 2017 12 Januari 2018 30 Januari 2018 1 Februari 2018
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
2) | Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan 4 Januari 2018 6 Januari 2018 7 Januari 2018 8 Januari 2018 12 Januari 2018 12 Januari 2018 2 Februari 2018 2 Februari 2018
keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik
3) | Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai 7 Januari 2018 20 Januari 2018 9 Januari 2018 22 Januari 2018 13 Januari 2018 26 Januari 2018 3 Februari 2018 5 Februari 2018
Politik
4) | Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP 6 Februari 2018 6 Februari 2018
Kabupaten/Kota
5) |Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh 7 Februari 2018 8 Februari 2018
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PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR

2 3 4

l. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai
Politik peserta Pemilu

1) |Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 9 Februari 2018 10 Februari 2018
Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

2) |Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP 11 Februari 2018 12 Februari 2018
Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh

3) |Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU 13 Februari 2018 14 Februari 2018

4) |Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual 15 Februari 2018 17 Februari 2018
Partai Politik calon peserta Pemilu

m. |Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 17 Februari 2018 17 Februari 2018

n. |Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik 18 Februari 2018 18 Februari 2018

0. |Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 18 Februari 2018 20 Februari 2018

PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik
PESERTA PEMILU

a. |Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas 19 Februari 2018 21 Februari 2018
Pemilu (Bawaslu)

b. | Perbaikan permohonan sengketa 21 Februari 2018 23 Februari 2018
c. Penyelesaian sengketa dan putusan 23 Februari 2018 6 Maret 2018
d. |Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 7 Maret 2018 13 Maret 2018
e. |Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan 13 Maret 2018 15 Maret 2018
f. KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN 13 April 2018 17 April 2018
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

a. |Putaran Pertama

1) |Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 16 Januari 2018 8 Maret 2018
Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS)
a) |Masa kerja PPK dan PPS 9 Maret 2018 16 Juni 2019
b) |Masa kerja PPLN 9 Maret 2018 16 Juni 2019
2) |Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 28 Februari 2019 27 Maret 2019
Suara (KPPS)
a) | Masa kerja KPPS 10 April 2019 9 Mei 2019
2a) | Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 15 Februari 2019 28 Februari 2019

Suara Luar Negeri (KPPS LN)

a) | Masa kerja KPPS LN (TPSLN dan KSK) 1 April 2019 30 April 2019
b) | Masa kerja KPPS LN Pos 1 Maret 2019 30 April 2019
3) | Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 11 Maret 2018 10 April 2018

(Pantarlih)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN)

a) |Masa kerja Pantarlih 17 April 2018 16 Mei 2018

b) | Masa kerja Pantarlih LN 17 April 2018 16 Mei 2018
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Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS

NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHR
1 2 3 4
b. |Putaran Kedua
1) |Masa kerja PPK, PPLN dan PPS dihapus
2) | Masa kerja KPPS/KPPSLN dihapus
7. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH
a. |Penyerahan:
1) |Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari 17 Desember 2017 17 Desember 2017
Kementerian Dalam Negeri (WNI) kepada KPU
2) |Data WNI bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan 17 Desember 2017 17 Desember 2017
daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada
KPU
b. |Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga 18 Desember 2017 17 Februari 2018
Negara Indonesia di luar negeri
c. | Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir 18 Februari 2018 24 Maret 2018
dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU
d. |Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh 25 Maret 2018 16 April 2018
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
e. |Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan 17 April 2018 17 Mei 2018
penelitian)
f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil 18 Mei 2018 8Juni 2018
Pemutakhiran oleh PPS
g. |Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil 9Juni 2018 14 Juni 2018
Pemutakhiran oleh PPK
h. |Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan 15 Juni 2018 17 Juni 2018
DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
i Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh 18 Juni 2018 20Juni 2018
j. Penyampaian hasil rekapitulasi DPS di KPU 21 Juni 2018 23 Juni 2018
Provinsi/KIP Aceh kepada KPU
k. | Rekapitulasi DPS di KPU 23 Juni 2018 25Juni 2018
I Pengumuman DPS 18 Juni 2018 1Juli 2018
m. | Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan 18 Juni 2018 1Juli 2018
oleh PPS
n. | Masukan dan tanggapan masyarakat 18 Juni 2018 8Juli 2018
o. |Perbaikan DPS 8Juli 2018 21Juli 2018
p. |Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 22 Juli 2018 22 Juli 2018
(DPSHP)
q. |Perbaikan DPSHP 30Juli 2018 12 Agustus 2018
1) |Penyampaian perbaikan DPSHP oleh PPS kepada 2 Agustus 2018 15 Agustus 2018
KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK
2) |Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP 15 Agustus 2018 21 Agustus 2018
Kabupaten/Kota
3) |Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sidalih 15 Agustus 2018 21 Agustus 2018
4) |Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP 15 Agustus 2018 28 Agustus 2018
Kabupaten/Kota
5) | Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP 22 Agustus 2018 31 Agustus 2018
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NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHR
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6) | Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta 22 Agustus 2018 31 Agustus 2018
Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan
r. | Pengumuman DPT 28 Agustus 2018 17 April 2019
s. | Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh 29 Agustus 2018 31 Agustus 2018
t. |Penyampaian hasil rekapitulasi DPT di KPU 1 September 2018 3 September 2018
Provinsi/KIP Aceh kepada KPU
u. |Rekapitulasi di KPU 4 September 2018 6 September 2018
v. | Penyusunan Daftar Pemilih Khusus 16 Desember 2018 17 April 2019
1) |Penyusunan DPK-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP dihapus
Kabupaten/Kota
2) |Rekapitulasi DPK-1 oleh KPU dihapus
3) |Penyusunan DPK-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP dihapus
Kabupaten/Kota
4) | Rekapitulasi DPK-2 oleh KPU dihapus
5) |Penyusunan DPK-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP dihapus
Kabupaten/Kota
6) | Rekapitulasi DPK-3 oleh KPU dihapus
w. | Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama 16 Desember 2018 17 Februari 2019
1) |Penyusunan DPTb oleh PPS 16 Desember 2018 15 Februari 2019
2) |Rekapitulasi DPTb oleh PPK 15 Februari 2019 17 Februari 2019
3) |Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP 16 Februari 2019 18 Februari 2019
Kabupaten/Kota
4) |Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh 18 Februari 2019 19 Februari 2019
5) | Rekapitulasi DPTb di KPU 19 Februari 2019 20 Februari 2019
w1. | Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua 18 Februari 2019 17 Maret 2019
1) |Penyusunan DPTb oleh PPS 17 Februari 2019 18 Maret 2019
2) |Rekapitulasi DPTb oleh PPK 18 Maret 2019 19 Maret 2019
3) [Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP 19 Maret 2019 20 Maret 2019
Kabupaten/Kota
4) | Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh 20 Maret 2019 21 Maret 2019
5) |Rekapitulasi DPTb di KPU 22 Maret 2019 23 Maret 2019
6) |Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP 24 Maret 2019 25 Maret 2019
Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS
X. | Pengumuman DPTh 26 Maret 2019 17 April 2019
y. | Pemasukan data DPK 16 Desember 2018 22 Juni 2019
8. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI
a. | Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri 17 April 2018 16 Mei 2018
b. [Penyusunan Daftar Pemilih Sementara 17 Mei 2018 16 Juni 2018
Luar Negeri (DPSLN)
c. | Pengumuman DPSLN 17 Juni 2018 30Juni 2018
d. | Masukan dan tanggapan masyarakat 17 Juni 2018 7 Juli 2018
e. |Perbaikan DPSLN 7 Juli 2018 13 Juli 2018
f. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 14 Juli 2018 18 Juli 2018
Luar Negeri (DPSHPLN)
g. |Penyusunan DPTLN 14 Juli 2018 13 Agustus 2018
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h. | Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 14 Agustus 2018 16 Agustus 2018
i Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan 17 Agustus 2018 23 Agustus 2018
Republik Indonesia dan Pokja Pemilu Luar Negeri
J- Pengumuman DPTLN 28 Agustus 2018 14 April 2019
k. | Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama 16 Desember 2018 13 Februari 2019
1) | Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih 8 Januari 2019 13 Februari 2019
Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN
2) |Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri 14 Februari 2019 16 Februari 2019
3) |Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja 18 Februari 2019 19 Februari 2019
Pemilu Luar Negeri kepada KPU
4) |Rekapitulasi DPTbLN di KPU 19 Februari 2019 20 Februari 2019
k1. | Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua 14 Februari 2019 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
1) | Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih 9 Maret 2019 15 Maret 2019
Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN
2) |Rekapitulasi DPTbLN di Pokja Pemilu Luar Negeri 16 Maret 2019 17 Maret 2019
3) | Penyampaian Rekapitulasi DPTbLN dari Pokja 18 Maret 2019 19 Maret 2019
Pemilu Luar Negeri kepada KPU
3a) |Rekapitulasi DPTbLN di KPU 22 Maret 2019 23 Maret 2019
4) | Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi 24 Maret 2019 25 Maret 2019
DPTbLN oleh KPU kepada Pokja dan PPLN
k2. | Pengumuman DPTbLN 25 Maret 2019 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
I Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri 28 Agustus 2018 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
1) | Penyusunan DaftarPemilihKhususLuarNegeriolehPPLN dihapus
2) |Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok dihapus
Kerja Pemilu Luar Negeri dan KPU RI
m. | Pemasukan data DPKLN 16 Desember 2018 22 Juni 2019
9. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

a. | Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD
Kabupaten/Kota

17 Desember 2017

17 Desember 2017

b. |Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap
Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)

5 Januari 2018

11 Januari 2018

c. | Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

12 Januari 2018

1 Februari 2018

d. | Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD
Kabupaten/Kota kepada publik

2 Februari 2018

6 Februari 2018

e. |Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di
KPU/KIP Kabupaten/Kota

7 Februari 2018

13 Februari 2018
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f. Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP 14 Februari 2018 27 Februari 2018
Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
g. | Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD 28 Februari 2018 5 April 2018
Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan
penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
10. PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
a. | Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD
1) |Pengumuman penyerahan syarat dukungan 26 Maret 2018 8 April 2018
2) |Penyerahan dokumen syarat dukungan 22 April 2018 26 April 2018
3) |Verifikasi syarat dukungan:
a) | Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran 27 April 2018 10 Mei 2018
b) | Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda 27 April 2018 10 Mei 2018
4) |Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis 11 Mei 2018 13 Mei 2018
Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan
Sebaran Kepada Calon Anggota DPD
5) | Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD 14 Mei 2018 20 Mei 2018
6) | Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan 21 Mei 2018 24 Mei 2018
Calon Anggota DPD
7) | Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP 25 Mei 2018 29 Mei 2018
Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
8) | Verifikasi faktual syarat dukungan 30 Mei 2018 19 Juni 2018
9) |Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan 20Juni 2018 22 Juni 2018
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
10) | Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat 23 Juni 2018 25 Juni 2018
dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh
11) | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan 26Juni 2018 28Juni 2018
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
12) |Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan 29Juni 2018 1Juli 2018
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD
13) | Pengumuman pendaftaran calon 2Juli 2018 8Juli 2018
14) |Pendaftaran calon 9Juli 2018 11 Juli 2018
15) | Verifikasi administrasi syarat calon 12 Juli 2018 18 Juli 2018
16) | Pemberitahuan hasil verifikasi 19 Juli 2018 20 Juli 2018
17) | Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon:
a) | Penyerahan perbaikan syarat dukungan 21Juli 2018 24 Juli 2018
b) | Penyerahan perbaikan syarat calon 21Juli 2018 24 Juli 2018
18) | Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau 21Juli 2018 27 Juli 2018

syarat calon di laman KPU
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19) | Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau
syarat calon
a) | Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan
(1) | Verifikasi jumlah minimal dukungan dansebaran 21Juli 2018 26Juli 2018
(2) | Verifikasi administrasi dan analisa 21Juli 2018 26Juli 2018
dukungan ganda
(3) | Penyampaian hasil verifikasi administrasi dan 27 Juli 2018 29 Juli 2018
analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota
(4) | Verifikasi faktual syarat dukungan hasil 30Juli 2018 12 Agustus 2018
perbaikan
(5) | Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan 13 Agustus 2018 14 Agustus 2018
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
(6) | Penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat 15 Agustus 2018 16 Agustus 2018
dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
(7) | Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan 17 Agustus 2018 18 Agustus 2018
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
b) [ Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh 19 Agustus 2018 27 Agustus 2018
KPU Provinsi/KIP Aceh
20) |Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan 27 Agustus 2018 29 Agustus 2018
verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat
calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD
21) |Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan 29 Agustus 2018 31 Agustus 2018
verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat
calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada kepada KPU
22) | Penyusunan dan penetapan Daftar Calon 31 Agustus 2018 2 September 2018
Sementara (DCS)
23) | Pengumuman DCS 31 Agustus 2018 2 September 2018
24) | Masukan dan tanggapan masyarakat 31 Agustus 2018 9 September 2018
25) | Permintaan klarifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh 10 September 2018 12 September 2018
kepada calon anggota DPD
26) | Penyampaian hasil klarifikasi oleh KPU 12 September 2018 14 September 2018
Provinsi/KIP Aceh kepada KPU
27) | Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) 14 September 2018 20 September 2018
28) | Penetapan DCT 20 September 2018 20 September 2018
29) | Penetapan nomor urut 21 September 2018 21 September 2018
30) | Pengumuman DCT 21 September 2018 23 September 2018
Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
1) |Pengumuman pengajuan daftar calon 1Juli 2018 3Juli 2018
2) |Pengajuan daftar calon 4Juli 2018 17 Juli 2018
3) | Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal
calon:
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a) |Anggota DPR 5Juli 2018 18 Juli 2018
b) | Anggota DPRD Provinsi 5Juli 2018 18 Juli 2018
c) |Anggota DPRD Kabupaten/Kota 5Juli 2018 18 Juli 2018

4) | Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar 19 Juli 2018 21Juli 2018
calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu

5) | Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal 22 Juli 2018 31Juli 2018
calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

6) | Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 Agustus 2018 7 Agustus 2018
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

7) |Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD 8 Agustus 2018 12 Agustus 2018
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

8) | Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 12 Agustus 2018 14 Agustus 2018
Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan

9) |Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, 12 Agustus 2018 21 Agustus 2018
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

10) |Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan 22 Agustus 2018 28 Agustus 2018
tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

11) | Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU 29 Agustus 2018 31 Agustus 2018
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

12) | Pemberitahuan pengganti DCS 1 September 2018 3 September 2018

13) | Pengajuan penggantian bakalcalonanggota DPR,DPRD 4 September 2018 10 September 2018
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

14) | Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan 11 September 2018 13 September 2018
DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP
Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota

15) | Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 14 September 2018 20 September 2018
Kabupaten/Kota

16) | Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan 20 September 2018 20 September 2018
DPRD Kabupaten/Kota

17) | Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi 21 September 2018 23 September 2018
dan DPRD Kabupaten/Kota

Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden

1) |Masa pendaftaran 4 Agustus 2018 10 Agustus 2018

2) |Pemeriksaan kesehatan 5 Agustus 2018 13 Agustus 2018

3) |Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 11 Agustus 2018 14 Agustus 2018
persyaratan adminsitratif bakal pasangan calon

4) | Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan 15 Agustus 2018 15 Agustus 2018
dan kebenaran dokumen persyaratan administratif

5) |Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 15 Agustus 2018 17 Agustus 2018

administratif bakal pasangan calon
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6) |Penyerahan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 15 Agustus 2018 18 Agustus 2018
administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan
gabungan Partai Politik
7) |Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan 15 Agustus 2018 20 Agustus 2018
administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan
gabungan Partai Politik
8) |Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administrasi ulang oleh 15 Agustus 2018 20 Agustus 2018
KPU kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan
gabungan Partai Politik
9) | Pengusulan bakal pasangan calon pengganti oleh Partai 28 Agustus 2018 10 September 2018
Politik/gabungan Partai Politik yang usulannya tidak memenuhi
syarat
10) |Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 11 September 2018 14 September 2018
persyaratan administratif bakal pasangan calon
11) | Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan 15 September 2018 19 September 2018
kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada
pimpinan PartaiPolitikdan/atau pimpinan PartaiPolitikyang
bergabung dan bakal pasangan calon
12) | Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta 20 September 2018 20 September 2018
pemilu Presiden dan Wakil Presiden
13) | Penetapan nomor urut pasangan calon 21 September 2018 21 September 2018
11. PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN
DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu, Badan 20 September 2018 24 September 2018
Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
Perbaikan permohonan sengketa 24 September 2018 26 September 2018
Penyelesaian sengketa dan putusan 24 September 2018 5 Oktober 2018
Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara 8 Oktober 2018 12 Oktober 2018
Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan 12 Oktober 2018 16 Oktober 2018
PTUN memeriksa dan memutus gugatan 16 Oktober 2018 13 November 2018
KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP 14 November 2018 16 November 2018
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusanPTUN
12 LOGISTIK
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan 17 April 2018 17 Juni 2019

penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
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13. KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PASANGAN CALON 23 September 2018 13 April 2019
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
a. |Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap 23 September 2018 13 April 2019
muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan
pemasangan alat peraga
b. |Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan 24 Maret 2019 13 April 2019
media massa cetak dan elektronik
14, LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
a. |Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 23 September 2018 23 September 2018
dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)
b. |Perbaikan LADK 23 September 2018 27 September 2018
c. Pengumuman LADK 28 September 2018 28 September 2018
d. |Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 2 Januari 2019 2 Januari 2019
Kampanye (LPSDK)
e. |Pengumuman penerimaan LPSDK 3 Januari 2019 3 Januari 2019
f. | Penutupan Pembukuan LPPDK 25 April 2019 25 April 2019
g. |Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik 26 April 2019 2 Mei 2019
(KAP)
h. | Audit LPPDK dan Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
i Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP
j Pengumuman hasil audit paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP
15. MASA TENANG 14 April 2019 16 April 2019
16. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 17 April 2019 17 April 2019
a. |Persiapan menjelang pemungutan suara:
1) |Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu 13 April 2019 16 April 2019
pemungutan suara kepada Pemilih dan saksi oleh
KPPS/KPPSLN
2) |Penyiapan TPS 16 April 2019 16 April 2019
3) |Penyiapan TPSLN 7 April 2019 7 April 2019
b. |Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
1) |Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 April 2019 17 April 2019
2) |Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 17 April 2019 17 April 2019
3) |Pemungutan Suara:
a) |TPSLN 8 April 2019 14 April 2019
b) | Kotak Suara Keliling (KSK) 8 April 2019 sampai dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPSLN dimasing-masing PPLN
c) |Pos 5 Maret 2019 17 April 2019
(1) | Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih 5 Maret 2019 14 Maret 2019

2

Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN

sejak dikirimkan oleh PPLN

17 April 2019
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4) | Penghitungan Suara di TPSLN, KSK dan Pos 17 April 2019 19 April 2019
a) | Penghitungan suara di TPSLN dan KSK 17 April 2019 17 April 2019
b) | Penghitungan suara Pos 17 April 2019 19 April 2019
5) | Pengumuman hasil penghitungan suara di 17 April 2019 17 April 2019
TPSLN, KSK dan Pos
6) | Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di 17 April 2019 17 April 2019
TPSLN, KSK dan Pos kepada PPLN
a) | Penyampaian hasil Penghitungan Suara ke Kelompok dihapus
Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri
b) | Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok dihapus
Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri
c) | Penerimaan hasil penghitungan suara oleh dihapus
KPU
17. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
a. |Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN 18 April 2019 22 April 2019
b. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN 18 April 2019 22 April 2019
c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat
kelengkapan:
1) |DiPPLN kepada Kementerian Luar Negeri 19 April 2019 24 April 2019
2) |Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU 23 April 2019 25 April 2019
d. |Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar dihapus
Negeri
e. |Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat 17 April 2019 18 April 2019
kelengkapan kepada PPK
f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 18 April 2019 4 Mei 2019
kecamatan
g. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 18 April 2019 5 Mei 2019
kecamatan
h. | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 18 April 2019 5 Mei 2019
kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
i Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 20 April 2019 7 Mei 2019
kabupaten/kota
j. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 20 April 2019 8 Mei 2019
kabupaten/kota
k. | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat 20 April 2019 8 Mei 2019
kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
l. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat 22 April 2019 12 Mei 2019
provinsi
m. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat 22 April 2019 13 Mei 2019

provinsi
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n. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara 22 April 2019 13 Mei 2019
Pemilu kepada KPU
o Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara 25 April 2019 22 Mei 2019
Pemilu tingkat nasional dan luar negeri
18. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD
PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
a. |Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU
Konstitusi
b. |Perbaikan permohonan sengketa Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi
c. | Penyelesaian sengketa dan putusan Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
d. |KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
19. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
a. |Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah 23 Mei 2019 25 Mei 2019
Konstitusi
b. |Penyelesaian sengketa dan putusan 26 Mei 2019 8Juni 2019
c. |KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP 9 Juni 2019 15 Juni 2019
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah
Konstitusi
19A. | PENETAPAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
a. |Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi
Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu
b. |Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
Mahkamah Konstitusi
20. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

a. |Tingkat nasional

1) |Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota
DPR dan DPD

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)

DPR dan DPD

2) |Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)

3) |Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan
Wakil Presiden

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)

4) | Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon
terpilih Presiden dan Wakil Presiden

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)

b. |Tingkat provinsi

1) |Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota
DPRD Provinsi

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)

2

DPRD Provinsi

Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
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c. | Tingkat kabupaten/kota
1) |Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
DPRD Kabupaten/Kota
2) |Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)
Kabupaten/Kota

21. | PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. |Tingk

at nasional

1)

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota
DPR dan DPD

Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan

Presiden dan Wakil Presiden

2) | Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR
dan DPD

3) | Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
Presiden dan Wakil Presiden

4) | Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden

b. |Tingkat provinsi

Anggota DPRD Provinsi

1) |Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
Anggota DPRD Provinsi
2) |Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi

c. | Tingkat kabupaten/kota

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

1) |Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
2) |Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota

22. | PERESMIAN KEANGGOTAAN

a. | DPRD Kabupaten/Kota

Juli - Agustus 2019

b. | DPRD Provinsi

Juli - Agustus 2019

c. |DPRdan DPD

Agustus - September 2019

23. | PENGUCAP.

AN SUMPAH/JANJI

a. | DPRD Kabupaten/Kota

Agustus - Oktober 2019

b. | DPRD Provinsi

Agustus - Oktober 2019

c. |DPRdan DPD

1 Oktober 2019

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PUTARAN KEDUA

1 SOSIALISASI

dihapus
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2. PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH dihapus
a. | PermintaandataWNIyangberumur17tahunpadatanggal 17 April dihapus
s/d 07 Agustus 2019
kepada Kementerian Dalam Negeri
b. | Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua dihapus
bersumber dari DPTPemilu 2019,DPTh, DPK dan Pemilih Pemula oleh
PPS
d. | Rekapitulasi DPS oleh PPK dihapus
e. |Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota dihapus
f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi dihapus
g. |Rekapitulasi DPS oleh KPU dihapus
h. |Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS dihapus
i Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS dihapus
j. Rekapitulasi DPSHP di PPK dihapus
k. | Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dihapus
I. | Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi dihapus
m. | Rekapitulasi DPT oleh KPU dihapus
n. |Pengumuman DPT di PPS dihapus
3. KAMPANYE
Kampanye putaran || dihapus
4. MASA TENANG dihapus
5. LOGISTIK
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dihapus
Presiden dan Wakil Presiden Putaran Il Tahun 2019
6. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
a. |Persiapan
1) | Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu dihapus
pemungutan suara
2) |Penyiapan TPS dihapus
3) |Penyiapan TPSLN dihapus
b. |Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
1) |Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dihapus
2) |Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dihapus
3) |Pemungutan suara di TPSLN dihapus
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4) | Penghitungan suara di TPSLN dihapus
5) | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN dihapus
6) |Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat dihapus
kelengkapan di TPSLN kepada PPLN
7. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

a. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dihapus

b. | Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN dihapus

c. | Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat
kelengkapan
1) | DiPPLN kepada Kementerian Luar Negeri dihapus
2) |Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU dihapus

d. |Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat dihapus
kelengkapan kepada PPK

e. |Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat dihapus
kecamatan

f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dihapus

g. | Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat dihapus
kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

h. | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat dihapus
kabupaten/kota

i Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat dihapus
kabupaten/kota

j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat dihapus
kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh

k. |Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat dihapus
provinsi

I Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dihapus

m. |Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dihapus
Pemilu kepada KPU

n. |Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dihapus




JADWAL

NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR
1 2 3 4
8. PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dihapus
a. | Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah dihapus
Konstitusi
b. |Penyelesaian sengketa dan putusan dihapus
c. | KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dihapus
wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
9. PENETAPAN HASIL PEMILU
a. | Penetapan Hasil Pemilu dihapus
b. |Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dihapus
10. SUMPAH JANJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN dihapus

—
o~
f(
L

i =~ ATV
1B [m——

Il 2 [SEXRETARIARL &
i, | JENDE Radla Bgo

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
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TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYEMPURNAAN DPTHP-1

RAM JADWAL
NO PROG /KEGIATAN AWAL AKHIR
1 |Konsolidasi data DPTHP-1 di tingkat pusat:
1.1 :::;;b:nan softfite DPTHP-1 ke BAWASLU dan Partai 17 September 2018 23 September 2018
1.2 Pcncermatan.bersama Bawaslu dan parpol data TMS 22 September 2018 27 Septeniber 2018
(ganda dan dibawah umur]
1.3 m:n; :));PHP—] dengan Data Kependudukan Semester 1 18 September 2018 28 September 2018
1.4 |Pengiriman data hasil pencermatan bersama 27 Scptember 2018 29 September 2018

2 |Koordinasi data hasil pencermatan tingkat KPU
Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dengan Bawaslu serta
Peserta pemilu

29 September 2018 30 September 2018

3 }Gerakan Melindungi Hak Pilih (#GMHP) 01 Oktober 2018 28 Oktober 2018

4 |Penyusunan DPTHP-1 tingkat desa/kelurahan 29 Oktober 2018 03 November 2018
5 |Rekapitulasi DPTHP-1 tingkat kecamatan 01 November 2018 06 November 2018
6 [Sinkronisasi hasil rekapitulasi DPTHP-1 dengan partai politik 04 N ber 2018 10 November 2018

dan Bawaslu

7 |Rekapitulasi DPTHP-1 tingkat kabupaten/kota 09 November 2018 11 November 2018
8 |Rekapitulast DPTHP-1 tingkat provinsi 12 November 2018 13 November 2018
@ |Rekapitulast DPTHP-1 tingkat nasional 13 November 2018 15 November 2018
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Lampiran Surat Edaran Pengawasan Masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UlUR
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, T April 2018

Nomor ;S -@8/K BAWASLU/PM 00.00/4/2019
Sifat ! Sangat Segera
Lampiran -
Hal . Pengawasan Masa Tenang Pemilihan
Umum Tahun 2019
Kapada Yth !

1. Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Di-
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas han dan pelak peng Pemilu
bargama ini disampaikan hal-halubagnlberiut

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Pemturan Badan Pengawas Psmilihan Umum Nomer 28 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemiihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pearubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

4. nmkwumm-nmmmenmsmm

Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomior 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pammummmzsrmzmmmxw
Pemilinan Umum: dan

8. mmmmmmaamunzowmmm

! mmmummmzatmmmsmm

* pemilu untuk tldsk melakukan
yang dilarang pada Masa Tm sebagaimana diatur dalam ketentuan

P P g

3 B insi ' Aceh, B D ota. F
I imb k da media elek ik dan media cetak di
‘wilayah kerjanya, terhadap hn| hal yang ddarang pada Masa Tenang sebagaimana
diatur dalam g
4, P /P ih  Aceh, Kab /Kota, F
lakukan hi kepad. yelenggara iklan atau agen
periklanan baik di dalam atau di luar nuang hal-hal yang di pada Masa
‘Tenang sebagaimana diatur dalam 1 perundang 5
5. B Provinsi/P: i Aceh, B K Kota,
Kab 2 Pemilu d Pemilu Desa

melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye cimuial pada hari Masa Tenang dan
meiapotkamyauwa boqmjanopada hari terakhir Masa Tenang:
6. per th pelanggaran yang terjadi sebagaimana diatur datam

‘Demikian disampaikan atas perhatian dan




Lampiran SuratInstruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir C1Plano dan Formulir Model DA1
Pemilu Tahun 2019

Nemor . SOR A BAASTPM 00
st t DU Jakaris Yot 2015
Lamgeesn .
Hal ¢ Pungumpulan Formulie Model €1
Formulir Mode: C1, Plano dan Formull
Model DAT Pemily Tabws 2013

“.l

1. Kotea Bawasiu ProvinsiPaswasiih Aceh

: Kotwa BawasiuPavwasih Kabota
Tenpat

A Dasa Hukum:

1. Usdang-Undang Nomar 7 Tabus 3017 testang Pemidtan Limur,

2. Peroteron Bawasly Nowsor 8 Twtn 2015 tentang Porgawssun Pengawssse
Pemunguian Dan Feogroiengan Saars Dalam Pemasan Umum,

3. Purwurss womal Penthan Urum Nomor 0 Tahun 2919 Porubshan stns
Pecatueon Komis: Pemiinos Usnun Nomer 3 Tahen 7019 Temang Pemunguian
Dan Penghiungan Susrs Dase: Pernilee Umum,

4. Peratran Komol Pamthes Umam Nomor 4 Tahun 2019 Tontang Rakoepdesi

Porcichan Suara dan Penctapan Hagé Perrsitas Umum:

:mmmmmwmunn Tabun 2048,

5 Suwt Edaran Dt Pang mwss Pamréy Nomor 55.
DES4AC BAWASLUIPM DD D0MZ015 tanggee 19 April 2018 Peshal Felaksanaan
Porgawasan Porurguinn Sears, Fenghiungan Saom 200 Rebagiules Scam
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Lampiran SuratInstruksi Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1Plano dan Formuir Model
DA1 Pemilu Tahun 2019
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Formullr Model DAY Pemila Tahun 2019
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2 8
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2
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Pamiihan Uneaert

. Peratwran Komisi Pemdtan Umam nomor & Tahun 2019 perubahan atas
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Berita Acara Penetapan DPS

KOMIST PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN
BERITA ACARA
Nomor - 41/BA/VI/2018

TENTANC
PENETAPAN DAFTAR FEMILIN SEMENTARA
PEMILINAN UMUM TAHUN 2018
TINGHAT BAN/ROTA

Pada et nl Mnggn tanggpal Tusah Belas bulan Jumi Tshun Daa Ribe Defapan
Belas, Komisl Pemilihon Umum Kabupwan Klaten telalt melaksanakan Rapat Pleno
Terhuka penctapun Dultar Pamilibh Sementara Yemilihan Umam Tahun 2019

Jumlak Penskh yang terdaftar dalorn Dedior Pomikh Sementars Pesilibon Umum
Tabun 2019 adaldah sebagsi berikun

JUMLAR JUMLAH — JUMLAM PEMILH
KECAMATAN | DESA | HMLANTIS I GRr AR | PEREAPCAN | o
26 403 4313 450.874 504.620 | 995.494

Sedurghsn tincian di masing-masing Kecwmsan terdagst dalam Formulis Madel
AL 1EPY whagaimana terlampir dua menjedi beglan yang tidale terpdeabkan des Bersia
Atara iai,

Demiian Berita Acara Lol dibua pada hurl don taopgal terebut 2 ates delam 20
(cha puluh) ranplow, musng-masing cisampaikan loepuds |
L1 jeati) ranghae uniuk KPU RK

2 1 |smeu) rangleap unnd XPU Provinai Jwwa Teagal,
3| sy rangkey unnek Prawas Xabupaten Xlaven;
4 16 jempat] rangkop untul Pasts Pulitik Feserra Pemila Tahun 3019
2 ) [enen) ranglern uatuk Arsip KPU Kabupates Kioten.
KOMIS! PEVILIHAN UMUM KABLWTEP’KU\T&’K
L SITIPARIDA Karim ’;/ s -4'4/\ =
2 M MUMAMMAD JSMALL e 1% W
3 MUMNAMMADN ANSOR
4 JOKD HADI SISWARTO
& KARTI®A SARI HANDAYANI
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KOMISI PEMILIHAN UMM
KABUPATEN KLATEN

Nomgee - 76/8A/V/2028

wmmmmm

Ferssbhan Umwim Tohun 2016

&mmummmuzs&mumm-mnmnmuwn
Tahun 2018 tencang Persyusunan Daftar Pemilih ol Dadizn Negerl Dalam Penyelésagurann
Pemilihas Umum dan Surat Mdaran Ketus Komisl Pemiliban Umitm Rupubik [sdomesa
Noenoe. T03/PL.02.1-8/01 /KPU/VIL/ 2015 tanggal 17 Juli 2018, peribal Peoetopan Dadtar
Ferikh Sementasu Husil Perbalicen Pemily Tahun 2019, KPU Kabuputen Klaten:

1. Melakukun Rexapiludasi Daftar Pemslih Hawil Perbalkan DPS dan Menetapksn Daftear
Pemllih Sementars Hasdl Peebwikan Pemiliban Usnim Tahus 2010 dengnn jumiah
pemilil sebasyak 991 405 (Semhilan Rutun Sembilas Palub Sata Ribu Empul Rangs
Limal, dengan nincian pemidh laki-laki begumish 8857 (Eonput Rucus Delapun
Pulul Delapan Ribv Delopan Ratus Lime Pulubh Tujuh) pemiliy, dan peritih
perrempunn benuslah 502,548 (Lima Ratus Dus Ribe Lima Katus Empat Puluh
Delapan) pemiih, termebar i 26 Dua Puluh Enam|  Kecumatan sesuud dengn
rincian sebagniman teclampr dalam Berita Acurs ini.

2. Menyunpuikng sabnan Berita Acara Rekspitulusi Daftar Pemilih Hasll Perbailas
DPS kepada:
1| KPU Provins! JawaTengah.
2| Panwus Kabapaen Kiaten;
3| Perangcat Prmenntah tingicat Xabupaten Klaten;
4| Partad Polnik peserta Pemilus Tubun 2019,

Demiiian Berita Acara uud dibust untvik dipenpunakan sehagaimurss mestinya,

Dibruat di - Klaten
Padu Tanges | 22 Juli 2018
KFU KABUFPATEN KLATEN v
' ST FARIOA S i
2 H. MUHAMMAD ISMALL
3 MUHANMAD ANSORI
K

JORKO HADI SISWANTOD
KARTIKA SARI MANDAYART

g



REKAPTTULASI DAFTAR PEMILIN SEMENTARA HASIL PENMAINAN

FRMILIHAN UMUM TAMUN 2010
RIRS e Tegah RN iy o
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KOMIS! FEMILINAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
NOMOR « 99/BA/IX/3018

TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
RERAPITULAST DAN PENETAFAN DAFTAR PENILIH TETAF
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN

Padla han ini Kumnis, tnggal Tigs beles, Sulan Scptomber, Wwhan

Dura Riba Defapan Belss hemempst d KPU Kahupsten Kisren, t=iah

melnkeanaian Rapat Pleno Terbuia Relapituioni dan Pegetapan Daftar

Peenilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Haail Perboikan i Tingkat

Kebupaten Katon

Momindakiamuti Surst Edoran Ketus Komisi Pemiliben Umum

Republik Indonesla Nomor 1033, PLOL.2-8SD/01/KPU/IX/2018 tangal

T Sogrember 2018 tentang Fonsoenaumast DPT dan bordasarken Berita

Acarn. Nomor YR/BA/IX/2018 tentang Fencermatan Bersama Komis

Pemikhon Umum Kabupaten Klaten, Portai Palitik Tingkat Kahupaten

Klaten, Dan Badan Pengawas Pemilu  Kabupaten Klaien Serm

Penghepusan Terhudup Pemdlin Genda Dan TMS [Tidak Memenuh!

Syarss) Lainnys Oalam Dafiar Pemilin Terap Pemilinan Usum Tahun

2019, KPU Kabupaten aten:

L Melakukun Pertmikun erhudop Relapitulusi techadop Dahar Pemilih
Tetap. Pemiliban Umum Tehon 2012 yang semula sebanvak 9892920
(Sembilan rarus delagan paluh sembian dbu sembllan mtus dus
pulub} dengen rincian pemilly Rka-lskl Derjumily S83.037 (Rmpal
ratos delzpan pulub delapan siho dus pelub tujuh) pemiiih dan
permilih perguupuen Leganieh 501.893 Limu rutus 2atu cbu delapun
ratus sembilon puluh tigal pemilih, wrselar di 26 (e pulish cam|
Recwmatan menjadi ssbanysk Y8910 {Sembdan ratus delapon pukuh
sembilan ribw serarus ogs) dengan rinclan pemfih RRi-lkl bedumish
SN7.726 |Empat ratus deiapan puluh ijuh ribue o) fatus dus puaih
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empay) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 503,379 (Lima ratus
=arm riba tiga ratus tujul puluh sembilan] pemilin;

2 Perubahan rekapitulast teraebut berdasarkan pada masukan Bassashs
sehagrimana tartuang dalam Barita Acara Nemar 98/BAIX/2018
tentang Pencermatan bersama Komisi Pemiliban Umum Kabupaoten
Klazen Partai Politk tingkat Kabupaten Klaten dan Dadan Pengawas
Pemilu Kabupaten Kiaten Serta Penghuptisan Terhadap Pemilih Ganda
dan TMS Miduk Memenwhi Syarul) leinnya Dalam Penetagan Pemibh
Tetap Pemiliian Umum Tahun 2039,

3. Dengan dentildiasn jural pemilih dales Daltar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum Tahun 2019 Hasil Perbaiksn di Kabupaten Klalen ditetapkan
stbansak 080,102 (Sembilan rems delapan puluh semblan nba
ecratus tiga) dengan nnclan pemibh lako-laks berjumlah 487,704
{Empas ratus delapan puhih tujub rbu tujuh ratus dua puluh empet)
pemilih dan pemilih perempuan begjumiah 501.379 (Lime rotus satu
rbu tige reves tuh pulub sembilan) pemilh, scwusi dengan cnvisn
sehagaimana teclampir dalany Berlm Acara inl;

4 Meayumpuikan salfinan SBerite Acwra Rekapitalusi Dullar Poniiih Telap
Tiueil Perbaizan kepuda ©
o. KPU Provinsi Juwa Tergeh:

b Bawaaly Kebupgateo Klaten;
¢, Pexzerta Pemilu dngkar Katupaten Klaten; dan

d. Perangkat Pemerintah dngkat Kabupaten Klaten,

Demikian Berita Acars Inl dibuat untuk dipergunakan ssbegalmana
mestinya.
Dibuat & . Kiaten

Puda Tenggeal @ 13 Seplember 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

1. SITIFARIDA

2. H. MUHAMMAD ISMAIL
MUHAMMAD ANSORI
JOKXO HADI SISWANTO

5. KARTIKA 8AR! HANDAYAN|




HEXAPINULASE DAFTAR FEMILIN TRIAF BASIL PERHAIKAN
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1| KLATEN UTARA 3 150 12.2% T 837
Il OKIATENTITNGAN | 13 15247 18112 S1Av
3 I KLATEN SELATAN 12 [0 ) L6558 QAU
i | KALIROTES 7 LJ.!_ |43 1 4.0 =ar
3| Naawey K] 4% (EX723 A ] 335
o | KEEONARTUM ==% “ 7.813 A0 R4
T | wem . o in IS Ny 41425
1 | JOOONALAN 8 194 J= 7 N e A
2 | GANITWASNG | is] 1 18333 [KETLN R ]
1 MEANAN 73 ST % 15478 B30
1] sawseeNcGo | e 148 et 148 B
12 NN L3 W 8 .} W— .}
13 | XARANGNONGRO X3 1o 4 X8l
14| IATNaM 115 i» 2 087 45780
15 | KARANGANOM " ¥ meez | MG AT
16 | TULUNG ] a2 10467 x4 (IS
17 | POLANMARNY ‘. 197 1762 16 565 e
1A | DELASGOL in 138 16320 16,994 i
19 ] CLFER 18 TR =i Shte
30 | JUMRD) 19 T 22200 120 8
21 | WONGEAR) " 2w 38 HI AL
2| BEDAR- ) [ 15333 [LEAIN AT
I | THOCLK i 2 »arr 11100 A
21 | KARANCOOWO 19 80 18048 K428 WAT
2 _g!}!___ = L I Mo FIIE] 08
A5 2 73510 Ui 47418
A“'.h @] asis [T3% 37| e

3

L
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FRD ALK SSWANID
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KOMESE PEWILDIAN UMUM KABGPATES KLATEN
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Berita Acara DPTHP-2



HOMISI PEMILIEAN UMUM
KARUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
ROMOR : 116/8A/X1/2018

TENTANG
RAPAT PLERO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TRTAP
HASIL PEXBATKAN KEDUA (DPTHP.J) TINGRAT KABUPATEN KLATEY
PEMILIHAN UMUNM TAHUN 2012

Pada hasi ini Senin tanggnl Dua Belas bulun November, tahun Dua #ba
Pelspan Delas, Bertempat di KPU Kabupsten Xiaren relal meiskisanakan Rapat
Pleno Terbuka Reknpitulas: Uaftar Pemifh Tetap Haull Perhaskan Kedua (DPTHE
2| di tingkat Kabypsten Klaten dalam Pemilguen Umom Tahun 2019,

Bordssarkun Surar Edaran Kesis Komise DPemihan Ussum Republlk
Indenesia Nomor 1099/ PL.02.1-80/01 AP /1X/ 301 8 Tanggal 20 Sepiember 3018
perthal Berpempurnaan DPTHE. atas relsomendasi Bawasly disnt masukan Partal
Poltik Peserta Pemulu pada sant Rapat Meno Tarbalea Dsfiar Pemilth Tetpn Hasll
Ferlmikan (DFTHP-1). KPU Knhuparen Klaten teluh melnksanakan -

1 Sinkronisas! Penyusunan Dafar Pemilik Tetsp Hasil Perhamsn Kedua
(OPTHP-2) bersama Bawasle dun Partai Politic Tingkat Kabuparsn Kiaten
femilihan Umum Tahun 20018, yang diwangkan dslam 84 Nomor
115/3a/ X201

2 Rekspitelas Daftar Pemilih Totsp Husil Perbaikan Kecua [DRIHP-Y) dan
meecankan Usfins femilih Totap Hasil Pecbadan Kedua (DPTHP2|
Pemilhan Umum Tahus 3019 dengan juminh pamilih scbanyak 1.008.252
(satu juts delapas ity dun mtus delepan puluh dua) dengan rincien pemilib
Inid-laks berjumiab 495,739 (empar retus sembiles paluls Tom SO0 ek
ratus delapan puluh scmbilan) pemifh dan pemililh perempusn betjumiat
512,49G [lima ratus dua bedas by smpay mmus sembéan puluh oga)
pemilih, tersebar 6 20 Kevamstan, 401 Desa/Kelurghan, dan 43713 TP3
scsuni dengun rincian sehagni mane welampir dadam Barita Acarm inl

3. Rekapitulssl Pemndih Pocensial ot KTP-el dasi fasil tanzsanan masyarakar
Wihadap DPTHM-1 dengan jumiah Pemilih sebwnvak 3.633 [tigh rho enam
ratue tiga puluh tiga) densan rincan pemilh fki-lakl bedumlah 1904



RERAFTTLLAS! DAFTAR 1'EMITIH TETAF HASIL FIRRATKAN TARAP 3
FEMELIAN LML M TARUN 201y
OLEH K1 KARIPATEN KLATES

WANDYD SLPRIYATNG

KAMUPATEN ITALATEN
FROVINSE 1 SAWA TENGAN
xa. m“:"“‘“ 35 'mﬁ ey ML TS badacmaibivicasces mq
ST e ; o | BAKI-LAKE | PEREMPUAN | JuiMiam

1 | KIATEN UTARA ' 150 18 oy T

2 | KLAYTN TENGAN ? 36 1ni% [EETE )
) | KLATON RLATAN 13 NED 1934 5.2 TR0,

4 ALIKGTUS T 125 ATt |5.148 PN

Y | NOAWEN 1 143 1412 12710 5128

¢ | xgaomamw | 7 o T RET a0 .
7 | eEni s 182 478 3,364 43030

A | JOOUNALAN 15 s 2681 oo | axar <
4 | GANTIWARNL 14 K 13503 .90 3140

10 ] TPRAMBANAN 1% 162 18738 1547 30245

13 | NAN 1% 145 16040 13247 LX)

13 | KEMALANG n 124 14670 D) W |

13 | KARANGNONGKO " 126 Hie 15168 a0
18 | IATINOM " 199 234 23377 4nill

15 | KARANGANOM " 139w L o0

56 | TULONG 1} n N5 21465 a1

L7 | POLANNALITI it 1y LLoN LAsT! Wby

I8 | DEIANGGU 14 145 15617 17329 A |

19| CEE, 12 pITY 085 24 w7l

0 | UWIRING 19 . nen 20 468 A6zm

2| WA > 05 W4l 3219 4983) W

3 | PEDAN i 163 17 19.045 Jre

3 | TRk 13 S 31393 1207 2900 B
36| KARANGDOWD sl o 17547 18384 war piil

22| BAYAT 11 ik 25407 309N

3] CAWAS b T n7e %] a8 247
, JUMLAN Wi an 5.

Diteaghant calen Rapot o K2U Kdbapeun Kheen, |7 November 2058
KOMESE PEMILIIAN UMUYE KABLPFATEN K4

| KARTIKA SARI HANDAYANT

T INDRAWATIYULIANI

3 SYAMSUL MA'XRIF

¢ SAMSUL HLDA
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wmummmmmumun DFTAP.2

FENILIHAY UMUM TARUN 2039
OLEN XPU KABUPATEN KLATEN
FROVINSL SIAWA TENGAR
HABUFATEN /XOTA CaTEN
Jusmiah Pemilih
No.| Kama Keoxmatas Jumlal Jumlal
Dess /[ Knl TS L = Lep Hetersngaz
| IKLATEN UTARA ) 150 - - ]
4 h\'LA’:’E.\ TENGAH v 135 ) U 0
& IKLATEY SELATAN 13 } 2 2 +
3 KALIKUTES % 125 3 J 3
5 IMI:\\\'RN i3 'S4 104 108 Jcs
6 |KEDONARUM 7 o8 a8 P 33
7 |WEnDt 19 182 U 0 U
B NOGONALAN 18 ) 1] ] [
O JGAT ARNC ik 135 9 ] Q
10 _IPRAMBANAN 16 167 19 23 42
11 INANISRENUCGO 1h 145 Q Q0 8]
12 INEMALANG 13 128 0 3] o
13 [KARANG NONGRO L= 120 o O v
14 |JATINON £ 199 757 86 1443
15 [KARANGANOCM 1Q 150 1RS 17 387
16 ITULUNG [ 182 * 3 7
17 IPOLANHARIO ! 147 [ g 1
L8 |DELANGEY b | ET) B4 <5 3
'S |CEPER 18 216 120 1ia 255
20 | JUWIRING 19 1y5 237 183 -
m
a1 WOXCSAR] 18 ) 303 oS hot
22 |PEOAX 14 1063 [ v 0
23 [TRUCUN 18 203 A7 5l 97
24 |[KARANCGDDWO L0 &0 il o J
25 |RAYAT n 218 1 O o
20 | CAWS bTY] 206 ] 9 d
AL 401 4313 %04 1739 | 3833
aanen, 12 Neneber 2008
Dischicess dales sapat plenos KPU Nadupsten Klsten Tanpgmel Noverzber 2014
KPU KABUPATEN KLATEX
Noma
1 hetua BARTIRA SARI HANDAYARI
3 Anggote INDRAWATI YULIANI A
I Arggoo SYAMEUL MA AP e
4 Anggota SANSUL HUDA
S Angpow WANDYO SUFRIYATNG



(cribu sembllan ratus empar) Dﬁnilﬂ:dmmnﬁuhpnmberjmlnh
L729 (scribu tujub mutus dus puluh sambilan) pemilih, terastar di 26
Kevanatan, 401 Desa/Kelarahan, dun 4.313 TPS sestaf dengan rincinn
scbagnimana teriampir dalam Berita Acars inl

4. Rekapitulast Datar Pemilih dorl hasil perbailean DPTHE. | dengan jumlak
pemiiih bary schanvak 24,240 (dus puluh empat ribu dua ratus ompat
Pty pemilih dengan rinclan pemilih lakd-faki berjumiah 10.456 fsepuluh
Hbucmpatnmalimpu!uhenmjp.mlﬂbdnnpmllmmmpmn
bejumlaii 13,784 (tiga belas ribu tujoh ratus delopan puluh empatl pemility,
pemidih tidak memanuhi syarut sehanyak 5.062 (ma ritn: enam pulub dus)
pemilii dengan rincian pemilih lals-lnki berjumiah 2 3894 dua eidy Uips
rarus sembilsn puluh empat] pemilik dan pomidih perempuan begumiah
2,683 {dua ridu enam ratus snam pulub delapan) pemudih, perhallcan data
pemilih sebanyak 2.036 { dua ribu tiga puluh enaw) pemilik dengan rincian
pemilih laks-laki becjumlah 992 (sembilan carus sembilan puluh duu)
pemilih dan pemilh perempuan bedumlsh 1.044 (seribu cmpat pulch
ompas) pemiih, torsebar & 26 Kecamaran, 401 Desa/Kelurahan, dan 4.313
TS sosum dengan finsing sshagaimans terlampic dalsm Berita Acars (nd.

S. Penyampadas Safinan Berita Acere Rekapitulax Daliar Banlih Tewmp Hasl
Perbadzan Kedua (DPTHP.Q| Rekepitulasi Daftar Pemilily Totap Haell
Perbeikan Kedun (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Potenwial Pemilih Non
KT8-¢l dakam DPTIIP-1, dan Rexepitulesi Duftar Pemilih Hasd Perbedkan
DPTHET kepuds |
1] KPU Provinai/KIF Aceh;
2] Bawsalu Kabupasea /Kot
3] Partwi Palitik Prserta Prmilu tingknt kabapaien (kota, dan
4) Perangkat Pemerinial dnghus Kabupaten fkota,

Demikiun Berita Acara ini dibuat untuk dpergunaken scUsgalmana mestinyd,

Dibuat di 1 Klaten
Fada tanggei ! 12 November 2018
Komisi Pemifihan Umum Kebupaten

1. KAKRTIKA SARI MANDAYAN!
2. INDRAWATI YULIANI

J.  SYAMSUL MA'ARIP

4. SAMSUL BUDA

5. WANDYO SUPRIVATNO

Berita Acara DPTHP-2 KE-2



e el

EOMIS BEIILIRAN L UMUNKOMS] INCEFERIDEN PEMILIHAN
KASUPATEN / KIOTA KLATEN

EERITA ACARA

TENTANG
2APAT PLEND TERBUKA
BEKASITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILM TETAR
HASIL SERBAIKAN KEDUA DPTHR-2|
TINGEAT KABUPATEN/KOTA KLATEN
PEMILMAN UMUNM TAHUN 2010

Pada el ind Selaga mnge o 11 bulen Desemibaer, tabun Cup Ry Delagan Aalis barempat &
KLATEN  KPU IR Kabuper=n/Kote KLATEN tebsl malaksanakan Rapat Torbuka Rekaptulacl
Disfter Pemlify "etaps Has | Aasiear Xorias [DPTHP2) di tingkat Katupeter/Kots datsm
Parbian Umnes Tatr 2000 Sardegackha Sient Felnras Katus Kareesd Parnilibarn Utmam
Papubilik bifonesis Nooor TEUPLNZ 1-S0/0 " KPL/XUINTE Tangaal 21 Novamiear 2018
partul Perpan]ingad e Letja pe v epumazs DITHD selama 30 hari s1as rekomendas
Basvaslu dan raiuan Farcs Salleis Jesemy Pamib pada seat Rapat Pleno Tecbuka Daftar
Demilia Tetap Yusl Perbylvr 1 (DOTHR.D, KahupatunXKota teah melaksanaian Rekapitilni
Dafear Pemilih Terap Hae | Decbaknn Kicdua (DFTHP2) dan maretapkan Daftar Bemilih Tetap
Hall Ferhaikan Kadud (OF7HPY Bemiliban Umm Tahon 2019 dengan |ussian pemilih
sebarrpak 1004826 deng rocan prrtdil ki<l o berjumish 498152 pamiib dan pamiib
peewnepuan bedunilzi 310374 pect TR sorschar @ 26 Crrarnatan, 401 DesaMerfurshan, dar
A3 TS sesun deigun e ies selanslinang terfarair dalam Serna Az ini

Jumméah Pesnilin

Kecamatan Keluahan  TPS L g TotaiP
PRAMIANAN 16 167 16852 19652 385647
GANTTAZENG % 135 15398 15851 31249
WeDI 12 8 20358 s 41354
BAVAT 1S 18 2888 s 51067
CAWAS a0 s 7igal Jaeh? 43353
25 & 4313 494132 510374 1004526

Rt R R R e SR 1 "



yEEn

Kecamatan
TRUCLL
KEBLNASUM
JOGONRALEN
MANISRENGGO
KARAMCNONGAT
CEPER
PEDAN
LARANGDOWG
IWIRING
WORGAER]
DELANGGU
POLANRARID
KARAFIGANOM
TLLUNG
JATINGM
KEMALANG
NGANEN
KALIKOTES
KLATEN LITARA
KLATEN TINGAH
KLATEN SEATAN
26

Foh gy ¥zl

Kelicahan  TPS
18 265
7 a6
14 185
12 145
¥ 126
1% RREA
1= 163
% 180
18 195
1A 209
12 148
12 a7
t¢ %9
35 it-7]
@ 1))
1z 128
13 4%
! 125
-] 15¢
E 3%
12 138
401 4313

amn
7830

22857
18243

14201

18881
1790
22484
24363
1641
15872
17757
20795
22787
T4a4Y
1358
RCln
17961
155350
155883

494152

Pemilih

11486
8177
22518

14974
23502
13926
12328
23318
2511
17245
15820
18295
2133
23219
15594
17534
15044
18827
17105
16931

510374

TotalP
62397
15807
43472

3340

52452

Jr4T7

32832

5052

LGA00
e3%38
33003
26631
36758
N
32216

1004526



REKAPTILLAS] FENY DMPURNAAN DAFTAR PEMILIL TNIAY HASIL PERBAICAN L (DPTHRL

PEMELIIAN LNAISE TATRON 2008
OLEH KM KARUPATEN KLATES
KABUPATEN tKLATEN
PROVINS 1 IAWA TENGAM
wo.| i l UMAT [ JUMLAM PEMILIN M
et FAKLEAKE | PEREMPUAN | JUMLAI
| KLATON UTARA K 12¢ 17041 wmurT| m
3 | KLATEN [ENGAH E 136 16050 AL 8,134
3 | KLATENSELATAN 1 3 1190 e X
1| KaUROTES 7 3% AT 1504 2451
5 1 NUAWEN 13 e 1ar T84 1.9
¢ | KEBONARUM | 1] [ A% BT W
T | wEn 13 0 3050 R 4454
3 | JOGONALAN il ! 198 21897} 2818 4§47
|F | GANTTRARND I 13 140 —1888) J1.346
14 | PRAMBANAN e 107 IE$82 10882 S
1| SARISRINGKCHD & 1Ly “L&l) 17 IO
12| KEMALANG i3 124 14440 T 3w
13| RARANGNONGRO i ™ 14301 1407 2078
4| 1TaTvam i& i ALne FM L) ke
12| KARANGANUM (L8 M) 17.097 18393 2009
W | TULUNG & L35 0% 233 &5
POLANHAIID Loy | 147 15872 AR et
1| DELANGOU 10 4 0411 17349] xsese |
CEPIR 12 FL 2 o prE) 0402
28 | AUWIUNG w 1% =491 B3| S0
Il | WONGSARI L} 2 | eyl paw | ‘%ﬁ
2| PEDAN 1 L) 183581 k|
3 | MuCUx s 24¢ EINTLY I 7T
M| KARANCDUNG ) ey 1l e | %639
3] BAYAT [T} 3k LT I %)) 1
% CMW\E M e = ) R
' — doi] a3 Besn]  som
Dicagie: SumRes Plao KPU Konaen Kl 11 Deserbe 2018
KOMESE PEVILIHAN UMUM KABUPATEN i '
KARTIKA SARU EANDAYANT

[

I INIRAWAT] YULLANI
) SYANSUL MAANT

1 SAMSHL HUDA
$OWANOYO SUMLIYATNG

Berita Acara Penetapan DPTHP-3



HKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
253/ PLOT-BA, 3310/ KPU-Kab/IV 2019

TENTANG
RAPAT PLEFO TERRUKA
RERAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL FERBAIKAN KETIGA {DPTHF-3)
TINGKAT KABUPATEN KLATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Padda v ind Sclwss Anggal dus dulen April, whun Dua Ribu Scmbilan
Helns, bertempas o KPU Rabupaten Klaten, XPU Kabupaten Klaten wileh
melaksanakan Rupst Terbuka Rekapitttest Daltar Femilih Tetap Haell
Perbaikan Ketan (DPTHP-3) 41 tingkat Kabupaeten /Kot dalam Pemilihan
Umum Tabun 2019,

Berdasarksn Suret Edaman Ketua Kamist Pemiliban Umum Republik
Indonesia Namor = ST7/PL.U2.1-SD/01/KPU/ I /2019 Tangesl 29 Maret 2018
peritul Tinduk Lanjul Putussn Mahkamah Konsttusi Repubiik Indonesia
Nosucr 20/ FULXYL 2019, Kabupaten [Hota telah melukeatakan :

|, Rekapitulasi Danar Pemiiih Tewp Hasll Perbaskan Ketign (DFTHP-J) yang
ridak mengalami perutahan dar Dallar Pemilin Tetap Masl Persaikan

Keduo (DPTHP.2) dun menctapkan Duftar Pemiiih Tatap Hisdl Perbaikun

Hetige [DPTHP-3) Pemiliban Umum Tahitn 2010 dengen jumlch pemilih

schmnyek 1.004.826 dengon rincien pemilih  laki-lalh  becjumiah

494.182 pemilh dan pemilih percinpusn begjunbah 510,374 pemilih,

lerizetar i 26 Kecamatsn, 401 Desa/Keturahan, dan 4313 TPS sesuai

cengan Cncian sebosisans lerbanpic daben Berita Acsra ink

2. Hekepitulesl Daftar Pemiiibh Tewp Hanil Perboikon Ketigs OPTHT-3|
tercdapat pemilib tidak memenuhi syarar sebanysk 28494 peniih dengun



rincian pemilih kaki-taki benumlsh 1418 pemilih dan pemilih perempusn
befumish 1426 pemilih, tersebar dl 26  Kecamabn, 312
Gesa/Kelurshan, dan 904 TPS sesusi déngan rincian sshagsimana
terlampir delam Berita Acara .

. Rekapitulasi Dafrar Pemilih Tetap Hswl Perbuskun Keligs |DPTHP-T)
terdapal perbwikun data pemilih sebanyak 4489 pemilih dengan tingan
pemilib laKi-laki beruminh 2169 pemith dan pemiiil  perempuan
begumich 2320 pemilih, eszobtar di 326 XKecumatan, 316
Dysa/Kelurahan, dan 1237 TPS sesual dengan dnesyn scbaguisung
terfampir dalam Borita Acars inl

4. Penewpun Daftar Pemilih Tumbahan (DPTD| yang masuk dalam

Pemnilibsa Utsurn Tshun 2019 dengen jumlab pemilth sesenvak 1797
pemilil dengan roclan pemilif laki-laki berjuminh 796 pemilih dan
pemilih perempuan dSegumiah 1001 perulify, tersebiur di 26 Kecamatan,
378 Desa/Kejurahan, dan 744 TPFS sesual dengan  sebagnimama
terlunpir dulam Beritis Acara |,

5 Pmetapan  Daftar Pemilih  Tambehan (OPTH vang  keluar dulum

Pemilihan Umum Tahun 20310 dengan jumlah pesilih sehanysic 4138
pemilih dengen rincian pemilily laki-laki befunlsh 2079 permlin Gan
pemilih pecempuan bejumiah 2068 pamilih, tarsebar ¢l 26 Kecamatan,
470 Dow/Keluruhan, dan A288 TPS wesuni dengan sebagaimena
terlampar dalam Berita Acern ins,

Pemilih penyandang disabilins sehanyak 2912 vang iendin darl:
1) Tutsa Dakaa BESE

2] Tussa Netrs 570

3) Tunas Rungu/Wicara 453

4] Tuma Grahita 330

S) Disabditss ainnye 464
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Demukian Berily Acare ini dibuae dalam 5 (lims! rangkap, masing-masing
renakay ditsndatane oleh Ketua dan Anggara KPU/KIP Ksbupsten/ Kot dan
disampaikan kepsda

1|
4
3
4
3l

L KAMTIRA SARI HANDAYANI, S, M.

2. TEDRAWATY YULLANI, S0

A SYAMSUL MATARIF, S.pA1

4 SAMSUL HUDA, S

3 WANDYQ SUFRITATNG, 531 N

KPU Provinsi/KIF Aceh;

Bawuslu Kabupaien /Kota:

Partni Palitix Peserta Pemilv tngkat Xabupaten/ kota;
Ferangkut Pemermuah tingkat kabupaten /Ko, dan
PPS melalui FPX.

Ditrunt &4 : Kinten
Pada wmnggal : 2 Apeil 2019

Komisi Pemiliban Umum Kabupaten Klaten

Berita Acara Penetapan DPTb-1



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
Neatir « 10/ PLOT-BA/ S310/KPU-Kak /1172019

RAPAT PLENG TUERUUKA PERETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DT
TIRGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIEAN UMUM TAHUN 2019

Pada bt Senir. fargn’ Oelnpan deles bulan Fehroari tahun Due Ribu
Sembilan Belas berempar dl Kabugaen Klaen Provinsl Jawa Tenpaly wigh
melaksunakyn Rspat Plmo Peeispan Daftnr Pemilih Tambahan [DPTS Tinghat
Kabas et Kaden e Pondliun, Vmuem Teliun 2019,

Dl Rupul Fivos wosebul, KPU Kubupwien RKisten melikuXen Penetapoan
Dafrar Peenilih Tambaban [DPTh) demgan dincian selmgai herkie:

L. Benetapan 085 vung misal dalum Pemilihan Umum Tahon 2009 desgan
junilaly pemild: sebanviek 487 pemilih dengan rincfan pemillh laki-aki
borumssh 182 peruilin den pemilib perempuan berjumlak - 3§ pemilih,
wrsenar <t 20 Recamarar, 401 Oesg ) Relurahan, dan 4.313 TPS scsusl
dengon rehagaimann inrlampér dalam Berita Acara ini.

2. Myoelapun OPT yang keiuer dudam Pemiihon Umuem Tahun 2019 dengoan
rintian sebagnl Sesikeut

o Pemulln Ke'var vang meaguras di daeral gsal sedanyak S9R pemilih
deagan rinvwn: pemilih ladd dakl berjumich 207 pemilih dan pomiiih
perempuitn begjumkih 291 pemillh, tetseber & 4.313 TES, 0!l
Dewn/Kelurnimsn, dun 26 Kecamalan eewusi dengan  ecboguaimana
Teridmpar ditlam Serita Roamm

il

Pemiilin Kelune vang mengurus o dneran hifjuan sebanynk 51 pemilix
dengan rincint pentialt Inc-laki berjamlnh 235 pomilth dan pemiiih
poieplen bopaalsn 20 pomiling  tersebxr gt 4313 TPS, 41
Daso/Kelirnhios. dan 26 Keeomatan sesimi dengan scbhageinmana
leriampie dajnm 3t Acars mi,



& Penyumpeisn Sslinan Berita Acarn Penctugun DPTh kepadw
&, KPU Pronas Jawa Toagah;
b, Bewasiu kuouparen Kleten:
€. Perwakilan Pesenu Pemilu tinghat Kebupaten Klaten;

d. Perangkat Yemerintuh tngkar Kasupaten Klatesn, dar
o PPSmelatyi PPY,

Demildan Beziis Acarz dnl lbuut untuk dipergunakan sebapaimany
™MEatiny e,

Diterapkan di : Klaten
Pocda ranggal @ 18 Februasi 2016

KOMIEL PEMILIEAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NG NAMA JABATAN 'l‘ TANGAN

4

I, Xarcka Sai Handayani, 8.E. M8L  KetunooToma (¥ . :
2, Indraward Yulieal, S H APl e Y

3, Sywemeul Mawdl, BT AR -+ Ao RPN A
4.  Sumsul Hude, S.H.1 An

(7,
5, Wamtve Suprivanio, S.H, M.H Anggows 3 0 pisbaton vsemre
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Berita Acara Penetapan DPTb-2



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
Neeor = 120,/PLOL-B, 331 0/KPU-Kab /1112019

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR FEMILI TAMBASAN (DPTH
TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILITIAN UMUM TAHUN 3015

Pada hard Rala tengpal Due Pulvk bulan Mwel whun Due Riba Sembilan
Bels berdempat dfi Kebupaten Kalen Provinsi Jaws Tengah telsh ncfeksenmknn
Rapar Beno Panccapan Daftar Pomlilih Tandaban (DPTH| Tiaghat Kabapaten Klaten
dalam Perxiliban Umum Tahun 2019,

[alam Rapat Fiano tersenur, KPU Kobupaten Klaten mulsicukan Penyisgan
Duliur Peandth Tumbohian (DPTY) dengan ricem sebagai bectikut:

1. Penwtapun DPFTh yang masak dalam Pemilihan Umuam Tahun 20319
dergan dnclan sehagal berikut:

# Pymilil mseeile ynng merguoas di dayrun assl sebanyax 948 pernilih
dengan tinclon pemilih Inke-faki ejueniah 488 pemilib dan persiiib
perumpian  bejuminh 494 pemilh,  tersebar dl 399 TPS
245 Desa/Keuvahan, dun 26 Keeamaton eesual dengan sebagalmuna
wrlasaplr dalam Darits Acars inl

b, Pemlih masik vang mengurua di doerah rmiuwsn scharyak 049 pemilh
denpan racian pemilih Ix<i-lnki berjumilsh 349 pemilh dan pomilih
perempizan  Verjuinlah 30U pemilibh,  rersebar i 3532 s,
167 Dusa/Keolurbons, dan 26 Kocamaian sesuw Gengan ashugaimand
wriampic dalam Berig Acwea ini

4. Fenewmpan DPT yang keluar calam wemiliten Unmium Tahun 2019 dengan
Ancisn svlagal berikut:

4. Freadiiny keluas vang mengeeus o doerch el sebacgak 1153 pemilin
dengen rirclan pemith lakllaki becjuminh 506 pemilin dan pemiin
pertmpoan  begumlsh  60R  pemith,  temechar  dl 391 s
300 Dewn/Kpluraban, das 26 Kecumuian semsi dengan schagumana
A mpir dalam Decdiz Acwcy, il



b. Pemilik keluar yang mengurus di daeruh tujuan schanysX 2832 pemilin

demgan rincian pemidh ki-leki berjumiah 1469 pemulih dan pemitih
pereznpuan  begamiah (303  pemnilh, tersebar ol 1299 TPS,
370 Desa/Keluranan, dsn 23 Kecamatan sewni.dengan sebageinans
terlampir dalam Berity Acars ini

. Peryampaian Salinan Berna Avam Penetupan DFTY kepada

&
b
&
d

. KBU Provins Jowa Tenash;
. Bawasd Kabupaten Klarer:

Pernakilun Peserna Pemilu tagkar Kabupaten Kuten;

. Pemangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kiaten dun

PPS molnhai PPEL

Demiking Berits Aciza inl dibust untulk diperzunakan ssbigaumana
moutinyw,

Ho

Ditetuplmn di  © Rlulen
Padn tanggal : 20 Maret 2019

KOMIST PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NAMA JADATAN  'TANDA TANGAN

Karrika Sari Handuywu, S8, M.M Ketun

Syugnaul Ma'arif, SR

Indrawosl Yuliani, §.H. ;&
u. Jll ﬁ\l
ﬁ

3
-~
';'& _,//“'
Samsnl Huds, §.H1 Hg

Wantys S priyante, S H, M.H Anggntm %
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KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
NOMOR : 27/PL.O1-BA/ 3310/ KPU-Kab/IV/ 2019

TENTANG
RAPAT PLENO TEREUKA REKAPITULASE
DAFTAR PEMILIM TAMBAHANK (DPTh) TAHAY KETIGA
TINGKAT EABUPATEN KLATEN PEMILIMAN UMUM TAHUN 2019

Faddg hari mi Kamis targgal Sebelan bulan Apell, talivin Dua Ribu Sembian
Belaa, bertompat ¢l Rumah Makan *ANGLONE SIMAKT, KPU Kabupaten Kinten
iwh melokeanakan Rupat Flenn Rekapitulast Dalar Pemiik Tambahan 10OPTb)
Tahap Ketiga di tingkat Kabuzaten/Kota dalam Femilihan Umum Tahun 2019

Oam  Rapat Pleno tardebut, KPU  Xabuparen Klaten imenstipksn
Rekamiulani Daftar Pemizih Tambahan [DFT0) dersan Kncisn sebagal berfiut:

1. Rekagitulasi DPTD yang masuk: dalom Pemsilinan Umum Tahus 2019 deagan

TinTian schagai berikut -

2, Pemilix masuk vang mengurus éi daerah asal sclanyak 1142 (Saribu scratus
cmpal Pl dul pemiih dengan rinclan pamilih laki-ka berjumlah 616
(Eaam ralus enam befas)  pemilih dan pamills perempwan berjumiah 526
[Lima ratus dus pulub cnam) pensiliyy,

b, Pemilth masuk yung mengurus di dacrah tufean sebanyak 1062 (Seriby enam
pulah dunl pemilih dengan riocian pemitin laki-lak: byumiah 463 (Zmeal
ratas enam puivh tiga) pemilib dan pemilih perempunn herfienlak 899 (Limo
ratus semblian pulub sembilan| pomilh.

2 Hekapitolaal DPT yang kehoar galwn Pemiiien Umuen Taohun 2006 dengan
nncan scugnd berilaut:

4. Pemitin Weloar yang mengurus 55 daerah asad sebanywk P31 (Sambilan satus
lign pulih watu) gemibh dergon Macian pemilibh nki-lald berjumicls 428
IEmpat rrus dua pubsh delasas) pemilih dan pemilih percmnpuan berjumiah
803 [Lira ratuo tpa) pemilih.

Berita Acara Penetapan DPTh-3



b, Pesmilin Kelunr yang mengurus di deyrab tojuan sebanynk 3343 (Tiga nbu tiga
ratus empat puiuh lima) pemilih dengan rincian pemilih leki-laki begumlsh
1716 (Seriou tujuh matus enam belas) pemilih dan pemilih percoipian
berjumlah 1629 (Seribu enam rutus dud puluh sembilan] pemilib.

3. Penvampaian Salinan Berila Acara Rekasinslass Daflar Pemilih Tambahan (DPTD)

Tabap Ketigs Pemilu Tuhun 2019 kopada :

a. KPU Provinasg

U, Bawasly Kaoupaten /Kot con

< Partai Polisik Pescria Pemilu tingket kabupaten/ koly,

Demikian Berita Acara ini dibust untuk dipergunnkon pebageimans mestinya.

Dibuay di 1 Klaten
Pade tanggal - || April 2019

1. Kartikn Sarl Hondaywni, 85.E., M.SL
2. Indrawati Yuliani, SH.

3. Syvwunsul Ma'enf, S.Pd.]

3. Samsul Buds, SH

5. Wardro Suprivaina, SH, M.H
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Berita Acara Pencermatan Daftar Pemilih Ganda dan TMS
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KOMISI PEMILINAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

EERITA ACARA
NOMOR : 98/RA/IX /2018

TENTANG
PENCERMATAN BERSAMA KOMIS! PEMILIHAN UMUN
KABUPATEN KLATEN, PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KLATEN
DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLATEN SERTA
PENGHAPUSAN TERHADAP PEMILIH GANDA DAN TMS
(TIDAK MEMENUHI SYARAT) LAINNYA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada han Kaniis tanggel Tige belas bulan Seprember tnhun Dus R
Delapan Beles; dadam rengla meninésklanjut Surat Edaran Ketua Komis
Pemilihan Umum Republik Indansaix Nomar 1033/PL.01.2-
SD/OL/KPU/IX/2018 tanggal 7 Septamber 2018 peribal Penyempurnann
Dafter Pomilih Tahun 2019, KPU Kabupaten Klaten bersama dengan Badan
Pengamws Pemilu Kabuparen Klaten dan Parad Politk Tingka: Xabugalen
Kisten telah melakukan pencermatan dersama terhadap indikas: dota ganda
dan pemilih TMS dalem DPT Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagaimena
berilcut ;

L. Rexomendas: Bawasls Xabupaten Klaten ssbanvak 2.383 (Dus ribu igh
#atios delapun pulun iga) pemilih THES @ 2,383 |Dus ribu tiga ratus delspan
puluh tige) pemilth TMS arena Gunda

4, Seff Assassment scbanyak 0 (nol) pemilth TMS dan 204 (Dua ratus empar)
pemilih periu dilakwkan perbeikan clomen datg @ 204 (Dus s cmpat)
pemiil TMS karena status pormikaban dan NIX,

Hasl pencermatan  dan penghspusan/perbalkan  scbagaimana
teslampir pada Lampizan Berita Acars inl,

Salinan Benta Acara ind disampalkan Xepsds ¢
1. XPU Provingi Jaws Tengah;
2. Bawashe Kabupaten Kluten;
3. Partai Molitik Tingkat Kabupaten Kiawen;



_Dcmﬂn:m Berite Acars uu dibnst untuk gipergunckan srbogoimam
mesunya

Dibuar di ¢ Klaten
Pada tanggal | 13 Sepiember 2018

PESERTA RAPAT PENCERMATAN DAN PENGHAPUSAN

KETUA KR KAR
1. SITI FARIDA KLATEN 1/k A
: ANGIGOTA KAB. S
2. H. MUHAMMAD ISMAIL KLATEN O, =
ANGGOTA KAR,
3. MURAVIMAD ANSORI KLATEN D st b e
- ANGGOTA KAB.
4 JOKO HAD SISWANTO KLATEN R » Praren
5. KARTIKA SARI HANDAYAN? ANCGIGOTA KAD,
KLATEN
BAWASLLT KAB.
e par KLATEN
T A Friried PKB
a /i .,; RLA et GERINDRA
9. Pos
0§l gif OOLKAR

Ao Do [P0 pagrat xasoes
12, fave  Hprmaosn FARTAL OAKUDA
13 YAMOAQ ADI PARTA] BERKARYA
i3, M"“’J”“’i PKS

-

5, ’)-L. B4 PARTAI PERINGX)
o Widsop. [ ere
17, PSt
18 fooesr Tow § -3 PAN
1. Somorda, 4 PARTAI HANURA
20. /&(ﬂ}/ﬂ’ PARTA! DEMOKRAT
21, fevk e Pehans Shaw OB
22. yn )
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Dtrtaaton dal i Rapee Frevan KR Codvsparnm Kowertt |5 Sepreentior 21114
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Rekomendasi Bawaslu ke KPU



BAWASLU

BADY ST VALY TR A LT

KARUPATEN KLATEN

Secrstanat - JL Bwl N 32 Kenar

Tels 182272200412

Wikt wnsntabizten Sogepat oo ie

ol Saewer s AR m tor

= e ——

Klstan, ©{  Dessmoer 2078

Nomor @ 332 Bawasly Prov JT-14 109 020872018
o : Sogers
Lampran ! (sstul boes
Padnsd  : Baromengae
Kepoda
Vih  KETUA KPU KAGUPATEN KLATEN
u.
TEMPAT

Dazer

! UngangeUincang Dasar Reputie ndonasia Terun 1045:
A Keteniuan pasa 25C ayat (2}
“Setpp orang tehak LNl MaMEjan dired M MATEARNSn hakrye
S=CATS XKOWEH WTIUR MeMbangun Masya kst DANISE AAN FASL ey’
B Ketantuan pass 750 ayat (1]
SO0 wEON MEGATR DN maTpetoah  bessmipatan yag same daam
pevedmahan”

2. Undeng-Usdang Nomor 12 Tetun 200G (artany Fenpesara nernuonyl Cownart on
Clell and Paitical Rights (Kovermn Intwnssicnal tervang Hak-Hon Sol can Poltk)
Keantuan pasal 25 Xovenon Inlzrnesionsl Hek-Har Spl dan Polbi
“Sotap werga negars Ao hor:s mempumyd hax dan kebelasan tnee permicaan
:om dirakaod dolam Pasal 2 can tanpd cembalasan yoas lisak

ralsann

o] lut delam paiskaansan unisan pamerrisnsn bxk secam kengzung mausun mealald
wold wolll yang Splk sacien batasy

B} Memiin don Sakh pece pemikan umum Sadaln yang juur. dan dengan hak oy yeng
anveisal Can SIMR SAts diskukan MEAkl gemusguies sars sacars rahasis
urtuk menfamin kebebasan daim menytokan kempusn der pora pemih;

) NAMDIrcien AkInT DHES DA XYRET (Frum & Negaransa A3 dRsaT PersaMaIn ~

3 Urgang-Undang Nemoy 7 Tahus 2017 Tentens Peminen Umym

4 Feratwan KPO Noer 11 Tahes 2018 Tertang Perpasune Datsr Pamiit & Dslam
negen Dalem Penyelengpacasn Pemihan Umuer,

G Surat KFU R) Nomor - 3428PL C2.1.E001MPVXV2IE tangyw 21 Novendker 2018,

&

mg::romgummm OPTHE selama 30 had

Surat Sawssks ergan Nomor 'D4SawesuProy JTPWMO1 O IX2018
@rggel § Oxicper 2018 perhal Instruksl Peogowasss Peryempumasa Dsftar Femiin
Tatop Hasl Parbakas (DFTHF) Pasyk Tebw 2016,

T Temuan Bawasi: Ketupssen Kialen aies hasi sencermsian DPTHP-2 Persly shun 2010
“an Matan manammkan DET farivdhas Oeande NlKMlk E414 data dergen fnsmn
lateiiahi 3079 dao parienpuin 3 343 [leisnger i COCoops D)

B Tamuan Bawasu Kaoupasen xien a1as hasl pancamiatan DFTHP-2 Furdu tahon 2719
Kt Klwwes munsrsukan OFT teosdikss Gancs NSK dan Nama ssboamysc 3,53 data
mew 1,453 can peramguan 2 078 feraror & COACompads INsd)

9 Temue Basak Kasuosten klen siss hasl oenusimatsn OPT9-2 Pemiu ahee 2015
Kah Yisen menemutan DPT tetindkiss Gande NEK, NIK NAMA setanyak 595 sata
dongan sncan Mk laki 222 gan pasamaian 177 fledamalr 81 COCormpadt Diso)

13 Terman Sanaak Kabupalan Mater stas hssi pencamatan DOTHI-2 Pamiu tahun 2015
Kas Kistan secerdkan CPT terindinasi Ganda N doa NKK sebarysh TD1 sata dargan
fincian akceine 205 dan parempoan (24 [tordampr ol Disey



11 Temuan Bawasi: Kaoupstas Helen sas el penoemsten OPTHP-Z Pemill rahun 2013
Kal Kigwn mengmaiesn DFT arndikes: Ganda Nama TTL den samat sabanyat 1818
CROR RSN NGEN BKi-ieki 77T dan persmpuan 1, 241 tedamar di CO'Campact Disg)

12 Tamuan Saausic Katupalon Hnies ates Masd sencamutan DPTNAZ Parmils tabun 2096
oo, Kslen menemdan CPT wrindkasi Gondo NIK dar Nama scbanyoi 1,183 clata
Cemgen rnca lwki-atl 42 dw perempusn 700 (teviampir ol COCompacr DVsG).

13 Temuay Bawsnu Kabupaten Maden atas hasl pencermatsn CPTHP-Z Parsiid lahun 2018
Kab. Kiten menemikan OFT renndizal d&s Invalld sebarysk 3356 deta dergan nncan
taktakd 1,587 dan pammpiss 1760 Nectarepir di COVComoas! Diss)

14 Tomuan Bownsiv Katupaten Ysten atas hasl sencermalars DPTHP-2 Persiks mhun 2018
Kab. Kiyen mensmukan OPT serncikas| THS Lannys sedanyek 1 385 dsts osn 2.275
daf@ pemilh baru terampr di Lamoian 1),

15 Tamua Baansly Kabupelen tlwe=n atas hasl pencematan OPTHP-2 Femibs ahan 2016
¥ak Kiaslen manemikan betbecosn dots O rekop DPTHP nosil Plenc longgas 92
nevember dengan by Name yang di Wim ke Sawasic Ke Xabupaten IKemt &) Keoumamn
Kisten selstan cn Katen Tengah.

Bercmsackon kal lersebul of atas, don calm rEngKa Mevajudkan At pemih yang
bertuaitas, bamsama Inl kami lamprien duls DPTHPZ lerndiasi TMS  seanjitryn sam
TarRkomandasikan kapads KFU Kab, ®lsen umus .

1 Malscuken kroscek apengan (angsung) stas data-cala yang kami! kimmy

2 Memben xeteranpan “Vaddinvalldsudah kremesi stsy Belum Rrescek” coda kolom
Tindak lanjut Rekemendasi pada form byrame,

3 Hesi peacermalan ligargan (angsung) sabsgamana térseout o sas sgar kami
gibaritahu hisdnys ¢an diberikan salinanmys. sebagxmana ceientuan cesy 18 (0 UL
Nomar 7 Taun 2017

Demikan Kooy carmpaikan Lriuk 5a0ors SHarushan pebuagaimuns mestcys, was sertatiantys
chutapkan terime kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUN
] KA”ATEN KLATEN

T6NDLESO & 2ampalkan Yih
1 Esusdia Paapesrvan Tergan di Semarang:
2, Pyticaaal,



5 BAWASLU

SATAN PEVBLILE FEREIU LM
SATURRTRN KLATEN

Sereianat: JL Bekdia 32 Xilen

Tak +22272I2912

Wiiate - paewasal-Hoton Sogeeat 6.9
L pavedssabdlaenté@geal com

¥aton, 2% Nevambar 2078

Nomar (3.3 Sawasu Prov,JT-14 01 T2X02013
St ]

LaMNran | -

Peitwl Bokomendlss

Kapads
YIh Ketss KPU Katiupaten Kiaten
o

KLATEN

A Desar
1. Ungeng-Undang Normer 7 Tahun 3817 Terdeng Femiman Umuey,
2. Pachwacksy Nomor 21 Takun 2018 Tenlsny Fengawssan Penyslenggarsan Femihan
Umum;
3. Peraturan Komai Pamvieas Umum Nomer 11 tahun 2018 Tertarg Feryuscran Daftar
Pemih 27 Daam Nagar Dalam Fenyelenpgarasn Pemiihan Umum

B, Sercasarkan Masll Temusn Baden Pargiwas FemEnan Uirum Kabupeten Kixten terhadio
penstspan Daflar Pamin Yotip Masi Perbokan Pertama ( DPTHP-2 | yang teian
Sistapsan vl KPU Kstugalen Kslan pade ansgal 12 November 2018 ditamuan dals
daftar pemiin géevta di datam DFTHP-Z fersabut syjumiah 7258 permvbh gancs dengen
Indicator NX
Daftar nama car! rokap teysedbot avates teviampir dalam dentak GO Drive).

C. Sahwe atos dasar tarsabut dotas, sariz dalam upaye menghasi<en Deftar Pemih yang
Furw dan behuaiias meka Badan  Fangawss  Femihan  Ketupaen  Kiglen
merekormancaskan Koy Pamihan Umum Kabupaton Kiatan unoue mempaernatikan dan
mencermanl kemdal Daftar Pordit Tetap Hasil ParDalkan Kedie yavg swdeh
ditetapkan untuk difakukan perbaikan,

O Dem&an sural ni Kami SaYpsin untue dRndakisnys, tss parhalian dan kejssama
yang bak kami sampaikan termma kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNUM
’KJBU?AT?“I'(UTEN

ARIF IRRO . 8IP

Temrbusen Wacaga ¥ih
| Bawanh) Broveni Jaws Tasosk
2. Anip.

Jawaban Rekomendasi dari KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN
Klstsm, 10 Desember 2014
Nomee A TU 03 2 SINFALRPU-Kah XIEIH Kepada:
S : Perung Yiho  Ketua Buweslu Cabupaten Klatn
Lampiean | | s berkis i
Perifal Jawebun Reknmendesi Tespat

Berdaserkan minss Kigas KEU I Neenor: IJ9FLAR1-SDOVKFUXE01 8
trgg 31 Nenwsiher 2018, poritel perpusjasgpan masn ket pevpeinpamaan
DPFTHP selama 30 hai, kani KPU Kab, Kioten mokkskan parathan daftar peesitid.
solah ratumys merdiadaifanut nécomebisl Bawashe
. Sawr Keir Raweis Koo Klaer Noowe: 31938mwushk  Provtl-

1201 X201 E mageal I8 Nesamber JU1S,
2 Sprw Kot Bavasts Nomer: 332wy Provd FIAUNKII00 wapeal
O Desembar 201§ untang Kckomendas,

Baliwa KPU Koy, Klsts sl sosiodudanyuts Rebumosdes), s dNgaman
wwehe @ dolam e, hadvws lawpdon dita delew wenal 3293 urggal
2% Nenernber 2018 dalam 5 tdak dipat kand tndak [aajutt, kanoes dats nesak.

Adopirs temmize Qulam sur nomar 332 sanggal 01 Desernber 1§ yarg
Iavias it Kegandisa dan datn invai dalam DFTHE 2 dengan riecus
1 Indikari Usnde NIK sehampak | K04
In&kest proads NKX dan Narrss scbenyak 357)

Indikeai pasds NKEK. NIK, dons Ny sgbeyak 509
Indies! Genda NIK dan NKK stk 791
Indikaed Guesds Narma T1L con tlamad sebamak @ ViR
Inidikzmd Crexdas NIK dan Nawrs scbasnyak 1 I8K
Indisass Lex lovedad 3550

Exengsan ind hami sompsiban kepada Katuz Bawask Kab, Kletos, balnes kan
KPP Kah, Kiowen odak mesincibbeyuli doer enisesdl tefuadip a2 tersehut.
Adopan tindal oo foe dan nelap shra schogaimans Jalse hmpisen st it uitok by
Aerne b sempaikon S4lam deniik celinum pecr (C1)

Deomkian tindk Brjul sas rkorseadasi inl kaml sampokan ses
erjassmaiyn disampalkan tenima kel

D e

-
n

‘\"‘%‘_'.» ")
L KARTIEASART



KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

BERITA ACARA
Nearor: 120/BAXHANE
TENVANG

PENUNDAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI DAN PENETAFAN
DAPTAR PEMILIN TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DFTHPD)
PEMILU 2015 TINGRAT KABUPATEN KLATEN

Pt banrl inl Scrn, wngesd spaubih Sulin Decnber wins Duz Ribs Ddlosan Belas, pokul 21359 Wi
bemempn A Auly Komor K1 Kabepaun Khygn, KPU Kabopueen Kano lch nmeblbanais Ripn Peoo
Mekapruai dan Feretopun Duhar Pesilih Tep il Perbadian Kodim (DPTHPD) Poniliben Umam 2059 Theghu
Kahupoten Ko,

Herdasarkan Permerar Koems) Femtihun Ururs Repobik Jadancsl nomce |1 Talun 2018 swaong
Peryuursy Dafter Pemmiddh di Oalan Neaori Dalars Meepelonguensen Penifinn Unse dee Sumt Kern Komis
Perndbhan Urim Rapublik Indonasia Nomer 1 40PL 2 0-SDOLKPUNIROR westang Tempenjangan naen karn
povtyenpares DI EHP selama 30 hurk

Sampen pakul 2208 WIK. KPU Kabopaten Kleten bt hisn mervclosmken dorgn aplikari Sidekh di
§ Kecumunn, yefa Kiton Tengah, Kebonzrun, Kanngeum, Céper dan Karamgdowo, sena & 15 DeinRekaaban,
Serelph penbukaan wpat phao dilsktaian, Bewasds Keh, X kten memesti sekomendast untub mesunds mpm Plro
ssmpal [0 30,39 WL deogan Baropwit dapas o yelenel har Ises Uaggen et bo Shtailh THharoshes e b
walkes wreebst proees wnggah date 1dek dipae disehesaiban nuha Bewods Kaboy Klaten melehsban peiusdasn
Rzt Meno Rekapimiad dn Pesearen Dafier Pemilll Tetep Heeil Fordsibom Kol (DPTUINY Pesilu 2078
Tinghat Kstngedicr Klyn. ssmp sebesamya proses smaggan date Sideil. Bedksiban dengan peromdaan Rapat #leao
sersbrel, KPU Kabupasen Kimen akae koascissi ke KPU Proving Jaws Terngah

Bemibict Bonte Acss o i dan Jlundaanganl desans akh poscrta nesl sooedinasl untdk
diperganaban vahazrimarn nesibng,

KOMSSE PEMILIIEAN UMUM KANUPATEN KLATEN
. NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN
- KARTIKA SaRin KETUA '

| INDRAWATI YULIANI

SYAMSUL MAARD

CRAMSUL MDA , 7Y - ' 8 ,
WANDY O SUPRINYATND ANGOOTA r >
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|t giroe: Surat Ko G046/ 141.03.2.80/ S0 Kal /X1 ST teerang Jawnten Rekoroendum
HAZ(L PENYEWTURNAAN DPTHP 2 TINDAKLANIUT DATA INVALID)

KABUPATEN KLATEN
PROVING s JAWA TENGAN
TASIL TL DATA INVALID
KECAMA JUT
o B Il - A T B L
1 {KLATEN UTARA 38 0 0 122 18
) [RLATEN TENGAH a7 u [ 2 5
3 [RLATEN SELATAN 10 a3 7 20 25
4 [RALKGOTES & 3 1) 4 o
3 INGAWEN 2104 0 1901 196 7
5 |KEHONARUM 40 0 0 ar LY
7 |WEDi 3 o o 52 a
8 |MOUGONALAN (e ¢ [} au 18
o |CGANTIWARNG ) 2% 0 a7 7]
10 |PRAMBANAN = 0 [{ b 2
11 IMANISRENGHO n ] [ 26 0
12 |KEMALANG 73 0 © %1 a
10 [RARANGNONOKSD 31 4 0 22 s
14 [2ATINOM % 2 0 B 5
i3 [kamANCARGM 3 U 0 B Y
16 JTULUND a7 0 Q 3 11
17 [POLANHARID 19 1 0 & a
I8 IDELANGOV o4 0 [} 2 2
10 JCERER a8 o 0 Al ¥
20 [ruwiRIRG L ) i 53 7
2 |woNasas 13 ) [ 13 0
22 |FEDAN 20 n o a7 2
1 |reucux 13 o o s 5
24 JEARARGDOWO 28 0 0 25 2
28 |BAYAT 109 ) 0 =0 U
2¢ fcawas 26 0 ) 23 3
TOTAL 3386 113 1901 1174 168




LAMPIRAN FORM A TEMUAN
PELANGGARAN & STATUS KASUS



"

Sekretanal - JL. Ball Na 32 Kisten
Telp +E22T2326412

Webste  tawasukisien blogspot co id
E-mal panwaskabtaten 14gmail com

pr—

No.

BAWASLU

KABUPATEN KLATEN

PELAPOR/PENGA
WAS PEMILU*
DAN
TERLAPOR/PELAK
u

pm—

NOMOR TEMUAN

riksaan terhada
kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status Itemuan sebagai berikut:

 EMUAR

temuan yang masuk dan hasil

STATUS
TEMUAN

INSTANSI TUJUAN/
ALASAN

Pelapor : Ripin
Qomaruding, SH

Terlapor :Rudi
Hartono

07/TM/PL/KAB/
14.20/1/2019

Dihentikan

Peringatan Secara ksan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ARIF

KABUPATEN KLATEN

SiP




AN PEINAAAS AL BN LNt
KABUPATEN KLATEN
Sekretarial - JL Bah No. 32 Kisten
Telp +2272329442
Websile | bawassiubisten blogspol.co i
E.mat ' parmmskabidaten 148 omail com

" BAWASLU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasl penclitian dan pemeriksaan terhadap temuan vang masuk dan hasil
kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status ltemuan sebagai berikut:

NAMA
PELAPOR/ PENGA |

No. WAS PEMILU* NOMOR TEMUAN STATUS INSTANSI TUJUAN/
DAN TEMUAN ALASAN
TERLAPOR/PELAK

u

I. | Pelapor : Anl 09/TM/PL/KAB/ | Dihentikan = Rekomendas: Kepada Bupati
Fatkhurrokhman | 14.20/U1/2019 Klaten
. S.IP

Terlapor :Hj. Lilis
Yuliati, SH.MM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KABUPATEN KLATEN
Sekretacot - JL Bali No, 32 Kiaten

" BAWASLU

Berdasarkan hasil peneliian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan basil
kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status itemuan sebagal berikut:

NAMA
PELAPOR/PENGA
Na, WAS PEMILU* NOMOR TEMUAN STATUS INSTANSI TUJUAN/
DAN TEMUAN ALASAN
TER]AP({)R} PELAK

: .
1. | Pelapor : Anif 08/TM/PL/KAB/ | Dihentikan | Rekomendasi Kepada Bupati
Fatikhurrokhman | 14.20/111/2019 ¥awen

. SIP

Terlapor ‘Ruzgan
Iryawan, AP.M.SI |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM




BADAN FEMGANAS PEMIL AN (MM
KABUPATEN KLATEN

Setretariat . JU B3 No. 32 Kisten

Tep +62272320412

Wetsito

" BAWASLU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penclitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil
kajian Pengawas Pemilu maka dibentahukan status temuan sebagai berikut:

ge—

NAMA
PELAPOR/ PENGA l
| No. | WASPEMILU* | NOMORTEMUAN | STATUS INSTANSI TUJUAN/
DAN | TEMUAN ALASAN
| TERLAPOR/PELAK
u

'

1. Pelapor : Anf 010/TM/PL/KAB
Fatkhurrokhman | /14.20/IV /2019
5P

Dihentikan |  Rekomendas: Kepada Camat

l Teriapor © |
Porwanto




KABUPATEN KLATEN
Sekeetarist JL Bwi No 32 Kiasten
Telp «62272329¢12
Wetahe Dawashukaten blogspot oo i
E-mal  pamaaskabkimen14@gmst com

" BAWASLU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil
kajian Pengawas Pemilu maka dibenitahukan status temuan sebagai berikut

NAMA ! 1 »
PELAPOR/PENGA
| No. WAS PEMILL* NOMOR TEMUAN STATUS INSTANSE TUJUAN/
DAN TEMUAN ALASAN

TERLAPOR, PELAK
L)

I. | Pelapor : Naim 011/TM/PL/KAB | Dihentikan
Ansa'nd f14.20/ V2019

Terlapor : Drs.
H. Sriyanto

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



RAZEN FLNCAWAL SOM LN L~
KABUPATEN KLATEN
Sekretarat . JL 83l Na 32 Klaten
Telp +6227292M12
Wetshe - baensukiaien blogspot co id
E-mad  panwaskabiiaten 14835gmeail com

" BAWASLU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penclitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil
kajian Pengawas Pemilu maka diberitnhukan status Itemuan sebagal berikut:

NAMA ,
PELAPOR/PENGA
No. | WASPEMILU* | NOMORTEMUAN | STATUS INSTANSI TUTUAN/
DAN TEMUAN ALASAN
TERLAPOR/ PELAK
u

—_— —4- ‘4

1. | Pelapor : Juedi 012/TM/PL/KAB | DihentikaS
[14.20/1V[20149 n
Terlapor : Yahudi

FS BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN



LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 09/LHP/PM.00.09/klIt/2019

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Data Pengawas Pemilihan:
Tahapan yang diawasi : Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten dengan

Ibu Puan Maharani

Nama Pelaksana Tugas: Arif Fatkhurrokhman, SIP

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas : 09/LHP/PM.00.09/kit/2019
Alamat : JI Bali No 32 klaten Tengah

Il.  Kegiatan Pengawasan:
Bentuk : Pengawasan

Tujuan : Mencegah terjadinya Pelanggaran dalam Pelaksanaan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Klaten dengan Ibu Puan Maharani

Sasaran : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten
Waktu dan: Jum’at, 1-03-2019, Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat, Kab.

Tempat Klaten

lll.  Uraian Singkat Hasil Pengawasan
1. Pada hari jumat 1 Maret 2019 dimulai pada pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB
bertempat di Joglo Kesatriyan Nagari Dk. Ngerangan, Ds. Ngerangan, Kec. Bayat,
Kab. Klaten telah dilaksanakan Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan
Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh
DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten, selaku penggungjawab Bp. H. Sunarno, S.E.,

M.Hum. Hadir dalam kegiatan tersebut :



1. Ketua Umum PDI-Perjuangan bidang Politik dan Keamanan lbu Puan
Maharani.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Ir. Bambang Wuryanto. M. Ba
Anggota DPR Rl Fraksi PDI Perjuangan Agustina Wiludjeng Pramestuti, SS
Struktural DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya, SH, MH beserta ibu.

o v & W N

Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah PDI Perjuangan Dapil Jateng V Nomor Urut
3 Ibu Hj. Kadarwati, SH. MH.

7. Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten H. Sunarno, SE., M. Hum.

8. Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten.

9. Seluruh Caleg DPRD Kab. Klaten dari Partai PDI Perjuangan.

10. Pengurus PAC PDI Perjuangan se-Dapil V dan Dapil Klaten V.

11. Pengurus Ranting dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-Dapil Klaten IV dan
Dapil Klaten V.

12. Satgas PDI Perjuangan Kab. Klaten.

IV.  Informasi Dugaan Pelanggaran:

1.

Peristiwa

Ditemukan bahwa dalam kegiatan tersebut selain dihadiri struktural partai, juga dihadiri simpatisan PDI
Perjuangan dari wilayah Dapil Klaten IV dan Dapil Klaten V lk. 2000 orang. Kemudian ditemukan
kendaraan plat merah dengan No.Polisi AD 421 C yang mana pada berlangsungnya acara diganti dengan
plat hitam AD 7241 serta ada tamu undangan yang hadir dari perangkat desa Paseban Kecamatan bayat
dan perangkat desa Mireng Kecamatan Trucuk.

Saksi

Panwascam Bayat Dan Beserta PPD

Alat Bukti :

Dokumentasi Foto

Barang Bukti:

NIHIL

Uraian singkat Dugaan Pelanggaran:

Ditemukan Kendaraan plat merah dengan No. Polisi AD 421 C yang kemudian pada saat itu diganti dengan
plat hitam dengan No. Polisi AD 7241, Hadir Perangkat Desa Paseban, Kecamatan Bayat dan perangkat
desa Mireng Kecamatan Trucuk.

Fakta dan keterangan:



V.

Pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghadiri Konsolidasi Partai

7. Analisa

Pasal 64 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa
“Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah
dilarang menggunakan fasilitas negara”. Kemudian pasal 64 ayat (2) huruf a mengatur bahwa
“fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sarana mobilitas, seperti
kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat
transportasi dinas lainya”. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan penggunaan kendaraan plat
merah dengan No. Polisi AD 421 C yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 64
ayat (2) huruf a.

Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur
bahwa “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang
mengikutsertakan: i. perangkat desa”. Berdasarkan hal tersebut kehadiran Perangkat desa Paseban
dalam Acara Konsolidasi Partai Struktural DPC PDI Perjuangan Kab. Klaten dengan Ibu Puan Maharani
pada saat hari kerja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Diteruskan kepada Koordinator Bidang Penindakan

klaten, 2-Maret- 2019

Arif Fatkhurrokhman, SIP
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
NOMOR : 17/LHP/PM.00.17/kit/2019

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Data Pengawas Pemilihan:

Tahapan yang diawasi : Pertemuan tatap muka Deklarasi Pendekar Omah Jokowi

Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Arif Fatkhurrokhman, SIP

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Nomor Surat Perintah Tugas : 17/LHP/PM.00.17/kIt/2019
Alamat : JI Bali No 32 klaten Tengah

Il.  Kegiatan Pengawasan:

Bentuk : Pengawasan pertemuan tatap muka Deklarasi Pendekar Omah Jokowi
Tujuan : Mengawasi kegiatan Kampanye
Sasaran : TKN PASLON 01

Waktu dan Tempat: Sabtu,30-03-2019, GOR Gelar Sena Klaten Utara, kabupaten Klaten

lll.  Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari Sabtu tanggal 30-Maret-2019 Kordiv PHL Bawaslu kab klaten berkordinasi kepada

panitia untuk tidak melibat kan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih karena

wkt kegiatan adalah jam pulang sekolah, dan jangan sampai ada praktek money politik termasuk

pemberian transpot dalam bentuk uang, kemudian bersama panwascam klaten utara dan PPD

klaten Utara melakukan Pengawasan melekat kegiatan kampanye yang di laksanakan TKN

Paslon NO.1 Tingkat Jawa Tengah Yang di Hadiri kurang lebih 3000 orang, dan di hadiri para

Tokoh TKN di antara nya:

1. Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten —Ketua DPC PDIP Klaten

Selaku Jurkam Klaten yang di damping Istri Sri Mulyani



V.

2. Bambang Muryanto : Ketua TKN Paslon No.01 Jawa Tengah —Ketua DPD PDIP Jawa Tengah
selaku jurkam Jawa tengah

Chasyta A.Katmandu ,SE(Caleg DPD Jawa tengah)

Pengurus DPC PDIP Klaten

Relawan Jokowi

o v M~ w

Masyarakat

Informasi Dugaan Pelanggaran:

1.

A

Peristiwa :

Ditemukan anak di bawah umur memakai antribut baju bergambarkan PASLON No.01. Di temukan

adanya penyebaran Uang pada saat penyanyi di panggung dari atas panggung di sebar uang ke penonton.

Di temukan calon anggota DPD Rl atas nama Castha A. Katmandu SE di lokasi dan melakukan kampanye

untuk paslon No 01.

Saksi : Panwascam klaten Utara serta PPD Klaten Utara

Alat Bukti : Video

Barang Bukti: -

Uraian singkat Dugaan Pelanggaran: pada pengawasan tanggal 30-03-2019 di temukan anak di bawah

umur menggunakan atribut pasangan calon pilpres No Urut 01, kemudian pada saat di mulai hiburan

salah satu Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno,SE,M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01

Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung, seteh itu Calon DPD

RI naik panggung memperkenalkan diri sebagai calon DPD Rl dan mengkampanyekan Paslon 01

Fakta dan keterangan:

Kordiv di dalam gedung terdapat anak anak ygnmenggunakan atribut paslon 01

Jurkam dari Kabupaten klaten atas nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten

Klaten Ketua DPC PDIP Klaten, menyebarkan Uang kearah pengunjung diatas panggung dengan nominal

pecahan Rp100.000,-. Ada nya calon DPD Rl yang kampanye untuk paslon 01

Analisa

e Berdasarkan pasal 280 undang undang no 7 Tahun 2017 “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam
kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki
hak memilih”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakantindak pidana pemilu.
e Berdasarkan pasal 284 Undang-Undang No. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa

“dalam hal terbukti pelaksana kampanye dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau

tidak langsung untuk:



ii.

iii.

Tidak menggunakan hak pilihnya;

Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga
surat suaranya tidak sah;

Memilih pasangan Calon tetentu;

Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau;

Memilih calon anggota DPD tertentu,

Dijatuhi sanksi sebagimana diatur dalam undang-undang ini.” Dengan demikian berdasarkan
hal tersebut, pada saat dilakukan pengawasan dilapangan Jurkam dari Kabupaten klaten atas
nama Sunarno, SE., M.Hum: Ketua TKN Paslon No.01 Kabupaten Klaten Ketua DPC PDIP Klaten
yang mana telah menyebarkan Uang kearah pengunjung dengan nominal pecahan Rp100.000,-

dapat ditindaklanjuti mengenai pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang dilakukan.

e Berdasarkan PKPU No 23 Rahun 2018 Pasal 4 huruf 4 “Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan

Kampanye untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.”

klaten, 1-April- 2019

ARIF FATKHURROKHMAN, SIP.
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COPOT APK : Anggota Bawaslu melakukan penertiban alat peraga kampanye di tepijalan. (65)

Lagi, 215 APK Diturunkan di Wonosari

KLATEN - Bawaslu Keca-
matan Wonosari bersama pihak
terkait kembali melakukan pener-
tiban alat peraga kampanye (APK)
di wilayahnya, Senin (18/3), Total
ada 215 APK yang diturunkan dari
lokasi-lokasi terlarang, seperti
pohon, fasilitas umum, rambu lalu
lintas dan temat terlarang lainnya.

Penertiban yang dilakukan di
Kecamatan Wonosari merupakan
kelanjutan dari penertiban yang
dilakukan sebelumnya, Sedangkan
penertiban serentak di 26 kecamatan
di Klaten, telah dilakukan akhir
pekan lalu, Dengan demikian, total
ada 1412 APK yang ditertibkan
dalamtiga hari,Jumat(15/3), Sabtu

(16/3) dan Senin (18/3),
“"Pada penertiban yang dilaku-

] Pixlalum:.zl dan Sabtuada 1.197

PK yang diturunkan di seluruh

wilayah Klaten, Senin (18/3) tam-
bah 215 APK hasil penertiban di
Kecamatan Wonosari, Jadi total adi
1,412 APK yang diturunkan pada
penertiban serentak,” kata Ketua
Bawaslu Klaten, Arif’ Fatkhur-
rohman, Senin (18/3).

Upaya penertiban dilakukan di
masa kampanye terhadap pemasang-
an APK yang tidak paca tempatnya
atau di tempat yang terlarang. Di-
harapkan ke depan, partai politik dan
calon anggota legislatif serta tim
pemenangan pasangancalon presiden
dan wakil presiden akan menepati
aturan yang berlaku. 6l

Namun meski sudah ditertib-
kan, ternyata masih ada APK yang
dipasang di tempat terlarang. Ber-
dasarkan pantavan di lapangan,
salah satunya di daerah Gayamprit,
Kecamatan Klaten Selatan masib

lerdapat sejumlah APK yang di-
pasang dengan caradipaku di pohon
peneduh di tepi jalan,

Aril’ Fatkhurrohman mengakui
masihadanya APK yang dipasang di
lokasi terlarang, Sebagian ada yang
terlewat saat penertiban, sebagian
memang baru dipasang pasca pe-
nertiban. **Di dacrah Kecamatan
Ngawen malah baru muncul, Jumat
dan Sabtu (15-16/3) ditertibkan,
kemarin pagi (Minggu 17/3) sudah
muncul lagi,” vjardia.

Dia menambahkan, penertiban
yang menjadi kewenangan Bawaslu
harus memenuhi beberapa unsur
antara [ain, harus ada unsur citra diri
komulatif, logo, nama dan nomor
urut, Bila tidak memenuhi unsur
tersebut, penertiban APK yang
dipaku dipohon menjadi kewenang-
an Satpol PP.(FS - 65)
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Penuhi Panggilan Bawaslu, Camat
Gantiwarno Yakin Tak Bersalah

KLATEN—Camat Gantiwarno,
Lilis Yuliati, memenuhi panggilan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Klaten, Sabtu (9/3) pukul 09.30
WIB. la dicecar 25 pertanyaan
oleh Bawaslu,

Lilis meyakini perbuatannya
membagikan gambar seorang
calon anggota legislatif (caleg)
di grup Whatsapp (WA) tidak
melanggar netralitas aparatur
sipil negara (ASN).

Berdasarkan pantauan Espos,
Lilis datang ke Kantor Bawaslu
Klaten sekitar pukul 09.30 WIB.
Lilis menumpang kendaraan
dinas camat, yakni Toyota
Avanza warna merah berpelat
nomor AD 826 C. Sampai di
Bawaslu Klaten, Lilis menjalani
tahapan Kklarifikasi di ruang
bagian tengah. Klarifikasi
berlangsung secara tertutup.
Setelah klarifikasi rampung, Lilis
menandatangani berita acara
klarifikasi dan Salat Zuhur
di Bawaslu. Lilis kemudian
meninggalkan lokasi sekitar
pukul 13.30 WIB.

“Sebagai warga negara yang
baik, saya penuhi panggilan
dari Bawaslu. Saya sudah
jelaskan semuanya tentang
nge-share gambar salah satu
caleg di Gantiwarno, Pak
Purwanto. Tidak ada sama
sekali muatan politis. Saya
nge-share gambar itu karena
baru tahu ada sukarelawan yang
mencalonkan diri. Pak Purwanto
itu salah satu sukarelawan di
Gantiwarno. Itu grup internal.
Nama grup, yakni Gtwn
Emergency & Rescue,” Kata
Lilis saat ditemui wartawan
di Kantor Bawaslu, Sabtu.

Ja mengaku masuk sebagai
anggota grup WA sukarelawan di

Gantiwarno, sejak melanjutkan
estafet kepemimpinan Hari
Purnomo yang memasuki

Camat Gantiwarno, Lilis Yuliati (kir), diperiksa Bawaslu
Klaten, Sabtu (9/3).

masa purna sebagai Camat

* Gantiwarno awal Januari 2019.

Pada kesempatan itu, Lilis
juga membuat pernyataan di
grup sukarelawan Gantiwarno,
yang isinya penjelasan tidak
ada unsur kesengajaan untuk
tujuan pendukungan terhadap

- Purwanto yang ternyata maju

sebagai caleg. Lilis hanya
mengapresiasi secara personal
terhadap seorang sukarelawan
aktif yang maju menjadi caleg.

“Sekali lagi menekankan
grup WA ini mumni grup
sukarelawan dan tak boleh ada
unsur politik apa pun. Saya
meminta maal apabila ternyata
ada dampak yan ditimbulkan
yang menjadikan salah satu
pihak tidak berkenan, jaga selalu
iklim kondusif, terima kasih
atas perhatian dan kerja sama,
gambar Pak Purwanto yang di-
share kemarin agar dihapus
dan diabaikan saja,” ujarnya.

Anggota Divisi Hukum,
Penindakan, Penanganan, dan
Pengawasan Bawaslu Klaten,
Tri Hastuti; mengatakan materi
pertanyaan yang diajukan kepada

I e e e

- SR e A A AT T T I BT N TN V_“g;f:;';-»’l ._':‘v._i~: S (I

Lilis terkait tentang kronologi
Camat Gantiwarno membagikan
gambar salah seorang caleg di
grup sukarelawan, beberapa
waktu lalu. Di samping nge-
share gambar, Camat Gantiwarno
juga memberikan tanda jempol
di grup WA.

“Setelah ini, kami akan
menggelar rapat dengan sentra
penegakan hukum terpadu
[Gakkumdu], awal pekan
mendatang guna menyimpulkan
tindakan Camat Gantiwarno
menyalahi peraturan atau tidak.
Dalam menangani kasus ini,
kami juga memperoleh laporan
dari masyarakat, selain temuan
kami sendiri,” katanya.

-Hal senada dijelaskan Ketua
Bawaslu Klaten, Arif Fatkurrahman.
Klarifikasi terhadap Camat
Gantiwarno sebagai langkah
awal mengusut tindakan nge-
share gambar caleg di grup
WA. “Selain Bu Camat, kami
juga mengklarifikasi anggota
panwascam dan sukarelawan.
Semua dikumpulkan jadi satu
sebelum mengambil kesimpulan,”
katanya. (Ponco Susena)

B G e e
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Bawaslu Jateng Pelototi
Musrenbang Kecamatan

KLATEN-Badan Pengawas
Pamiiu (Bawasiu) Klaten
turut memantau pelaksanaan
musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang)
kecamatan yang berlangsung
di berbagal dacrah ol
Kabupaten Bersinar dalam
beberapa harl terakhir

Femwce Suters
rocah d ¥ songes coN

Partmsan It guns memanstikan ek
ada calom anggota legislata! [caleg] yang
oneaun ggangl -mmumm’ i hecamatan

an kepentingals i,
ﬁ'{\)‘;mm penjelasan Ketua Bawislu
Kl asen, Ard Fatiurrahanan, kepada Egpas,
Robie (2042 Pemsintanan pelyossoann
s srenbang kecam atan melitotkan selursd
paciths peogawas perndlu Kecamatan
(Mawaseam) di Kabupaten Bevsinar

“WMurenbon g kecarsatao m gl berlangsang
di Kiateni. Musrenbang Necamatan il
Kam juga dilkuts angzoty DFRD sebaligus

cabap. Kami harvse menggawasi dan
oW spadad Az TvusTeabang kecamatan
Ini tak disungpingt kepentingan polink,

uu-llqua_qamn caleq.

» Musrenbang kecamatan inl kan jugas dilkuti anggota DPRD

» Musrenbang kecamatan juga melibatkan aparatur siph negara
(ASN) ¢l lingkungan Pemkab Klaten.

Semun harus diantisioass lebih Ranjur,”
kata Aril,

Al mengatakan miseen ban g hecangan
Juga melibatkan aparatur sgpil negar
(ASN) Pecmerintah Kabupacen (Persicaly)
Klates, Sebagaimana diketabiol, setiap
ASN diwatibkan menjag netliths =
Peaaihs 2009

“Acasa musyenbang kecasnatan 1ak
boleh dijactikan untak bedasapanye
Selama imi, kami belum menerinma
lapanin ateu Tesman terkall pelangearan
Al musrenbong kecamatan. Tapi Xami
yetap e plostockas (han wasing maslng
pameascan leldp berkoasenssas nengawel,”
Kataaya.

oitunggong!

Terpisah, Xetza DPRD Klaes: Agua
Riyonto mevgataluan bebernpa anggoi
DPRD disdbuloun dengan mengtkutd
mustenbang Kecomatan  df daeraly
ponidiban  (dapll)  masing-masiog.
Keglatan menyerap asplirasi
pembangunan ¢ tghkat ssasyaraka, DI

Al Dasmya K 0 oo varg ihut (banyak y:mg
engawasl], Tak fiin dimanfaathan
itk g g xepentipgan polith.
Tak perlu dxhawatican i njut
Misaloya ada. otomais akan disewp
di sengah falan,” katasya.

Sedam dibadin ASN Al masing-mssing

lscamman dan angpota DPRD Kiven
gesunl daplinya. mossenbiang kecamalan
o kst s ode muen muasyarakad.

, Di zitu banyak

orang yang ikut
[banyak yang
mengawasl]. Tak
mungkin dimanfaatkon
untuk ditunggangl
kepentingan politik, Tak
pertu dikhawatiran lebih

lanjut”
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.b INDONESIA BAROKAH
Bawaslu Sarankan Penerima
Tak Musnahkan Tabloid IB

KLATEN—Badan Pengawas
Pemilu (Bawasiu) Klaten
menyarankan para penerima
Tubioid Tndonesia Barokah
menyimpan tabloid tersebut,
Selain itu, Bawaslu menyarankan
agar penerima tak membakar
atau memusnahkan tabloid
tersebut.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif
Fatkhurrohman, mengatakan
Tubloid Indonesia Barokah
diketahui beredar di Klaten
sejak pekan lalu. Sejumlah
tabloid sudah beredar di
antaranya ke takmir masjid.
“Kalau memesan tidak. Mereka
tahu-tahu dikirimi tabloid it
Justru kami mendapat informasi
jika peredaran tabloid itw samipal
ke Klaten setelah menerima
informasi dar takmir masjid,”
kata Arif saat berbincang dengan
Espos, Rabu (30/1).

Arif menjelaskan selain terldrim
ke penerima, sebagian tabloid
itu masih tertahan di Kantor
Pos Indonesia, Sekitar 450an
paket hingga saat ini masth

tertunda pengirimannya atau
tertahan di kantor pos tingkat
kecamatan. “Kalau menahan
atau menunda pengidman itu
kebijakan dari Kantor Pos, Dari
data yang kami terima, di Kantor
Pos tingkat kecamatan itu ada
sekitar 450 paket, Isi setiap
paket berbeda, ada yang dua
eksemplar ada pula yang tiga
eksemplar,” jelasnya.

Terkait peredaran tabloid itu,
‘Anif menjelaskan Bawasla Klaten
tidak melakukan penyitaan
lantaran masth menungeu kajian

dari Bawaslu pusal bersama -
‘gugus tugasnya, Bawaslu Klaten

sebatas  menginventarisasi
Tabloid Indonesia Barokah
yang sudah ada di Klaten.
“Kam! sebatas mengimbau
agar tabloid yang sudah
diterima disimpan, Karena
ini juga masih dipelajari,
kami menyarankan agar
tabloid yang sudah diterima
itu jangan dimusnahkan seperti
dibakar. Ini untuk antisipasi
jika sewaktu-waktu tabloid

yang sudah beredar menjadi
barang bukti,” jelas Arif.

Kapolres Klaten, AKBP Arjes
Andhi, mengatakan Polres
Klaten sudah mengonfirmasi
ke Bawaslu Klaten sebagai
lembaga pengawas pemilu.
"Kami = sarankan untuk
menghindari  keresahan
dan tanggapan beragam di
masyarakat, peredaran tabloid
itu dihentikan sementara.
Alhamdulillah Kantor Pos sudah
menahan. Polres kapasitasnya
tidak menegakkan hukum.
Kami = sifatnya koordinasi
sampai menunggu petunjuk
dari Bawaslu RI ba
menyikapi peredaran tabloid
itu,” kata dia.

Kapolres juga mengatakan
para penerima tabloid sudah
berinisiatif menvimpan tabloid
tersebut atau menyerahkan ke
Bawaslu. Sekitar 50 eksemplar
tabloid tersebut sudah beredar
(an 25 eksemplar masih tertahan
di Kantor Pos Pusat Klaten.
(Taufiq Sidi Pratosc)
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Bawaslu: Banyak Salah
Input Data di C1

» Mesh| @itermuian banyak kesalahen Input data, Bawaslu meyakini
) _tu_nh adn unsur hunqnlo_._n dart m._s. >

KLATEN-Badan Peagawas
Periiv (Bawasiu) Kiaten
' mengaku banyoek mengoriks
salah input data foerulir C1 dl
Pemilu 2015
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“PERJALANAN DAFTAR PEMILIH”

v e

Sate Mo Lab wn 10AATT
Gl be Forosm ostiem 095304 S Peant Pud smaee H1 500
Coattw Srois Puwepass WALIIF Tk AR
Tets M1 a0

Cutter Pamwh Lasbid 5T 0
Dattee Pt Serirgrae 20T
Tesot %t 10l

Tt Syt | Latt e 404 L0
P Py Porymgaes § BUTTE
Tarss 1004 5S¢

DAFTAR PEMILIM FEMILL 2019
KAS, KLATEMN

&mn-—.mu—-mmm o httent]
Oty 5wt Moseoe S0 Thewank P ST VAT T306D0 1Y -
T W 18 M Bl Fagn yuber ran v s PTU Kok Sy by -
P 4 Pt en m-“mc‘mvm-—m”
Gl Demgen R W nadat T 0A
Powcs m-na-mu-. u--m-—m:—-n- VU e M
g ‘ - ~ ’-—
e lﬂ lﬂl.i.?.r- da Meme swheryer 201
i TR fon tre venaores = Sl 16K oo NOX iyt s M TTL ot wharond
190, a propheyresad
Pata tagow 17 Jwress 2010 Qowany bepuca U 0-. .
Bt Morece: |1 Rawawy oy JT 1401 1) *”mumum ™

e ¥ I e L = e



“PERJALANAN REKOMENDASI DAFTAR PEMILIH”
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“PENERTIBAN APK PEMILU 2019 KABUPATEN KLATEN”

GRAFIK PENERTIBAN
ALAT PERAGA KAMPANYE
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“PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KLATEN PEMILU 2019”

e N S

m @y‘ e

!
\

oy,

TAHUN 2014 DAN PEMILU TAHUN 2019

PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU J

GRAFIK PEROLEHAN

B PEROLEHAN KURSI 2019  m PEROLEHAN KURSI 2014




